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KataPengantar

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan

berkat dan rahmatNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan
penulkisan buku ini dengan judul : PERLINDUNBAN HUKUM BAGI
KONSUMEN PERBANKAN.,

Konsumen (nasabah] perbankan yang merupakan faktor penting
bagi dunia perbankan dalam menjalankan aktifitasnya mutlak untuk
memperoleh perlindungan hukum yang maksimal agar konsumen
perbankan merasa nyaman dan aman dalam menggunakan fasilitas
perbankan di Indonesia.

Pelanggaran hak-hak konsumen perbankan oleh pelaku usaha tidak
hanya memberikan gambaran tentang permasalahan hukum, tetapi
juga menggambarkan ketidak pastian hukum dan ketidak adilan yang
dirasakan oleh konsumen yang pada akhirnya akan merugikan para

pelaku usaha untuk kelanjutan usahanya.

Perlindungan hukum bagi konsumen ibarat sekeping uang logam
yang memiliki dua sisi yang berbeda, satu sisi merupakan konsumen,
sedangkan sisi lainnya adalah pelaku usaha, dan tidak mungkin hanya
menggunakan satu sisi tanpa menggunakan kedua sisi sekaligus.

Buku ini membahas berbagai hal seputar perlindungan konsumen
bagi dunia perbankan yang mengkaji secara teoritis, praktis dan
perkembangan pemikiran. Kehadiran buku ini diharapkan bermanfaat

bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum dan perbankan, pemerhati
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dan masyarakat umum guna mengetahui aspek hukum perlindungan
konsumen perbankan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ini
masih jauh dari sempurna, Oleh kerenanya saran-saran positif akan

diterima dengan senang hati.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada
para sahabat dan rekan-rekan penulis, yaitu para akademisi hukum,
khususnya dari Program Magister limu Hukum Universitas Kristen
Indonesia (UKI) dan para praktisi hukum, khususnya dari Law Firm
Dhaniswara Harjono & Partners [DHP) atas dukungan dan masukannya.
Juga kepada keluarga, khususnya pada isteri : Dra. Hedy Maureen
Mohede, MBA dan kedua putri tercinta : Anastasia Nathania Harjono,
SHdan Belinda Daniella Harjonoatas dukungan dan pengertiannya. .

Jakarta, Agustus 2011
Penulis,

Dr. Dhaniswara K. Harjono, SH, MH, MBA
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BAB1

Pendahuluan

Dalam kegiatan bisnis dan perbankan terdapat berbagai kepentingan
dari berbagai pihak, dan hukum mengatur hubungan hukum, Hubungan
hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara para pihak yang terkait dan
berkepentingan. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban
dalam suatu hubungan hukum atas transaksi tertentu dibidang bisnis
dan perbankan, Hak dan kewajiban yang dirumuskan dalam berbagai
kaidah hukum tergantung isi kaedah hukum, Tujuan kaidah hukum yaitu
kedamaian hidup antar pribadi ',

Disiplin hukum sebagai teori tentang norma-norma tidak berhubungan
dengan efektifitas nerma-norma hukum. Suatu teori hukum adalah
formal, suatu teori tentang cara-cara penertiban dan mengubah isi
hukumdengan carayang khusus 2. Tujuan teorihukum, sepertitiapilmu
pengetahuan adalah untuk mengurangi kekacauan dan kemajemukan

menjadi kesatuan?,

Ruang lingkup hukum perlindungan konsumen sulit dibatasi
hanya dengan menampungnya dalam jenis cabang hukum. Hukum
pertindungan konsumen selalu bei-hubungan dan berinteraksi dengan
berbagai bidang dan cabang hukum lain, karena pada tiap bidang dan

cabang hukum itu termasuk dalam hukum yang mengatur kegiatan
transaksidibidang perbankan selaluterdapat pihak yang berkedudukan
sebagai konsumen. Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus

dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat sekaligus tujuan hukum itu

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Parihal Kaedah Hukum, Catakan Wi, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1993,

him &0

Purnadi Purbacaraka dan M.Chidir Ali, Disiplin Hukum, Cetakan IV, Bandung, PT Citra Aditys Bakti, 1990, him 40,
Khudzaifah Dimyati, Tearisasi Hukum : Studitentang Perkambtangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990, Sura-
karta, Universitas Muhammadiyah Surakarts, 2004, him 40,
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adalah femberikan perlindungan kepada masyarakat. Dalam hal ini
konsumen perbankan adalah sebagai salah satu kategori konsumen
yang selalu dalam posisi yang lemah yang berhadapan dengan pihak
Perbankan yang kuat dalam segala hal.

Secara global, substansi hukum perlindungan kensumen mengalami
perubahan untuk menghadapi perkembangan perdagangan bebas yang
terus mengglobal. Dalam hukum perlindungan konsumen dikenal
tuntutan ganti kerugian konsumen kepada produsen, yang berdasarkan
tiga teori tanggung jawab, yaitu tanggung jawab berdasarkan kelalaian/
kesalahan (negligencel, tuntutan berdasarkan berdasarkan ingkar
janjl atau wanprestasi [breach of warranty), dan tanggung jawab
mutlak (strict Liability). Prinsip tanggung jawab produk dalam Undang-
Undang No.B Tahun 1999 tentang Perlindungan Kensumen merupakan
modifikasi terhadap prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahaf.

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata consumer
{Inggris-Amerika), atau consument/konsument (Belanda). Secara
harfiah arti kata consumer itu adalah “(lawan dari produsen] setiap
orang yang menggunakan barang”. Tujuan penggunaan barang atau
jasa itu menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna
tersebut. Begitu pula kamus Bahasa Inggris-Indonesia® memberi arti

kata consumer sebagai “pemakai atau konsumen”. Dari pengertian
diatas terlihat bahwa ada pembedaan antara konsumen sebagal orang
alami atau pribadi kodrati dengan kensumen sebagai perusahaan atau
badan hukum. Pembedaan ini penting untuk membedakan apakah
Konsumen tersebut menggunakan barang tersebut untuk diri sendiri
atau untuk tujuan kemersial. Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (UUPK) mendefinisikan konsumen sebagai
: "Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam
masyarakat, baik bagl kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain

& Jnosentivs Samsul, Perlind b 1 K kinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak, Jakarta, Program

Pascasarjana FH-UI, 2004, him 143..
5 1ohn.M.Echols & Hasan Sadily, Kamus inggris-Indonesia, Jakarta, Gramedia, 1986, him 126.,




Bab 1: Pendahuluan f 3

maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Definisi
Ini sesuai dengan pengertian bahwa konsumen adalah end user/
pengguna akhlr, tanpa si kensumen merupakan pembeli darl barang
dan/atau jasa tersebut. Pengertian konsumen dalam arti umum adalah
pemakai, pengguna dan atau pemanfaat barang dan atau jasa untuk
tujuan tertentu. Sedangkan pengertian menurut UUPK adalah setiap
pemakal barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik
bagi kepentinagan dirl sendirl, keluarga, arang lain maupun mahluk
hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.

Berdasarkan pengertian diatas, subyek yang disebut sebagai konsumen
berarti setlap orang yang berstatus sebagal pemakal barang dan Jasa.
Istilah “orang” sebenarnya menimbulkan keraguan, apakah hanya
orang individual yang lazim disebut natuurlijke person atau termasuk
Juga badan hokum [right person).

Dalam perlindungan kensumen dikenal hak-hak Konsumen secara
universal yang harus dilindungl dan dihormati, yaltu!

1. Hak keamanan dan keselamatan;

2. Hak atas informasi;

3. Hak untuk memllih;

4. Hak untuk didengar;

5. Hak atas lingkungan hidup.

Perlindungan konsumen mutlak dilakukan oleh Negara sesual dengan
Resolusi Majelis Umum PBB. Di Indonesia, signifikansi pengaturan
hak-hak konsumen melalul undang-undang merupakan bagian dari
implementasi sebagai suatu Negara kesejahteraan, karena Undang-
Undang Dasar 1945 selain sebagai konstitusi politik juga dapat disebut
sebagal konstitusi ekonomi, yaitu konstitusl yang mengandung ide

A Husni Syawsll dan Meni Sri imaaniyat, Ed, Hukum Perlindungan Konsumen, Bandung, Mandar Maju, 2000, him 39,
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negara *kesejahteraan yang tumbuh berkembang karena pengaruh
sosialisme sejak abad Sembilan belas’

Pengertian konsumen antara Negara yang satu dengan yang lain tidak
sama. Sebagai contoh, di Spanyol konsumen diartikan tidak hanya
individu lorang), tetapi juga suatu perusahaan yang menjadi pembeli
atau pemakai akhir; dan konsumen tidak harus terikat dalam hubungan
jual beli, sehingga dengan sendirinya konsumen tidak Identik dengan
pembeli. DI Australla, kensumen diartikan sebagal seseorang yang
memperoleh barang atau jasa tertentu dengan persyaratan harganya
tidak melewati jumlah uang diatas, sedangkan tujuan pembelian barang
atau jasa tersebut tidak dipersoalkan. Sedangkan di Amerika Serikat,
pengertian konsumen meliputi korban produk yang cacat yang bukan
hanya meliputi pembeli, tetapi juga pemakai, bahkan korban yang bukan
pemakai memperoleh perlindungan yang sama dengan pembeli. Di
Eropa, pengertian konsumen bersumber dari Product Libality Directive
sebagal pedoman bagi Negara MEE dalam menyusun ketentuan Hukum
Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Directive tersebut yang berhak
menuntut ganti kerugian adalah pihak yang menderita kerugian (karena
kematian atau cidera) atau kerugian berupa kerusakan benda selain

produk yang cacat itu sendirl.

Kehadiran Undang-undang No. B Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen menjadi tonggak sejarah perkembangan hokum
perlindungan konsumen di Indonesia, Sesungguhnya undang-undang
tersebut bukanlah yang pertama dan yang terakhir, karena sebelumnya
telah ada beberapa rumusan hukum yang melindungi konsumen yang
tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Undang-
undang ini mengatur tentang kebijakan perlindungan konsumen, baik

g Jimnly Asshiddigie, “Undang-undang Dasar 1945 : Konstitusi Negara Kesejahteraan dan Realitas Masa depan”, Pidato
PengukuhaJabatan Gury Besar Tetap Madya, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988, him 1-2.
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yang menyangkut hokum materlil maupun hokum formil mengenai
penyelesaian sengketa konsumen. Disamping Undang-undang
Perlindungan Konsumen, hokum kensumen Juga ada diberbagal
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai bagian dari
system hokum nasional, salah satu ketentuan UUPK, dalam hal ini
pasal 64 (Bab XIV Ketentuan Peralihan] dapat dipshaml sebagal
penegasan secara implicit bahwa UUPK merupakan ketentuan khusus
[lex specialis] terhadap ketentuan perturan perundang-undangan
yang sudah ada sebelum UUPK, sesual asas lex specialls derograt
lex generali. Artinya ketentuan-ketentuan diluar UUPK tetap berlaku
sepanjang tidak diatur secara khusus dalam UUPK dan/atau tidak

bertentanagan dengan UUPK.



BAB2

GAMBARAN UMUM
PERLINDUNGAN KONSUMEN

A.Perlunya Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha

Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan suatu wacana yang
perlu mendapat perhatian besar, seiring dengan berkembangnya
persaingan global.Salah satu hal yang melatarbelakangi besarnya
wacana perlindungan konsumen®, adalah jamaknya derivikasi produk
yang beredar di pasaran, namun tidak disertai dengan layanan yang
menguatkan posisi tawar konsumen .Dalam posisi konsumen yang
lemah ini mensyaratkan adanya pemihakan kepada konsumen melalui
perlindungan hukum dalam transaksi perdagangan °.

Untuk itu, adalah suatu halyang penting bagi pemerintah negara dalam
mengaturperlindungankonsumen. Untukitu, penegakkan perlindungan
konsumen pada sebuah pemerintahan harus didasarkan pada rumusan
situasi, baik situasi yang sedang maupun yang akan berkembang. Hal-
hal yang harus diperhatikan, antara lain '%

- Tingkat pembangunan masing-masing negara.
- Filosofidan kebijakan Pembangunan.
- Pertumbuhanindustri dan teknologi.

Selain hat-hal yang menyebabkan ketimpangan posisi tawar konsumen
terhadap pelaku usaha, pentingnya perlindungan hukum melalui

- Vivek Sood, Cyber Law Simplified, New Dethi, Tata McGaw-Hill Publishing Company Limited, 2002, him §76,

¥. Sudaryatme, Hukum dan Advokasi Kensumen, Bandung, PT Citra Adiya Baktl, 1959, him %0,

10 pman Sinaga, Pemberdayaan Hak-Hak Konsurmen di Indonesia, Jakarta, Direktorat Perlindungan Konsumen DITIEN
Perdagangan Dalam Negeri Departernen Perindusirian dan Perdagangan Bekerja Sama dangan Yayasan Gemainti, 2001,
him 21,
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kepasti&n perlindungan konsumen menurutW. J. Brown adalah sebagai
berikut'!:

“ . thatdue the technical development of consumer goods, the ordinary
consumer cannot be expected toknowif the goods are fit for the purpose
for which they were bought, orifthe are of good or bad guality.”

Menurut W. J. Brown, dalam membeli produk, kensumen tidak akan
pernah benar-benar mengetahui kualitas suatu produk. Entah
bagaimana informasi produk tersebut sudah secara detil dijabarkan.
Inilah yang menyebabkan posisi konsumen dan pelaku usaha tidak

seimbang.

Di masyarakat Ekonomi Eropa, kesadaran negara dalam memberikan
perlindungan konsumen diawali dengan gerakan awal perlindungan
hukum konsumen yang melalui dua tahap, yakni pada tahun 1973
dan 1981. Program-program ini memfokuskan pada kecurangan yang
ditemui konsumen dalam hal kontrak standar, ketentuan kredit dan
penualan yang bersifat memaksa.Selain itu, program juga melindungi
perihal konsumsi atas produk cacat, iklan yang menyesatkan, masalah
jaminan pasca pembelian produk.Program ini berkembang pada tahun
1981dengan memusatkanpadahak-hak dasarkonsumen sertalangkah-
langkah Komisi Eropa dalam membuat kerangka acuan perlindungan
konsumen'?,

Dalam hal pengaturan perlindungan konsumen, menurut Purba
dibutuhkan sendi-sendi inti pokok yang harus diatur adalahperihal-
perihal sebagai berikut '

- Kesederajatan antara konsumen dan pelaku usaha.

- Konsumen mempunyaihak.

- Pelaku usaha mempunyaikewajiban.

- Pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dalam hal

11, W J. Brawn, “Gonsumar Law", Concise Collage Text, Second Edition, London, Sweet & Maxwall Limited, 1982, him 12¢.

V2. Abdul Hakim Barkatullah, Op. Cit., him 24-25.
13 A, Ten Umnar Purba, “Perlindungan Konsumen : Sendi-Sendi Pokok Pengaturan®, Hukum dan Pembangunan, tahun XX,

1993, him 393-408.
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sumbangsihnya pada pembangunan nasional.

- Pengaturan tidak merupakan syarat.

- Perlindungan hukum bagi konsumen dalam iklim hubungan bisnis
yangsehat.

- Keterbukaan dalam hal promosi produk.

- Peran aktif pemerintah.

- Peransertamasyarakat.

- Implementasi asas sadar hukum.

- Perlindungan hukum bagi konsumen yang memerlukan terobosan
konsep-konsep hukum tradisional.

- Konsep perlindungan hukum bagi konsumen yang memerlukan

terobosan konsep-konsep hukum.
B8.Peran Pemerintah dalam Perlindungan Konsumen

Untuk itu, adalah suatu hal yang penting bagi pemerintah negara dalam

mengatur perlindungan konsumen. Sebab penegakkan perlindungan
konsumen pada sebuah pemerintahan harus didasarkan pada rumusan
situasi, baik situasi yang sedang maupun yang akan berkembang. Hal-
halyang harus diperhatikan, antara lain 14

- Tingkat pembangunan ma sing-masing negara.

- Filosofidan kebijakan Pembangunan.

- Pertumbuhanindustri dan teknologi.

Selain hal-hal yang menyebabkan ketimpangan posisi tawar kensumen
terhadap pelaku usaha, pentingnya perlindungan hukum melalui
kepastian perlindungan konsumen menurut W. J. Brown adalah sebagai

berikut's:

“ _thatdue the technical development of consumer goods, the ordinary

consumer cannol be expected to knowif the goodsare fitforthe purpose

T4, Aman Sinags, Pemberdayasn Hak-Hak Konsumen di Indonesia, Jakarta, Direktorat Perlindungan Konsumen DITJEN
Pardagangan Dalam Negeri Departeman Perindustrian dan Serdagangan Bekerja Same dengan Yayassn Gemainti, 2001,

him21.
15. 4 J. Brown, “Consumer Law", Coneise College Tex!, Second Edition, London, Sweet & Maxwiell Limited, 1982, him 124,
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forwhith they were bought, or if the are of good or bad quality”.

Menurut W, J, Brown, dalam membeli produk, konsumen tidak akan
pernah benar-benar mengetahui kualitas suatu produk. Entah
bagaimana informasi produk tersebut sudah secara detil dijabarkan.
Inilah yang menyebabkan posisi konsumen dan pelaku usaha tidak

seimbang.

Di masyarakat Ekonomi Eropa, kesadaran negara dalam memberikan
perlindungan konsumen diawali dengan gerakan awal perlindungan
hukum konsumen yang melalui dua tahap, yakni pada tahun 1973
dan 1981, Program-program ini memfokuskan pada kecurangan yang
ditemui konsumen datam hal kontrak standar, ketentuan kredit dan
penualan yang bersifat memaksa. Selain itu, program juga melindungi
perihal konsumsi atas produk cacat, iklan yang menyesatkan, masalah
jaminan pasca pembelian produk. Program ini berkembang pada tahun
1981dengan memusatkanpada hak-hakdasar konsumen sertalangkah-
langkah Kemisi Eropa dalam membuat kerangka acuan perlindungan

konsumen'®,

Perlindungan konsumen sebenarnya merupakan upaya peningkatan
mariabat dan kesadaran masyarakat untuk dilindungi. Secara tidak
langsung, hukum yang ada merupakan dorongan bagi pelaku usaha
untuk dengan penuh bertanggung jawab. Namun pada akhirnya
semua tujuan tersebut hanya baru bisa diimplementasikan dengan
perlindungan hukum secara konsekuen. Dalam hal pengaturan
perlindungan konsumen, menurut Purba dibutuhkan sendi-sendi inti
pokok yang harus diatur adalah perihal-perihal sebagai berikut '’

- Kesederajatanantara konsumendan pelaku usaha.

- Konsumen mempunyai hak.

18 Abeul Hakim Barkatullah, Op, Cit., him 26-25.
17. A Zon Umar Purba, "Perlindungan Konsumen ; Sendi-Sendi Pokok Pengaturan”, Hukum dan Pembangunan, tahun XXH,

1993, him 393-408,
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- Pelaku usaha mempunyai kewajiban.

- Pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dalam hal
sumbangsihnya pada pembangunan nasional.

- Pengaturan tidak merupakan syarat,

- Perlindungan hukum bagi konsumen dalam iklim hubungan bisnis
yang sehat,

- Keterbukaan dalam hal premosiproduk.

- Peran aktif pemerintah.

- Peran sertamasyarakat.

- Implementasi asas sadar hukum.

- Perlindungan hukum bagi koensumen yang memerlukan terobosan
konsep-konsep hukum tradisional.

- Konsep perlindungan hukum bagi konsumen yang memerlukan

terobosan konsep-konsep hukum.

Dipenuhinya persyaratan-persyaratan di atas hendaknya dapat
mengangkat harkat dan martabat konsumen, sehingga konsumen
dapat dijadikan sebagai salah satu subyek dalam sistem perekonomian
nasional. Bertolak dari luas dan kompleksnya hubungan pelaku usaha
dan konsumen serta banyaknya mata rantai penghubung keduanya,
maka demi melindungi konsumen sebagai konsumen akhir, dibutuhkan
agar konsumen benar-benar dilindungi sejak awal proses produksi
dilakukan.

Berkaitan dengan tinjauan perlindungan pemerintah melalui produk
hukum nasional, adalah berkaitan dengan dicanangkannya UU
Perlindungan Konsumen Nomor B tahun 1999. Pada Pasal 29 khususnya,
dinyatakan bahwa pemerintah mengemban tanggung jawab atas
pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin
diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha, serta dilaksanakannya
kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Pembinaan oleh pemerintah ini

dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteriteknis terkait,
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C. LatarBelakang

Sebuahnegara maju dikatakan demikian oleh sebabtelah dilaluinya tiga
tingkatpembangunan, yakniunifikasi,industrialisasidan kesejahteraan.
Pada tingkat yang pertama, yang menjadi masalah terberat adalah
bagaimanamencapaiintegrasipolitik dalam menciptakan persatuandan
kesatuan.Tingkat kedua, adalah perjuangan dalam hal pembangunan
ekonomi dan modernisasi politik.Sedangkan pada tingkat ketiga adalah
tugas negara sebagai pelindung rakyat dari sisi negatif industrialisasi,
memperbaiki kesalahan-kesalahan pada tahap-tahap sebelumnya

dengan menekankan pada sisi kesejahteraan masyarakat 18

Revolusi industri di Inggris pada abad kedelapan belas menjadi awal
proses preubahan pola kehidupan masyarakat, dari agraris menjadi
masyarakatindustri. Perubahanini mendorong pula peningkatanvolume
produksi barang dan jasa yang pada akhirnya mengubah hubungan
dan segala aspek-aspeknya antara penyedia barang (pelaku usaha)
dan pemakai produk (konsumen). The UN Guidelines for Consumer

Protection yang dicanangkan melalui Resolusi No.A/RES/39/248 pada

tanggal 16 April 1985 tentang Perlindungan Konsumen menggariskan

tentang perlindungandarisisihak-hak dasarkonsumen. Dalamresolusi
ini kepentingan dasar konsumen yang harus dilindungi meliputi poin-
poin berikut'®;

- Perlindungan konsumen dari bahaya terhadap kesehatan dan
keamanannya.

- Promosidan perlindungan kepentingan sosial ekonomi konsumen,

- Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk
memberikan kemampuan mereka dalam memilih pilihan yang tepat
sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi.

- Pendidikan konsumen.

18. Abdul Hakim Barkatullah, Hak-Hak Konsumen, Bandung, Penerbit Nusa Media, 2010, him 3.

1%- Erman Rajagukguk, “Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Era Perdagangan Bebas”, Hukum Perlindungan
Kensumen, disunting oleh Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Bandung, Mandar Maju, 2000, hlm 3.
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- Ketersediaan upaya gantirugiyang efektif,
- Kebebasandalam membentuk organisasi konsumen.

Era perdagangan bebas merupakan suatu era di mana pemasaran
merupakan suatu disiplin universal. Konsep-konsep pemasaran
dipandang dari strategi pemasaran global telah berubah dari waktu ke
waktu, dengan tahapan sebagai berikut 2°;

- Konsep pemasaran awal, dengan memfokuskan pada produk yang
lebih baik yang berdasarkan standar dan nilai internal. Hal ini
dilakukan dengan tujuan memperoleh laba, dengan menjual atau
membujuk pelanggan potensial dalam menukar uangnya dengan
produk perusahaan,

- Konsep pemasaran adalah kepada pelanggan bukan lagi produk. Pada
dekade enam puluhan ini, sasarannya masih tetap laba, namun cara
pencapaiannya menjadi luas, yakni dengan pembaharuan pemasaran
dengan menggunakan marketing mix atau 4P (product, price,
promotion dan place).

- Konsep strategi pemasaran. Konsep ini mengubah focus pemasaran,
dari pelanggan atau produk menjadi pelanggan dalam konteks
lingkungan eksternalyang lebih luas.Tujuanpe masaran juga berubah,
yaknidarilabamenjadi keuntungan pihak yang berkepentingan.

Globalisasi sebagai gerakan perluasan pasardan bergerak pada semua
aspek persaingan pasar menambah kesenjangan antara negara maju
dan negara berkembang [peripheryl.Hal ini dapat membawa akibat bagi
komposisimasyarakatdankondisikehidupansecarakhusus. ?'Indonesia
sebagai negara berkembang, perlu memberikan perlindungan yang
memadai terhadap kepentingan konsumen, sebagai suatu hal yang
penting dan mendesak untuk segera dicari solusi permasalahannya.Hal

ini melihat kompleksitasnya menyangkut perlindungungan konsumen

20- Gtina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Parlindungan Kansumen, Jakarta, Sinar Grafika, 2008 him 5-6,
n. Jagnes Delors, The Future of Free Trade in Europe and The World™, Fordham International Law Journsl Yol 18, 1995,
him 723..



11& I Bab2:GambaranUmum PerlindunganKonsumen

dalam thenyongsong era perdagangan bebas, 22

1. Hukum Kensumen dan Perlindungan Konsumen

Istilah "hukum kensumen” dan “hukum perlindungan konsumen”

seringkali terdengar dalam kehidupan masyarakat. Namun istilah ini

masih identik satu sama lain, dan materi pemisahnya seringkali kabur.

Berkaitan dengan hal ini terdapat beberapa pendapat ahli yang dapat

menjadi panduan dalam pengertian ini, yakni :

= M. J. Leder yang menyatakan :"in a sense there is no such reature as
‘consumer law” 2,

-Lowe yang menyatakan:"... rules of lawwhich recognize the bargaining
weakness of the individual consumer and which ensure that weakness
is not unfairly exploited” 2¢

- AZ Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen
merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas
atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat
melindungi kepentingan konsumen. Ahli ini mengakui asas dan
kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah kensumen
dalam berbagai bidang hukum, tertulis maupun tidak tertulis. 25

Berkeitan dengan kaidah hukum perlindungan konsumen yang
senantiasa mengatur, perlu ditinjau dengan Pasal 383 KUHP yang
menurut Shidarta # juga masuk ke ranah hukum perlindungan
konsumen, yakni :

Diancanln dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan
seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli : (1) karena
sengaja menyerahkan barang lain daripada yang ditunjuk untuk dibeli,
(2) mengenai jenis keadaan atau banyaknya barang yang diserahkan

dengan menggunakan tipu muslihat,

22 Abaul Hakim Barkatullah, Op Cit, him s,

A MJ Leder, Consumer Law. Plymouth, Macdanald and Evane, 1980, him 1

2R, Lowe, Commercial Law : Ed. &, Londn, Sweet & Maxwell, 1983, him 23,

%3 AZ Nasution, Konsumen dan Hukum : Tinjauan Sostal Ekonomi dan Hukum pada Periindungan Kensumen Indonesia,
Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1995, him &4-45.

. Shidarta, Hukum Perlindungan Kensumen Indonesia - Edisi Revisi 2008, Jakarta, PT Grasindo, 2008, him 12,
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Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hukum konsumen berskala
lebih luas, sebab meliputi berbagai aspek hukum yang terdapat
kepentingan pihak konsumen didalamnya. Kata aspek hukum ini sangat
bergantung pada kemauan masyarakat dalam mengartikan “hukum”
sebagai bagian dari asas dan norma. Salah satu bagian dari hukum
konsumen ini adalah aspek perlindungannya, yakni tentang bagaimana
caramempertahankan hak konsumen terhadap gangguan pihak lain.

2. Gerakan Perlindungan Konsumen di Indonesia

Fokus gerakan perlindungan konsumen di Indonesia menggema dan
menyerupai gerakan di Amerika Serikat. Gerakan konsumerisme di
Amerika Serikat terjadi pada tahun 1960-1970an dan terbagi dalam
empat tahapan, yakni 27

~Padatahapan pertama, kurunwaktu 1881 - 1914,

Kurun waktu ini merupakan tahap awal munculnya kesadaran
masyarakat untuk melakukan gerakan perlindungan konsumen.
Pemicunya adalah novel karya Upton Sinclair berjudul The Jungle
yang menggambarkan cara kerja pabrik pengelolaan daging di
Amerika Serikatyang sangat tidak memenuhi syarat kesehatan.

- Padatahapan kedua, kurun waktu 1920-1940.
Pada kurun waktu ini muncul buku berjudul Your Money's Worth
karya Chase dan Schlink.Karya ini mampu menggugah konsumen atas
hak-hak mereka dalam transaksi jual beli. Pada era ini, muncul pula
slogan fair deal, best buy.

- Pada tahapan ketiga, kurun waktu 1950-1940.

' C. Tantri D & Sularsi, Gerakan Organisssi Konsumen, Jakaria, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia & The Asia

Foundation, 1995, hirm 3-4.
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Pada®kurun waktu ini, muncul keinginan untuk mempersatukan
gerakan perlindungan konsumen dalam ligkup internasional. Dengan
diprakarsai oleh wakil-wakil gerakankonsumen dari Amerika Serikat,
inggris, Belanda, Australia dan Belgia pada 1 April 1960, berdirilah
International Organization of Consumer Union. Dua tahun kemudian
|OCU ini mengubah namanya jadi Consumers International [Cl).

- Pada tahapan keempat, kurun waktu pasca 1965.
Pasca tahun 1965 ini merupakan masa pemantapan gerakan
perlindungan konsumen, baik di tingkat regional maupun
internasional. Sampai saat ini dibentuk lima kantor regional, yakni
di Amerika Latin dan Karibia berpusat di Cile, Asia Pasifik berpusat
di Malaysia, Afrika berpusat di Zimbabwe, Eropa Timur dan Tengah

berpusatdilnggris.

Ditilik dari sejarahnya, gerakan perlindungan konsumen di
Indonesia baru benar-benar dipopulerkan sekitar dua decade yang
lalu, yakni dengan berdirinya suatu lembaga swadaya masyarakat
fnon governmental erganization] yang bernama Yayasan Lembaga
Konsumen Indonesia [YLKI). Setelah lembaga ini, muncul pula
Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen [LP2K] di Semarang,
berdiri sejak Februari 1988 dan pada tahun 1990 bergabung sebagai
anggota Consumers Internationat [Cl). Di luar itu, dewasa ini terdapat
beberapa lembaga swadaya masyarakat yang serupa dan berorientasi
pada kepentingan pelayanan konsumen, seperti Yayasan Lembaga
Bina Konsumen Indonesia di Bandung dan perwakilan YLKI di berbagai
propinsi di Indonesia.?® YLKI adalah sebuah organisasi masyarakat
yang bersifat nirlaba dan independen serta didirikan pada tanggal 11
Mei 1973.27 YLKl muncul dari sekelompok kecil anggota masyarakat

yang diketuaioleh Lasmidjah Hardi, yang pada awalnya bertujuan untuk

28 Shidarta, Op. Cit., him 49
L httpa v ylki orid/tentang-kami
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mempromosikan hasil produksi di Indonesia melalu ajang promaosi
yang dinamakan Pekan Swakarya . Bidang dan bentuk kegiatan
YLKI antara lain perlindungan konsumen, di samping bidang lainnya
seperti kesehatan, air bersih, sanitasi, gender dan hukum sebagai
penunjangnya. YLKI juga dilaksanakan dalam bentuk studi, penelitian,
survei, pendidikan dan penerbitan, advokasi, seminar, pemberda;yaan
masyarakat konsumen dan pengembangan serta pendampingan

masyarakat. 3!

Dalam perkembangannya, YLKI memiliki cabang-cabang di berbagai
provinsi dan berpengaruh besar terhadap masyarakat, oleh karena
didukung oleh media massa besar nasional. Beberapa peran besar YLKI
terhadap kehidupan masyarakat konsumen Indonesia adalah sebagai
berikut :

- Dapat mengambil perhatian produsen terhadap publikasi di media
berkaitan dengan laporan kerugian yang dihadapi konsumen. Hal
ini terlihat dengan reaksi atau respon yang diberikan, baik berupa
koreksi maupunbantahan.

- Berhasil dibawanya naskah akademik UU Perlindungan Konsumen ke
Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, sehingga selanjutnya rancangan
tersebutdisahkan menjadi undang-undang.

- Adanya penyuluhan dan kegiatan-kegiatan yang membantu dalam
upaya peningkatan kesadaranatas hak-hak kensumen.

- YLKI tidak sekedar melakukan penelitian atau pengujian, penerbitan
dan menerima pengaduan, namun juga dengan mengadakan upaya
advokasimelaluijalur pengadilan (litigasi)

- Memperkenalkan gugatan masal yang mewakili masyarakat luas,
dengan menggunakan lembaga hukum gugatan kelompok [class
actionl.

30- Catina Tri Siwn Kristiyanti, Op. Cit., him 15.
8. www.ylkiorid/, Op. Cit
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.
Ditinjau dari kemajuan perundang-undangan di Indonesia dalam hal
perlindungan konsumen, sampai saat ini dapat dikatakan sangat minim
dalam hal kuantitas maupun kualitas cakupannya. Dalam inventarisasi
sampai tahun 1991, pengaturan pertindungan konsumen dapat dirupai
dengan jenis yang bervariasi, mulai dari orgonansi dan undang-
undang, peraturan pemerintah atau yang sederajat, instruksi presiden,
keputusan menteri, keputusan bersama dari beberapa menteri,
peraturan menteri, keputusan dirjen, instruksi dirjen, keputusan Ketua
Badan Pelaksana Bursa Komoditi dan keputusan gubernur. Namun
dalam hal pembidangan, peraturan-peraturan di atas hanya meliputi
delapan bidang, yaitu *2;

- obat-obatan dan bahan berbahaya
- makanan dan minuman

= alat-alatelektronik

- kendaraan bermotor

- metrologitera

- industri

= pengawasan mutu barang

- lingkungan hidup

Meninjau tentang pergerakan dari sisi perkembangan produk hukum
perlindungan konsumen di Indonesia, tentunya tidak tertepas dengan
UU Perlindungan Kensumen.Selain upaya terus menerus yang digalang
oleh YLKI dalam hal keberadaan UU Perlindungan Konsumen ini,
kehadirannya juga merupakan buah dari tekanan dunia internasional.
Setelah pemerintah Indonesia mengesahkan UU No. 7 tahun 1994
tentang Agreement Establishing the World Trade Organization, maka

32. Celina Tri Siwi Kristiyanti, Op. Cit., him 14
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ada kewajiban Indonesia untuk terikat dan tunduk pada standar-
standar hukum perlindungan konsumen yang merupakan bagian dari
ketentuan-ketentuan produksi WTO. Salah satunya adalah eksistensi

UU Perlindungan Konsumen 3,
D. Urgensi Perlindungan Konsumen

Perlindungan hukum bagi kensumen pada dasarnya merupakah suatu
masalah besar, seiring dengan berkembangnya persaingan global.
Untuk itu perlindungan hukum sangat dibutuhkan dalam persaingan
oleh karena jamaknya produk, namun tidak disertai dengan layanan
yang menguatkan posisi tawar konsumen?. Dalam posisi konsumen
yang lemah ini mensyaratkan adanya pemihakan kepada konsumen
melalui perlindungan hukum dalamtransaksi perdagangan 5,

Pentingnya suatu negara dalam mengatur perlindungan hukum
konsumennya, pada umumnya didasarkan pada aktualitas dan
urgensinya.Dalam hal sktualitas, perlindungan konsumen perlu
ditegakkan pada sebuah pemerirtah berdasarkan rumusan situasi yang
sedangdanakanberkembang.Pertimbanganiniharusmemperhatikan %:
-Tingkat pembangunan masing-masing negara.

- Filosoti dan kebijakan Pembangunan.

- Pertumbuhan industridan teknologi.

Selain ketimpangan posisi tawar konsumen terhadap pelaku usaha,
pentingnya perlindungan hukum melalui kepastian perlindungan
konsumen menurut W, J. Brown adalah sebagaiberikut *":

"...that due the technical development of consumer goods, the ordinary

%3 byt htm 18,

3. Vivek Sood, Cyber Law Simplified, New Delhi, Tata McGaw-Hill Publishing Company Limited, 2002, him 574.

5. Gudaryatmeo, Hukum dan Advakasi Kansumeén, Bandung, PT Citra Adiya Bakti, 1999, him 90.

%. Aman Sinaga, Pemberdayaan Hak-Hak Konsumen di Indenesia_ Jakarta, Direktorat Perlindungan Kensurmen DITJEN
Perdagangan Dalsm Megeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan Bekerja Sama dengan Yayasan Gemainti, 2001,
him 21,

.. Brown, " Consumer Law™, Concise College Text, Second Edition, London, Sweet & Maxwell Limited, 1782, him 124
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consurhercannotbe expectedtoknowifthe goodsare fit for the purpose

for which they were bought, orif the are of good or bad quality”.

Di masyarakat Ekonomi Eropa misalnya, pentingnya kesadaran negara
dalam memberikan perlindungan konsumen terletak pada gerakan
awal perlindungan hukum konsumen yang melalui dua tahap, yakni
pada tahun 1973 dan 1981, Program-program ini memfokuskan pada
kecurangan yang ditemui konsumen dalam hal kontrak standar,
ketentuan kredit dan penualan yang bersifat memaksa. Selain itu,
program juga melindungi perihal konsumsi atas produk cacat, iklan

yang menyesatkan, masalahjaminan pasca pem belian produk.

Program ini berkembang pada tahun 1981 dengan memusatkan pada
hak-hak dasar konsumen serta langkah-langkah Komisi Eropa dalam
membuat kerangka acuan perlindungan konsumen L

Qughton dan Lowry memandang hukum perlindungan konsumen
[consumer protection law) sebagai sebuah fenomena modern yang
khas pada abad kedua puluh, namun sebagaimana ditegaskan dalam
perundang-undangan perlindungan hukum bagi konsumen itu sendiri

dimulai seabad lebih awal *.

Dalam hal perlindungan konsumen, menurut Purba dibutuhkan sendi-

sendiinti pokok pengaturan perlindungan, yaknisebagai berikut a0

- Kesederajatanantara konsumendan pelaku usaha.

- Konsumen mempunyai hak.

- Pelakuusahamempunyaikewajiban.

- Pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dalam hal
sumbangsihnya pada pembangunan nasional.

38. spdul Hakim Barkatullah, 0p, Cit., him 24-25,
3%. onald P. Rostchehil & David W. Carrol, Consumar Protection Reporting Service : Volume Gne, Manfand, National Law

Publishing Corporation, 1986, htm 24

40. 4 7en Umar Purba, “Perlindungan Konsumen : Sendi-Sendi Pokok Pengaturan’, Hukum dan Pembangunan, tahun Kl

1993, him 393-408.
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- Pengaturantidak merupakan syarat,

- Perlindungan hukum bagi konsumen datam iklim hubungan bisnis
yang sehat.

- Keterbukaan dalam hal promosi produk,

- Paranaktif pemerintah.

- Peran serta masyarakat.

- Implementasi asas sadar hukum,

- Perlindungan hukum bagi kensumen yang memerlukan terobosan
konsep-konsep hukum tradisional.

- Konsep perlindungan hukum bagi konsumen yang memerlukan

terobosan konsep-konsep hukum.
E. Dasar Perlindungan Konsumen

1. Pengertian

Beberapa pengertian "konsumen” yang berkembang di negara-negara

berkembangdandunia, adalah sebagaiberikut:

- Pakar konsumen di Belanda, menyimpulkan bahwa konsumen
adalah pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa luiteindelijke
gebruiker van goederen en diensten).Dengan rumusan ini, Hondius
membedakan antara konsumen antaradengan konsumen akhir 4,

- Menurut doktrin di Perancis, konsumen diartikan sebagai “the
person who obtains good or service for personal or family purposes”.
Di mana dalam definisi ini terkandung dua unsur, yaitu konsumen
sebagai manusianya dan barang atau jasa yang digunakan untuk
keperluan pribadi atau keluarganya. Kata “to obtain” dalam definisi
ini masih kurang jelas, apakah melalui hubungan jual beli atau lebih
luas daripadanya. Federal Trade Commission Act 1975 mengartikan

konsumen persis dengan doktrin di Parisini ‘2

- Menurut doktrin” di Spanyol, konsumen diartikan sebagai "any

individual or real property products, services or activities, regardless



22 | BabZ:GambaranUmumPerlindungan Konsumen

ch whether the seller, supplier or producer is a public or private
entity, acting alone or collectively” Dalam pengertian menurut
doktrin ini, konsumen tidak diartikan sebagai individu [orang per
orang sajal, namun juga suatu perusahaan dapat berposisi sebagai

konsumen akhir®.

- Menurut Beijing Municipal Regulation on Protection Consumers’ Legal
Rights and Interest, dinyatakany bahwa “units and individuals whe
obtain by paying the value consumer goods and commercial service
forthe needs ofliving”. Pemahaman inijuga seturut denganConsumer
Protection Act of 1986, No. 68, dari India, sebuah legislasi konsumen
dilndia %,

- Menurut Trade Practices Act 1974 dariAustralia, konsumen diartikan
sebagai seseorang yang memperoleh barang atau jasa tertentu,
dengan persyaratan bahwa harganya tidak melewati 40.000 dollar

Australiats,

Selain pengertian-pengertian menurut yang berkembang di berbagai
negara, dalam peraturan perundangan di Indonesia, istilah konsumen
ditemukan . dalam UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999,
yang menyatakan bahwa:

Konsumen adalah setiap orang pemakain barang dan/atau jasa yang
tersediadalammasyarakat, baik bagi kepentingan dirisendiri, keluarga,
orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Sebelum terdapat UU Perlindungan Konsumen ini, praktis hanya sedikit
pengertian normatif yang tegas tentang konsumen dalam hukum

positif di tndonesia. Misalnya, dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara

) yvivek Sood, Cyber Law Simplified, New Delhi, Tata McGaw-Hill Publishing Cempany Limited, 2002, hlm 576,

62, Sudaryatme, Hukum dan Advokasi Konsumen, Bandung, PT Citra Adiya Bakt, 1999, him 70,

3 Tim FH Ul dan Departemen Perdagangan Republik nd a, R gan Akademik Undang-Undang tentang Perlindun-
gan Kensumen, Jakarta, 1992, him 57.

&4, Ibid.
45: R Sieinwall dan L. Layton, Annotated Trade Practices Act 1974, Sydney, Butterworths, 1994, him 35-38
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[melalui Ketetapan MPR No. II/MPR/1993), disebutkan pemakaian
istilah konsumen dalam rangka membicarakan tentang sasaranbidang

perdagangan®,

Dalam definisimenurut UU Perlindungan Konsumenini, dapatdiuraikan

beberapa unsurpengertian konsumen, yakni *7;

Setiaporang

Subyek yang dimaksud berdasarkan pemakaian istilah “setiap
orang” adalah setiap pemakai barang dan/atau jasa.Sedangkan
istilah “orang” sebenarnya memberikan celah bagi muititafsir,
apakah hanya orang individual yang disebut sebagai natuurlijke
persoonataujugatermasuk badan hukum [rechtspersoon).
Dalam UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat,~kata “orang” yang didefinisikan sebagai konsumen
tidak digunakan, melainkan menggunakan istilah “pemakai”. UU
Perlindungan Konsumen pada dasarnya, menghindari pemakaian
istilah "produsen” sebagai lawan dari “konsumen”, melainkan
"pelaku usaha” yang memiliki makna lebih luas. Hal ini digunakan
untuk pengacuan lebih luas, bagi kreditur, produsen, distributor,
penjual danterminclogi lain yang terkait pelaku usaha.

Pemakai

Istilah “pemakai” yang dirmaksud pada Pasal 1 poin 2 UU
Perlindungan Konsumen, menekankan pemakai sebagai konsumen
akhir [ultimate consumerl.lstilah pemakai ini dgunakan sekaligus
guna menunjukan barang dan/atau kasa yang dipakai tidak serta
merta hasil dari transaksi jual beli. Artinya, konsumen tidak selalu

harus memberikan prestasinya dengan cara membayar uang untuk

£ Shidarta, Op, Cit., him 2.

47

* Ibid, hlm 5-10,
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mehperoleh barang dan/atau jasa. Konsumen dapat dilihat bukan
sekedar menjadi pembeli (buyer atau koper], namun semua orang,
baik percrangan maupun badan usaha yang mengkonsumsi jasa
dan/atau barang.Jadi, harus terdapat peralihan barang dan/atau
jasa, termasuk peralihan kenikmatan dalam menggunakannya.

- Barangdan/ataujasa
Istilah ini seringkali dialihkan dengan istilah “produk”.Semula kata
"produk” hanya berdefinisi barang, namun lama-kelamaan juga
berarti jasa, seperti berbagai layanan perbankan."Barang” menurut
UU Perlindungan Konsumen, diartikan sebagai setiap benda, baik
berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak,
dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat
diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh
konsumen. Sedangkan “jasa” menurut UU Perlindungan Konsumen
diartikan sebagai setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau
prestasi yang disediakan masyarakat untuk dimanfaatkan oleh
konsumen.Kata “disediakan bagi masyarakat” maksudnya bahwa
jasa itu harus ditawarkan masyarakat, sedangkan “ditawarkan
kepada masyarakat” ditafisrkan sebagai bagian dari sebuah

transaksi konsumen,

- Yangtersedia dalam masyarakat
Barang dan/atau jasa yang ditawarkan masyarakat sudah harus
tersedia di pasaran.Dewasa ini, syarat ini tidak lagi mutlak dituntut
oleh konsumen.Misalnya, oleh karena perusahaan pengembang
(developer) sudah biasa mengadakan transaksi terlebih dulu

sebelum bangunannyajadi.

- Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup
lain Unsurinidiletakkandalam definisi,olehsebabdemi memperluas
pengertian “kepentingan”, yang tidak dsekedar untuk pribadi namun

juga untuk orang lain (di luar dari pribadi yang berposisi sebagai



25

sisi teori kepentmgan, setlap tindakan manusia merupakan bagian
dari kepentingannya.Melalui prespektif teori ini, unsur ini tidak
berdampak pada perluasan apapun.

- Barangdan/atau jasaitu tidak untuk diperdagangkan
Pengertian konsumen hanya sebagai konsumen akhir ini, sudah
biasa dipakai dalam peraturan perlindungan konsumen di berbagai

negara.

Menurut UU Perlindungan Konsumen, pada Pasal 1 poin ?. “pelaku:
usaha“dimaksudkansebagai berikut : |

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha,
baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah
hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama
melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha berbagai bidang

ekonomi.

Sedangkan menurut UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat memberikan batasan pengertian pelaku usaha
yang pada dasarnya, secara garis besar tidak berbeda dengan UU
Perlinungan Konsumen.Sehingga, adapun batasan yang diberikan oleh
kedua perundangantersebut sangatluas. Sebab, yang terdaftar sebagai
badan hul-;um namun merupakan pemnlrk perusahaan kecil dapat pula
dlgolongkan sebagai pelaku usaha. Dengan demikian, terkait dengan
kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha, para pelaku usaha kecil
juga tetap memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang sama terhadap

konsumennya “®

48 . H.T. Siahaan, Op. Cit., him 24,
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Beberapa literatur, menghubungkan keberadaan korporasi sebagai
suatu status hukum tertentu. Bates dan Lipman misalnya, mengartikan
hal tersebut sebagai "Corporation is a legal device to grant rights,

powerand privileges, and attribute liability, to a fictional entity” 4%

Suatu usaha yang disebut korporasi, dibentuk dengan registrasi
atauv pendaftaran yang ketentuannya diatur dalam undang-undang
korporasi. Menurut Butterworths Concise Australian Legal Dictionary,
juga dikatakan bahwa "Corporation is a legal entity created by charter,

prescription or legislation” %,

Pakar lain, Muladi memberikan pengertian korporasi dengan lebih
meluas, baik sebagai badan hukum maupun non badan hukum, serta

sifat korporasiyang privat dan publik *'.

Hubungan antara pelaku usaha dan kensumen pada dasarnya
merupakan hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan.
Hubungan tersebut terjadi karena adanya kehendak dari kedua belah
pihak dan adanya nilai ketergantungan antara satu dengan lainnya.
Untuk itu Purba menjelaskan konsep hubungan pelaku usaha, sebagai
berikut 52,

Kunci pokok perlindungan hukum bagi konsumen adalah bahwa
konsumen dan pelaku usaha saling membutuhkan. Produksi tidak
ada artinya kalau tidak ada yang mengkonsumsinya dan produk
yang dikonsumsi secara aman dan memuaskan pada gilirannya akan

merupakan promosi gratis bagi pelaku usaha.

Hubungan antara pelaku usah dan konsumen ini merupakan rangkaian,

4% Gerry Bates dan Zada Lipman, Corporate Liability for Pollutien, Sydney, LBT Information Service, 1598, him 4.

5, Peter £ Nygh dan Peter Butt, Butterwarths Concice Australian Legal Dictionary - Second Edition, Sydn ey-Adelaide-Bris-

bane-Canberra-Meulborne-Perth, 1998, him 8,

i Mulady, Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan dalam Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun

1997, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Yol [/Ne1 1/1978, him 8.

52, A. Zen Umar Purba, “Perlindungan Konsumen ; Sendi-sendi Pokok Pengaturan”, Hukum dan Pembangunan, Tahun XX,

1992

R R AR
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serta mempunyai akibat hukum baik terhadap semua pihak maupun
pada pihak-pihak tertentu.Hal ini dimanfaatkan oleh pelaku usaha
dalam suatu sistem distribusi dan pemasaran produk barang gun

a mencapai tingkat produktivitas dan efektivitas hingga tercapainya

sasaran usaha ¥

Di negara berkembang seperti Indonesia, kepentingan konsumen
seringkali dikendalikan oleh kekuatan di luar dirinya, baik oleh pihak
pelaku usaha maupun pemerintah,Konsep pembangunan ekonomi
suatu negara yang berwawasan integral bukan untuk memakmurkan
rakyatadalah salah satu contoh pengendalian pemerintah ke arah yang
negatif %.Pada dasarnya, hubungan antara pelaku usaha dan konsumen

perlu dipahami dalam dua doktrin, yakni:

- Doktrin caveat emptor 5%

Doktrin ini disebut juga dengan istilah let the buyer beware atau
kewajiban pembeli untuk melindungi dirinya sendiri sebagai dasar
lahirnya sengketa di bidang transaksi konsumen. Asas ini berasumsi
bahwa pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak seimbang
sehingga tidak perlu terdapat proteksi apapun bagi pihak konsumen.

Sudah sejak lama doktrin pertindungan hukum ini mengasai
masyarakat.Setiap transaksi yang terjadi merupakan hasil
kesepakatan antara pihak pelaku usaha dan pembeli, dengan pelaku
usaha yang menyerahkan barang dan konsumen yang membayar

harga. 54

- Doktrin caveatvenditor
Doktrin ini menekankan pada kesadaran pelaku usaha untuk

53 Hasni Syawali dan Neni 5 fmaniyati, Hukum Perlindungan Konsumen, Bandung, Mandar Maju, 2000, hlm 36,

§

1994, him 28.

“. bdul Halim Barkatullah, Op. Cit. him 15

98- Edmond Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2003, hm 327,
5. Aman Sinaga, Pemberdayaan Hak-Hak Konsumen di Indonesia, Jakarta, Direktorat Perlindungan Honsumen DITJEN

Perdagangan dalam Negeri Departemen Perindustrian dan Pardsngangan Bekerja Sama dengan Yayasan Gemainti,
2001, him 28. g
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melindungi konsumen, tidak lagi kansumen yang harus sadar sendiri

dalam melindungidirinya. ¥’

2. Hakdan Kewajiban
Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, hak konsumen meliputi

beberapa hak berikut, yakni 5%

- Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan mengonsumsi
barangdan/atau jasa.
Hak ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan
konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya.
Dengan demikian, konsumen dapat terhindar dari kerugian, baik fisik

maupun psikis, dalam mengkonsumsi produk.

- Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai
dengan nilai tukardan kondisi serta jaminanyang dijanjikan;
Dasar dari hak ini adalah hak untuk memilih [right to choose].
Maksudnya, hak ini memberikan kewenangan bagi konsumen untuk
secara kritis mendapatkan produk-produk yang disesuaikan dengan
kebutuhannya.Kesempataniniharuslah bebasdaritekanandaripihak
\uar, dalam menentukan konsumen membeli atau tidak membeli
suatu produk.Dengan demikian konsumen dapat dengan aman dan
nyaman memilih produk berdasarkan kuantitas dan kualitas yang
diperlukannya.
Hak memilih ini hanya ada jika terdapat alternasi [pilihan] atas
jenis produk tertentu. Untuk itu, jika sebuah produk dikuasai secara
monopoli oleh produsen, sehingga tidak ada lagi produk lain yang
beredar di pasaran. maka dengan sendirinya hak untuk memilih ini

5T. walcolm Leder dan Peter Shears, Consumer Law : Fourth Editian. Lenden, Financial Times Pitman Publishing,

581 ) Perlindungan Kensumen, Op. Git. Pasal & dan Abmadi Miru, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, RajaGrafindc
Persada, 2004, him 40-46.
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tidak berfungsi.

Berkaitan dengan ini, terdapat UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada Pasal 19
maupun Pasal 25 ayat {1} yang melarang pelaku usaha untuk tidak
melakukan kegiatan yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli
atau persaingan usaha tidak sehat, serta menggunakan posisi dominan
untuk menetapkan syarat dagang, membatasi pasar dan perkembangan
teknologi, serta menghamabat pelaku usaha pesaing untuk memasuki
pasar . '
- Hak atas informasiyang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barangdan/ataujasa;
Hak ini sangat penting bagi konsumen, karena tanpa informasi
yang memadai, maka dapat terjadi cacat produk, cacat instruksi
atau cacat-cacat lain yang dapat disebabkan oleh informasi yang
tidak memadai. Dengan informasi yang sesuai, konsumen dapat
memperoleh gambaran yang benar akan suatu produk, sehingga
lahirlah hak pilih dari konsumen.Informasi yang sesuai juga
dapat berujung pada kesetiaan konsumen pada produk, sehingga
memberikan keuntungan bagi perusahaan .
Informasi yang dimaksud ini meliputi manfaat dan kegunaan produk,
efek samping, tanggal kadaluarsa produk serta identitas produsen.
Informasiini dapatdiberikansecaralisanmaupun tertulis, padalabel
yang melekat di kemasan produk, maupun iklan yang disampaikan
produsen melalui media cetak maupun media elektronik.

- Hakuntuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau
jasayang digunakan;
Hak ini dapat berupa jawaban atas pertanyaan mengenai hal-hal

terkait produk sebelum pembelian produk dilakukan, namun dapat

5.0y Larangan Praktek Monapoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat No. 5 tahun 1999 Pasal 19 dan Pasal 25 ayat [1].
60. ). mes £ Engal, Consumen Behaviour, Fifth Edition, New York, The Dryden Press, him 593,
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jugd berupa ditanggapinya pengaduan atas timbulnya kerugianyang
menurut laporan konsumen merupakan dampak dari penggunaan
produk.Hak ini dapat disampaikan secara perorangan maupun
kolektif, secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan

swadaya masyarakat, seperti YLKI.

Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

Hak ini dimaaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang
telah dirugikan akibat penggunaan produk déngan melatui jalur

hukum,

Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

Hak ini merupakan hak untuk memperoleh pendidikan dalam hal
pengetahuan maupun keterampilan yang diperlukan agar dapat
terhindar dari kerugian penggunaan produk.Dengan adanya
pendidikan konsumen tersebut, konsumen dapat menjadi lebih

kritis dan teiliti dalam memilih proauk yang dibutuhkan.

Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau
penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak
sesuaidengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

Hak atas ganti kerugian ini dimaksudkan untuk memulihkan
keadaan yang tidak seimbang, akibat adanya penggunaan barang
atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen.Hak ini sangat
terkait dengan penggunaan produk merugikan, baik oleh karena
kerugian materi maupun kerugian fisik [sakit, cacat, kematian].
Untuk merealisasikan kompensasi, ganti rugi maupun penggantian,
biasanya harus dilalui prosedur tertentu. Prosedur tersebul bisa

diinterpretasikan dengan melaluijatur litigasi maupun non litigasi.

Hak untuk diperlakukan atau dilayeni secara benar dan jujur serta

tidak diskriminatif;

TP —

i it 1 s i
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- Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

lainnya.

Hak konsumen sebagaimana disebut pada Pasal 4 UU Pertindungan di
atasnyatanya lebihluasdaripada hak-hakdasar konsumen sebagaimana
pertama kali dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat, John F.
Kennedy di depan kongres tanggal 15 Maret 1962, yang hanya terdiri
atas 4 [empat) halberikut *%

- Hak memperoleh keamanan

- Hak memilih;

- Hak mendapatkan informasi; dan

- hakuntukdidengar.

Keempat hak di atas merupakan bagian dari Deklarasi Hak-Hak Asasi
Manusia yang dicanangkan PBB pada tanggal 10 Desember 1948 Pasal
3,8,19,21dan 2.

Daripadanya ditambahkan oleh International Organizational of
Consumers Union 4 [empat) hak dasar lainnya, yaitu #2:

- hak untuk memperoleh kebutuhan hidup:

- hak untuk memperoleh ganti rugi:

- hak untuk memperoleh pendidikan konsumen;

- hak untuk memperolehlingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Demi menunjang berlangsungnya hak-hak di atas, maka konsumen

wajib &%

. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur

pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan

dan keselamatan.

i Hondius, Kor echi, Kluwec-Di ter, Pragadwis in Nederland, 1992, him 14, 26 dan 131,
£ ¢. Tantri D dan Sularsi, Gerakan Organisasi . Jakarta, Seri Panduan Kensumen, Yayasan Lembaga Kensumen
Indonesia - The Asia Foundation, 1995, him 19-21.

63.)() Perlindungan Konsumen, Dp. Cit, Pasal 5
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Adbnya kewajiban konsumen dalam membaca atau mengikuti
petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan
barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan,
dilatarbelakangi oleh pentingnya pemberian konsekuensi pelaku
usaha yang tidak menyampaikan peringatan secara jelas pada
label produk. Seperti contohnya dalam hal penggunaan obat tanpa
resep.Dalam hal ini pengetahuan konsumen [yang merupakan
hasil dari kombinasi pengetahuan konsumen dan peringatan
pemerintah) memainkan peranan penting.Sebab, dengan demikian
dapat menyebabkan ketidaktepatan penggunaan obat, yang dapat

berujung pada perburukan kondisi. 8

- Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/
atau jasa.
Itikad baik konsumen dalam transaksi maksudnya adalah konsumen
benar-benar bertujuan untuk hal-hal positif dalam transaksi.
Misalnya, dalam transaksi e commerce, seorang konsumen bisa
saja berpura-pura membeli sebuah produk, padahal bermaksud
untuk menjual kembali secara ilegal atau masuk ke dalam jaringan
transaksi elektronik dan melakukan intersepsi secarailegal.

- Membayar sesuaidengan nilai tukar yang disepakati.
Hasil dari itikad buruk atau keadaan memaksa yang menimpa
konsumen ini da'pat-direatisuikan dengan pembayaran yang tidak
sesuai dengan jumlah yang disepakati. Entah oleh karena kenaikan
kurs sehingga konsumen tidak mampu membayar dan lari dari
tanggung jawab membayar, atau oleh karena konsumen sengaja
ingin menipu pelaku usaha dengan mencari celah dalam transaksi
sehingga konsumen tersebut dapat menikmati barang atau jasa

tanpa melakukan pembayaran

b Anmadi Miry, Op. Cit., him 8.
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- Mengikuti upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen
secara patut.
Walaupun konsumen nyata-nyata ditimpa kerugian, bukan berarti
penyelesaian sengketa dapat mengikuti prosedur yang seketika
dibuat oleh konsumen.Sebab, meskipun sedang dalam posisi yang
lemah, konsumentetapharus mengikuti prosedur upaya penyelesaian
sengketa yang patut pada masyarakat, demi menciptakan keadilan

dan kepastian hukum secaraumum.

Berdasarkan UU Perlindungan konsumen, hak pelaku usaha adalah :

- Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai
kondisi dan nilai tukar barang jasa yang diperdagangkan,
menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak menuntut lebih banyak jika
kondisi barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada konsumen
kurang memuaskan, kurang sesuai dengan harga yang berlaku pada
umumnya. Sebab dalam praktek, seringkali dijumpai adanya barang
jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan nilainya.

- Mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang
beritikad tidak baik, Hal ini seturut dengan kewajiban beritikad tidak
baik kensumen seperti yang Penulis jelaskan di atas, yang mana
dapat memberikan kerugian bagi produsen.

- Melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian
sengketa.

- Rehabilitasi nama baik apabila terbukti kerugian konsumen tidak
diakibatkan barangjasayang diperdagangkannya.

- Hak-Hak lain yang diatur dalam ketentuan perundangan lainnya.

Sedangkan kewajiban pelaku usaha menurut UU Perlindungan

Konsumenadalah: %

55 Uy Perlindungan Kensumen, Op. Cit, Pasal 7.
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- Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

- Memberi informasi dengan benar, jelas dan jujur mengenai kondisi
dan jaminan barang jasa serta memberi penjelasan yang memadai
mengenaipenggunaan.perbaikandanpemeliharaan.

- Memperlakukan konsumen dengan benar dan jujur serta tidak
diskriminatif,

- Menjamin mutu barang jasa yang diperoleh dan/atau diperdagangkan
berdasarkan ketentuan standar mutuyang bertaku.

. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau
mencoba produk serta memberi jaminan dan/atau garansi atas
produkyang diperdagangkan. '

. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila
barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen

tidak sesuai dengan perjanjian.
F. Hubungan Hukum antara Produsen dan Konsumen

1. Tahapan-Tahapan dalam Transaksi

Membahas tentang hubungan hukum antara produsen dan konsumen,
maka tidak terlepas dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam
terjadinya hubungan hukum tersebut, Peristiwa atau keadaan ini dapat
dikelompokan atau digolongkan dalam 3(tiga) tahapan transaksibesar,

yakni ¢

- Tehapan pratransaksi
Tahapan ini maksudnya adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui
sebelum perjanjian atau transaksi konsumen terjadi, untuk membeli
dan memakai produk yang diedarkan oleh produsen.
Pada tahap ini, konsumen dapat mencari informasi produk, berupa

66, | inat Janus Sidabalok, Hukum Partindungan Konsumen di indonesia, Bandung. Cilra Aditya Baki, 2010, him 69-75.
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syarat pembelian, harga, komposisi, kegunaan, keunggulan, cara
pemakaian dan sebagainya.Informasiini dapat dimiliki melaluiiklan,
brosur, ulasan-ulasan produk di berbagai media, informasilangsung
dari penjualnya, dan sumber-sumberlainnya.

Tahapan ini penting terkait dengan transaksi selanjutnya, sebab
mempengaruhi keabsahan termasuk perihal hak dan kewajiban yang
timbuldan mengikuti tahapan ini.Pada tahapan ini, kensumen harus
berposisibebas, lepas dari paksaan, kekhilafan atau penipuan.

- Tahapantransaksi(tahapan terjadinya transaksiyang sesungguhnyal

Tahapan ini dimulai dari penggunaan hak konsumen untuk memilih
[righttochoose).Ketika konsumensudah menyatakanpersetujuannya
dan tertuang dalam perjanjian, makainimenggambarkan penawaran
jual-beli antara konsumen dan pelaku usaha telah menemukan titik
temu,
Dalam penyelenggaraan transaksi, konsumen hendaknya dibiasakan
untukmemberiataumenerimatanda bukti pembelian berupasecarik
kertas yang tertulis mengenai detil barang yang dibeli beserta
harganya dan keterangan-keterangan lain yang diperlukan. Hal ini
pentingdalam rangka penyelesaian sengketa di kemudian hari.

- Tahapan purnatransaksi

Tahapan transaksi di atas tidak akan sempurna, tanpa pemenuhan
realisasi hak dan kewajiban pada nyatanya. Sebab, menurut sifatnya
perjanjian jualbelimerupakan perjanjian obligatoir.

Pada tahap pelaksanaan perjanjian ini, suatu hal yang penting
adalah berkaitan penafsiran perjanjian. Prespektif perjanjian tidak
selamanya dilaksanakan sama seperti yang dikehendaki oleh para
pihak. Sehubungan dengan hal ini, beberapa hal yang berpotensi
melahirkan konflik pada tahapan purnatransaksi adalah berkaitan
dengan kualitas dan kegunaan produk, harga dan hak-hak setelah

perjanjian, misalnya oleh karena:
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+ Adanya kesalahan informasi yang diberikan produsen, dalam
artian produsen tidak Jujur, sehingga produk mengandung cacat
tersembunyi.

» Adanya akibat negatif yang ditimbulkan pasca penggunaan
produ, seperti gangguan kesehatan, keamanan dan keselamatan
konsumen.

* pada nyatanya, terdapat ketidakseimbangan antara kualitas dan
harga produk. Ini bisa disebabkan oleh faktor monopoli atau
pemalsuan produk.

2. Lemahnya Posisl

UU Perlindungan Konsumen pada dasarnya dilatarbelakangi oleh
posisi konsumen-pelaku usaha yang pada praktiknya secara umum
tidak seimbang.Posisi pelaku usaha yang menawarkzn, menjual dan
mempromesikan produknya menjadikan dirinya lebih kuat dibanding
konsumen *’. Sebab, posisi konsumen dilihat dari sifatnya hanya mampu
rnonerirna dan menikmati produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha,

Lebih daripada itu, dilihat dari posisi ekonomi hubungan konsumen-
pelakuusaha, pelakuusahatampak lebihkuatdanleluasakedudukannya.
Hal ini bisa terjadi oleh karena ditunjang dari kebutuhan informasi pada
saat tahap pratransaksi, sedikitnya pilihan atas produk-produk lain,
keterbatasan pengetahuan, promosi produk yang membingungkan dan
kemampuan pendidikan konsumen untuk mencerna kalimat-kalimat

reklame dan lain-lain,

Perlu disadari bahwa persaingan usaha tidak selalu dapat dilihat
melalui pandangan negatif, namun justru dibutuhkan dalam menunjang
pembangunan struktur ekonomi.Dengan adanya kompetisi yang sehat
antar pelaku usaha, para konsumen pun memiliki kebebasan dan

47 X, H.T. Slahaan, Op. Cit., him 34,
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alternatlf untuk mendapatkan barang-barang yang dikonsumsl, pelaku
usaha terpompa semangatnya untuk semakin memberikan kualitas
produk yang terbaik dan memberikan harga produk yang sesuai dengan

kualltas.

Namun persainganusahatidak sepenuhnya positif, sebabkonsumenpada
akhirnya bisa menjadi obyek aktivitas pelaku usaha dalam eksploltasl
profit yang sebesar-besarnya. Misalnya, dengan adanya iklan-iklan
yang menggunakan kalimat yang tidak edukatif, ketidaksesuaian janji
promos| dengan kualitas produk, dan lain-lain.

UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
menyeimbangkan proporsional posisi ekonomi seperti yang dicanangkan
oleh Pasal 33 UUD 1945. Dengan adanya pengaturan-pengaturan _plda
Ketentuan ini, diharapkan setiap warga negara berkesempatan yang
sama dalam proses produksi, pasar, iklim usaha yang sehat, efektif

dan efisien.

Meninjau darl segl teoritis ekonomi yang mengasumsikan untuk
tujuan ekonomi mencapai keseimbangan, perlu diimplementasikan
dalam budaya ekonami Indonesia. Keseimbangan tersebut dalam hal
ni hendaknya diimplementasikan dalam penyetaraan kepentingan
pelaku usaha, konsumen dan publik, sehingga tumbuh Iklim usahayang
kondusif. Ini semua demi menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam

kegiatan usaha,

Menurut hasil penelitian Badan dan Pembinaan Hukum Nasional,

faktor-faktor yang melemahkan konsumen antara laifé:

- Masih rendahnya kesadaran kansumen akan haknya, sehingga tidak
timbul kemauan untuk penuntutan haknya.

- Proses peradilan yang ruwet, berliku dan memakan waktu yang

8. i i 4243,
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befkepanjangan.

- Posisi konsumen yang memang sudah lemah, akibat perbuatan
pelaku usaha.

- Politik pembangunan negara yang meleluasakan pelaku usaha
dengan ketentuan-ketentuan yang memberikan ruang untuk
terjadinya ketidak seimbangan.

- Tidak konsistennya badan peradilan atas putusan-putusan yang
ada,

- Sistem dan produk hukum yang masih belum menjamah dalam hal
perumusan kebijakan perlindungan konsumen.

G. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

1. Prinsip Tanggung Jawab

Prinsip tanggung Jawab merupakan perihal penting dalam hukum
perlindungan konsumen.Sebab, dalam meninjau kasus-kasus
pelanggaran konsumen diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis
pihak-pihak mana yang harus bertanggung jawab dan besaran
pembebanan tanggung jawab kepada pihak-pihak yang terkait®’.
Berikut adalah prinsip-prinsip tanggung jawab secara umuri:

a. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan.
Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintakan
pertanggungjawabannya secara hukum, jika ada unsur kesalahan
yang dilakukannya.Yang dimaksud dengan “kesalahan” pada prinsip
ini, tidak hanya yang bertentangan dengan undang-undang, namun
juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.Beban pembuktian
prinsip ini ada pada pihak yang mengakui memiliki suatu hak (actorie

incumbit probation).

% Shidarta, Op. Cit,, him 59.
70- C.atina Tri, 0p. Git., him 727,
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b. Prinsip Tanggung Jawab untuk Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung
Jawab (presumption of Liability principle).Pertanggungjawaban ini
terjadi sampal ia dapat membuktikan la tidak bersalah. Jadi, beban
pembuktian ada pada tergugat.

Dasar pemikiran teori Ini adalah seseorang dianggap bersalah,
sampal yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya,Hal inl
tentu bertentangan dengan asas hukum pradugs tidak bersalah.
Namun jika diterapkan, maka yang berkewajiban untuk membuktikan
kesalahan itu ada di pihak pelaku usaha yang digugat. Namun, posisi
kensumen sebagal tergugat Ini terbuka untuk digugat balik oleh
pelaku, jika la gagal menunjukkan kesalahan tergugat.

c. Prinsip Tanggung Jawab untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab
Berlawanan dengan prinsip sebelumnya, prinsip inl hanya dikenal
dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas dan
pembatasan demikian biasa dilakukan secara common seénse
dapat dibenarkan. Contoh penerapan prinsip Inl adalah dalam hal
kehilangan atau kerusakan bagasi kabin dalam pengangkutan yang
blasa dibawa dan diawasi oleh penumpang, adalah tanggung jawab

penumpang.

d. Prineip Tanggung Jawab Mutlak

Prinsip ini sering dildentikan dengan prinsip tanggung jawab absolut
(absolute liability],Perbedaan antaranya adalah strict Liability adalah
prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai
faktor yang menentukan.Sebaliknya absalute Liabillty adalah prinsip
tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pongecuatlannya.hda
strict liability hubungan harus ada, sedangkan pada ahsolute liability
hubungan itu tidak selalu ada.Maksudnya, bisa saja pada absolute
liability dapat saja si tergugat yang dimintai pertanggungjawaban,
bukan si pelaku kesalaha tersebut.
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»

e. Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan

Prinsip ini sangat disenangi petaku usaha untuk pencantuman
klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya.
Misalnya, dalam perjanjian cuci cetak film ditentukan bila film yang
ingin dicetak itu hilang atau rusak, maka Konsumen hanya dibatas
ganti rugi sebesar sepuluh kall harga satu rol film baru.

Prinsip inl sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara
sepihak oleh pelaku usaha.UU Perlindungan Konisumen seharusnya
pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausul yang
merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung
jawabnya.Jika ada pembatasan mutlak harus berdasarkan pada

peraturan perundang-undangan yang jelas.

2. Tanggung Jawab Publik dan Tanggung Jawab Privat

a. Tanggung Jawab Publik
Pelaku usaha pada dasarnya mempunyai tugas dan kewajiban
untuk turut menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat
serta menunjang pembangunan ekonomi naslonal.Pembebanan
tanggung jawab ini diberikan melalui penerapan norma-nerma
hukum, kepatutan dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di
masyarakat dunia usaha. Prinsip business is business tidak dapat

diterapkan, namun harus dengan pemahaman orientasi bisnis

demi pembangunan’".

Pada UU Perlindungan Konsumen, terdapat beberapa ketentuan
publik yang bermaksud mengarahkan pelaku usaha untuk turut
menyukseskan pembangunan ekonomi, khususnya di bidang
usaha tanpa harus mengorbankan hak-hak masyarakat sebagai

71- Janus Sidabatok, Op. Cit, him 93.



Bab 2 ;s Gambaran Umum Perlindungan Konsumtn, ‘1

konsumennya. Hal inl ditandai dengan pemberian sanksi, baik
administratif maupun pidana, pada tindakan-tindakan yang
dikategorikan sebagai perbuatan kejahatan. Dengan pemberian
sanksi Inl, diharapkan dapat mengembalikan keadaan pada
keadaan semula manakala pelanggaran belum terjadi dan menjadi
alat preventif agar perilaku yang sama tidak terulang Lagl.

Adapun bentuk tanggung jawab administratif inl tercantum dalam
Pasal 60 UU Perlindungan Konsumen, tentang bayar ganti keruglan
sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus |uta) ruplah, terhadap
pelanggaran tentang’?

- Kelalaian membayar ganti rugi kepada konsumen

- Periklanan yang tidak memenuhi syarat

- Kelalalan dalam penyediaan suku cadang

- Kelalaian dalam memenuhi garansl atau jaminan yang dijanjikan
Sedangkan tanggung jawab pidana yang dibebankan pada pelaku
usaha adalah sebagai berikut™:

- Penjara paling lama lima tahun serta denda paling banyak
dua milyar rupiah pada pelanggaran atas :

o Larangan produksi atau memperdagangankan barang jasa
yang dluraikan pada Pasal 8

o Larangan untuk  menawarkan, memproduksikan,
mengiklankan barang dan/atau jasa yang diuraikan pada
Pasal 9

¢ Larangan untuk menawarkan, mempromosikan,
mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar
tentang harga, kegunaan, kondisi, tanggungan, jaminan,
hak atau ganti rugi, tawaran atas produk, serta tawaran

Myy Perlindungan Konsumen, Op. CK., Pasal §0.
73 Ibid, Pasal 81 dan 62,
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. potongan harga atau hadiah yang menarik, informasi
tentang bahaya penggunaan produk,

o Larangan untuk menawarkan, mempromosikan atau
mengiklankan cbat, obat tradisional, suplemen makanan,
alat kesehatan dan jasa pelayanan kesehatan dengan
memberikan hadiah berupa produk lain.

"o Larangan untuk menawarkan produk dengan cara
memaksa atau menimbulkan gangguan fisik dan psikis
terhadap konsumen. :

o Larangan untuk mengiklankan produk yang dilarang pada
Pasal

o Larangan untuk mencantumkan klausula baku yang
dilarang pada Pasal 18.

- Penjara paling lama dua tahun serta denda paling banyak
lima ratus juta rupiah pada pelanggaran atas :

¢ Penjualan dengan cara obral atau lelang dengan
pengelabuan atau penyesatan konsumen sesual yang
diuraikan pada Pasal 11.

o Penawaran, promosi atau pengiklanan produk dengan
harga khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, namun
pelaky usaha tidak bermaksud melaksanakannya sesuai
yang dijanjikan.

o Penawaran, promosi atau pengiklanan preduk dengan
pemberian hadiah produk lain secara cuma-cuma, namun
pelaku usaha tidak bermaksud melaksanakannya sesuai
yang dijanjikan,

o Penawaran produk untuk diperdagangkan dengan
pemberian undian berhadiah, namun tidak memenuhi
syarat yang dimaksudkan oleh Pasal 14,

o Tidak menepati janji pelayanan atau kesepakalan lainnya
atas penawaran penawaran produk pesanan.

o Pelanggaran produksi iklan sebagaimana yang dimaksud
pada Pasal 17 ayat (1) huruf d dan f.
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- Pemberlakuan ketentuan pidana pada pelanggaran yang
mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian.

- Penjatuhan sanksl pidana tambahan (terlepas dari sanksi pidana
pad Pasal 62) berupa perampasan barang tertentu, pengumuman
keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian
keglatan tertentu, penarikan barang dari peredaran atau
pencabutan Izin usaha.

b Tanggung Jawab Privat
Tanggung Jawab privat inl dengan melihat adanya dua golongan
konsumen yang terikat dalam hubungan perdata terhadap pelaku
usaha, yaknl konsumen yang mempunyai hubungan kontraktual
dengan pelaku usaha dan kensumen yang tidak memiliki hubungan
kontraktual.Penggolongan ini didasarkan darl bagaimana lahirnya
transaksi tersebut, apakah berdasarkan perjanjian atau tidak.
Dalam hukum, tanggung jawab harus mempunyai dasar, yakn| perihal
yang menyebabkan pihak tersebut harus bertanggungjawab.Dasar
pertanggungjawaban ini bisa terjadi karena kesalahan salah satu
pihak atau resiko yang lahir dari peristiwa hukum.Oleh karena itu,
berdasarkan jenis hubungan hukum atau peristiwa hukum yang ada,
maka dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk purtanggungja\inhan
?L: o
- Pertanggungjawaban atas pelanggaran janji olteh karena
hubungan kontraktual, khususnya jual beli.
Dalam perjanjian, ada sejumlah jan|i (prestasi] yang harus
dipenuhi oleh para pihak. Janji ini harus dipenuhi, jika tidak
akan menimbulkan kerugian di pihak lawan dan terjadilah

, Janus Sidabalok, Op. Cit., him $3-111.
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wanprestasi (breach of contract]l, Dalam kajian kerugian oleh
karena perjanjian, menurut Pasal 1244, 1245 dan 1246 KUHPerata
diuraikan tiga unsur keruglan, yaknl : biaya (pengeluaran yang
sudah dikeluarkan oleh seorang pihak), rugi (kerusahakan barang
kreditur yang diakibatkan oleh wanprestasi debitur) dan bunga
|keuntungan yang diharapkan kreditur jika debitur melaksanakan
kewajiban) "%

Pengaturan atas pertanggungjawaban yang tahir atas dasar
wanprestasl inl, pada dasarnya bertujuan agar konsumen dapat
memperoleh ganti kerugian atas konsumsi produk cacat atas
dasaradanyahubungankontrakantara penggugat (konsumen] dan
tergugat (pelaku usahal.Unsur terpenting dalam kategorisasl Ini
adalah adanya perjanjian yang mendasarkan peristiwa transaksi
tersebut.Untuk ity, untuk memberlakukan prinsip ini diperlukan
adanya kepastian tentang bukti-bukti atau fakta-fakta tentang
produk yang disengketakan.Misalnya,dengan adanya faktur
pembelian, saksi atau pengakuan. Pada pertanggungjawaban
jenis Inl, dikenal pula 2 (dua) jenls jaminan, yakni jaminan yang
dinyatakan secara eksplisit [express warranty) dan janji yang
dinyatakan secara diam-diam (implied warranty).Kedua jenis ini
memiliki perbedaan yang jauh, di mana kewajiban penjual pada
express warranty bersumber pada perjanjian antara pembeli dan
penjual; sedangkan implied warranty bersumber pada hukurif.

- Pertanggungjawaban atas dasar perbuatan melawan hukum.
Dasar dari pertanggungjawaban ini adalah Pasal 1345 KUHPerdata,
bahwa setiap perbuatan yang membawa kerugian bagi orang lain,
mewajibkan orang dengan karena perbuatannya tersebut wajib
bertanggungjawab.Menurut teori kesalahan, tanggung jawab ini

lahir oleh karena adanya kesalahan, yang mana pada dasarnya

75. g ubektl, Hukum Perlanjian, Jakarta, Intermasa, 1787, him 47.



kesalahan sendiri meliputi kesalahan yang oleh karena kesengajaan
{epzet) atau kelalaian (negligence).

Dimaksud kesalahan oleh Kkarena kesengajaan adalah Kketika
pelaku usaha mengetahul akibat yang akan terjadi dan dengan
sadar melakukan perbuatan itu. Sedangkan kesalahan oleh karena
kelalaian, maksudnya adalah adanya perbuatan kurang cermat
dan hati-hati, yang semestinya dimiliki oleh pelaku usaha sebagai

bentuk duty of care.

Kerugian dan kesalahan akibat perbuatan melawan hukum, secara
umum harus memilikl hubungan kausalitas,Hal ini berarti kerugian
yang diderita oleh korban perbuatan melawan hukum merupakan
kerugian yang semata-mata timbul atau lahir karena terjadi
perbuatan melawan hukum oleh pelaku.
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KONSUMEN DAN
HUKUM PERBANKAN

A.Tinjauan Umum tentang Perbankan

1. Pengertian Bank dan Nasabah
Bank dalam terminologinya, ditemukan dalam istilah “bance”, yang
berarti bangku tempat duduk. Pengertian ini mengacu pada zaman
pertengahan, di mana para bankir Italia memberikan pinjaman-
pinjamandengan duduk di bangku halaman pasar ””.

Menurut seorang ahli perbankan, G. M. Yerryn Stuart dalam bukunya
yang berjudul Bank Politik, mendefinisikan bank sebagai suatu badan
yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kredit, baik dengan rupa
alat pembayaran sendiri atau dengan uang [danal yang diperoleh dari
pihak lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat tukar baru

berupauang giral7®,

Sedangkan menurut Ruddy Tri Santoss, bank diibaratkan sebagai
suatu industri yang mengandalkan kepercayaan. Untuk itu, bank
direpresentasikan sebaga media perantara keuangan [financial
intermediary) antara debiturdan kreditur 7.

Lebih lanjut lagi, menurut R. Tjipto Adinugroho, dinyatakan bahwa
bank merupakan lembaga atau badan yang mempunyai pekerjaan
memberikan dan menerima kredit berupa simpanan [deposito), di luar

fungsinya menerima kiriman vang dan tugas-tugas dasar lainnya 80,

, Munir Fuady, Hukum Perbankan Madern : Buku I, PT Citrs Aditya Bakti, Bandung, 1999, him 13,

8- Thomas Suyatno, Kelembagaan Perbankan, Jakarta, Gramedis, 1987, him 1

7. Ruddy Tri Santose, Mengenal Ounia Perbankan, Yogyakarta, Andi Offset, 1996,

#9- R Tiipto Adinugreha, Perbankan Mesalah Permodstan Dana Potensiat Jakarta, Padya Paratnits, Jakarta, 1985, him .
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Berdasa.rkan definisi bank, menurut UV Perbankan No. 10 tahun 1998,
dikatakan bahwa bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana
dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada
masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya.
Semua kegiatan bank ini adalah dalam rangka meningkatkan taraf

hidup rakyat pada umumnya 8y

Sedangkan menurut Pasal 1 poin 16 UU Perbankan, nasabah
didefinisikan sebagai pihak yang menggunakan jdsa bank. Sebagai
pengguna jasa bank, nasabah ini terbagi atas nasabah penyimpan dan
nasabah debitur. Nasabah penyimpan menyimpan dananya di bank
dalam bentuk simpanan dengan dasar perjanjian bank dengan nasabah
yang bersangkutan. Sedangkan nasabah debitur adalah nasabah yang
memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan, baik berdasarkan prinsip
syariahrnaupunprinsiplainyangdipersamakan denganprinsiptersebut.
berdasarkan perjanjian bankdengan nasabahyang bersangkutan *.

2. Asas, Fungsidan Tujuan Bank

Perbankan Indonesia pada dasarnya menganut asas demokrasi
ekonomi®®. Menurut UU Perbankan, asas ini tidak berdiri sendirian,
namun disokong oleh prinsip kehati-hatian yang juga dinyatakan
pada pasal tersebut. Prinsip kehati-hatian® ini merupakan suatu asas
yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan
usahanya wajib menerapkan prinsip ini demi melindungi masyarakat

dan kepercayaan dibercayakan kepadanya.

Tujuan dari diberlakukannya prinsip kehati-hatian iniadalah agar bank
celalu dalam keadaan sehal, likuid dan solvent. Sehingga, dengan

demikian kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi,

B1. |yndang-Undang Republik indones:a No. 10 tahun 1978 tentang Perubahan atas Undang-Lindang Namer 7 tahun 1892
tentang Perbankan, Lembaran Negara Regublik Indonesia tahun 1998 namor 182, Pasal 1 poin 2.

B2, bid Pasal 1 pain 14, 17 dan 12

8. Undang-Undang Republik Indonesia Normer 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Magara Republik Indonesia
tahun 1998 nomor 182, Pasal 2.

B 1pig,
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sehingga tidak timbul keraguan masyarakat dalam menyimpan dana di
bank.

Dengan adanya kewajiban perbankan Indonesia dalam melaksanakan
prinsip kehati-hatian ini, maka bank dapat menjalankan usahanya
dengan baik dan benar, dengan mematuhi ketentuan-ketentuan dan
norma-norma hukum yang berlaku dalam dunia perbankan. Dengan
demikian terciptalah sistem perbankan yang sehat dan efisien,
sehingga kepentingan masyarakat dapat terpelihara dengan baik,
perkembangkan perbankan terbukti positif dan dapat mendukung
perkembangan ekonominasionalpada akhirnya.

Pada penjelasan UU Perbankan, diamanahkan bahwa prinsip kehati-
hatian dipegang teguh dan kegiatan usahanya, terutamayang berkaitan
dengan penyaluran dana, semakin disempurnakan. Untukitu, beberapa
ketentuan perbankan tersurat jelas tentang prinsip kehati-hatian dan
merupakan kewajiban atau keharusan bagi bank untuk memperhatikan,

mengindahkan dan melaksanakannya.

Menurut UU Perbankan, fungsi utama perbankan Indonesia adalah
sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat 8 Dengan
memiliki fungsi ini, bank memiliki peranan strategis untuk menunjang
pelaksanaan pembangunan nasional. Ini semua diamanahkan demi
menyukseskan pembangunan nasional, meningkatkan pemerataan
pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya, pertumbuhan
ekonomi dan stabilitas nasional. Sehingga pada akhirnya dapat
meningkatkan tarathidup rakyat banyak 8.

Dalam fungsi ini, perbankan, berdasarkan penjelasan UU Perbankan ¥/,

diharapkan dapat ditingkatkan dengan lebih memperhatikan
85 1pid Pasal 3,
88. |id Manimbang pain b.

8. bid Penjelasan Umum, -
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pembiafaan sektor perekonomian nasional. Sektor ini diwujudkan
dengan memberikan prioritas kepada koperasi, pengusaha kecil dan
menengah serta berbagai lapisan masyarakat tanpa diskriminasi,
sehingga dapat benar-benar menjadi pilar bagi perekonomian nasional.

Perbankan Indonesia pada dasarnya bertujuan menunjang pelaksanaan
pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan,
pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan

kesejahteraanrakyat banyak %€,

3. Kedudukan Hubungan Hukum antara Bank dan Nasabah
Berdasarkan kesimpulanyang penulis ambil dari uraian UU Perbankan,
posisi nasabah dalam dunia perbankan dapat dikategorikan dalam dua

golongan besar, yakni sebagai berikut:

-Nasabahsebagai penyimpan dana
Dalam konteks UU Perbankan, yang dimaksud dengan nasabah
penyimpan adalahnasabahyangmenempatkandananyadibank dalam
bentuk simpanan dengan dasar perjanjian bank dengan nasabah yang

bersangkutan®,

- Nasabah sebagaipenerima kredit

Sedangkan nasabah yang dikenal dengan nasabah debitur [nasabah
penerima kredit] adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit
atau bentuk pembiayaan lainnya yang didasarkan pada prinsip
syariahatau prinsip lainyang dipersamakan dengannya, berdasarkan
perjanjian bank dengannasabahyang bersangkutan.

Kedudukan antara bank dengan nasabah, di mana bank sebagai
pelaku usaha dan nasabah sebagai konsumen pengguna jasa
perbankan, memberikan perbankan posisi sebagai perantara pihak-

88. Ibid Pasal &
By, _
itvd Pasal 1 poin 13,
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pihak yang memiliki kelebihan dana dan nasabah sebagai pihak yang
membutuhkan dana. Inilah akhirrya timbul interaksi intensif antara
bank dan nasabah %,

Bank sebagai pihak penyimpan dana dari nasabah dalam bentuk
giro, tabungan, deposito, meminjamkan dana kepada pihak yang
memerlukan dengan proses aplikasi tertentu. Interaksi antara bank
dengan nasabah ini sebagal wujud gabungan subyek nasabah sebagai
penyimpan namun juga sebagai peminjamdana.

4. Kegiatan Perbankan

Dalam literatur perbankan ditemukan berbagai jenis dan macam
bank, yang digolongkan berdasarkan fungsi, fokus segmen pasar,
kepemilikan maupun grup usahanya. Berdasarkan jenis, yang paling
banyak dikenal oleh masyarakat misalnya seperti bank umum, Bank
Perkreditan Rakyat [BPR], bank investasi, bank devisa, bank korporasi,
bank ritel, bank syariah, dan bank pembangunan daerah®'. Namun, di
dalam UU Perbankan hanyadikenal 2[dua) jenis bank, yakni bank umum
dan BPR™. Hal ini disebabkan sejek tahun 1992 industri perbankan
Indonesia melakukan penyederhanaan jenis bank. Ini semata-mata
dalam rangka peningkatan perlindungan dana masyarakat yang
disimpan ke bank melalui prinsip kehati-hatian [prudent banking
practice], peenuhan ketentua'n persyaratan kesehatan bank dan
peningkatan profesionalisme para bankir %3,

Sedangkan dalam hal kajian bentuk hukum, UU Perbankan Indonesia
menyatakanbahwabank dapatberupapersaroanterbatas(PT), koperasi,
atau Perusahaan Daerah®. Namun dari ketiga bentuk yang disebutkan,
bentuk PT paling banyak ditemukan, sebab melihat kemampuannya
dalam menampung kegiatan perbankan yang cakupannya sangat luas.

Sedangkan bentuk badan hukum PD hanya dimiliki oleh pemerintah
o Ibid Pasal 1 pain 14,

7 Murir Fuasy, Hulkum Perbankan Modern, buku kesat, Bandun, Penerbit Gitra Aditya Bok, 2003, him 15,
72U Perbankan, Op. Cit., Pasal 5 ayat [1]

%3. 1bic Penjetasan.

%4 ibid Pasal 21 ayat 1],
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daerah'yang mendirikan bank guna menunjang kegiatan pembangunan

daerah. Lain halnya dengan bentuk koperasi yang jarang ditemukan

dalam praktek, oleh karena dibutuhkan penyediaan modal yang besar
dalam pendirian bank.

Secara umum, tugas dan tanggung jawab bank umum, melingkupi

beberapa aktivitas berikut’:

. Menerima cash dan membayar dokumentasi yang harus dibayar oleh
nasabah, seperti terhadap cek, pengiriman uang. bill of exchange
danlain-lainyang terkaitdengan instrumen perbankan.

- Membayar kembali uang nasabah yang ditempatkan di bank apabila
dimintakan oleh pihak nasabah.

- Meminjamkanuang kepada nasabah.

- Menjaga kerahasiaan mengenai account dari nasabah dalam
hubungannya dengan kerahasiaanbank.

- Jika pihak nasabah memiliki 2 [dual rekening atau lebih, maka
terdapat kewajiban moral bagi bank.untuk membuat rekening yang
terpisah antarasatudenganyanglainnya.

- Jika rekening ditutup oleh nasabah, maka bank harus mempunyai
alasanyang reasonable dalam hal penutupan rekening tersebut.

Singkatnya, tugas dantanggungjawébbankdapatdigolongkankedalam
tiga kegiatan pokok, yakni kegiatan menghimpun dana dari masyarakat,
kegiatan menyalurkan kembali dana yang dihimpun tersebut kepada
masyarakat/dunia usaha yang membutuhkan, serta menyediakan
layanan jasa-jasa tertentu di bidang keuangan®, Demi berjalannya
tugas dan tanggung jawab bank ini, maka terhadap siapapun yang
melakukan kegiatan menghimpun dana tanpa mendapatkan izin bank
akan dikenakan hukuman, baik berupa sanksi administratif maupun

hukuman pidana penjara’’.

¥5. Munir Fuady, Op. Cit., him 1.
%% Jbid, him 8.
7. UU Perbankan, Op. Git., Pasal 16 dan &4é.
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Sebagai realisasi dari tugas dan tanggung jawab bank tersebut, UU

Perbankan memperkenankan bank umum untuk melakukan beberapa

kegiatan sebagaiberikut *%;

9

Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa
giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau
bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Memberikan kredit.

Menerbitkan suratpengakuan utang.

Membeli, menjual atau menjamin atas resiko séndiri maupun untuk
kepentingan danatas perintah nasabahnya.

Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk
kepentingan nasabah.

Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan
dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana
telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana
lainnya.

Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan
melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan/atau surat
berharga.

Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain
berdasarkan suatu kontrak.

Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya
dalambentuk surat berharga yangtidak tercatatdi bursa efek.
Membeli melalui pelelangan agunan, baik semua maupun sebagian.
Dalam hal debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada
bank, dengan ketentuan agunanyang dibeli tersebut wajib dicairkan

secepatnya.

% \bid Pasal 6.
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- Melakukan kegiatan anjak piutang usaha kartu kredit dan kegiatan
waliamanat.

- Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain
berdasarkan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan

menurut ketetapan Bank Indonesia.

Selain hal-hal yang dinyatakan pada UU Perbankan di atas, bank umum
dapat pula melibatkan diri pada aktivitas-aktivitas berikut, yakni .
- Melakukan kegiatandalamvalutaasingdengan memenuhiketentuan

yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- Melakukan kegiatan penyertaan medal pada bank atau perusahaan
lain di bidang keuangan, seperti dalam hal sewa guna usaha,
modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring
penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang

ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi
akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan, berdasarkan
prinsipsyariahdengansyeratharusmenarikkembalipenyertaannya,
dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Akan tetapi, agar perbankan tidak melakukan kegiatan penyertaan
modal secara umum sehingga menjadi kegiatan intinya, maka UU
Perbankan melarang bank untuk melakukan kegiatan penyertaan
modal pada perusahaan di luar dari tujuan untuk penyelamatan
kredit(credit recoveryl.

- Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun
sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundangan dana

pensiunyang berlaku.

2 Jenker Sihombing, Tanggung Jawab Yuridis Bankr atas Kredit Macet Nasabah, Bandung. PT Alumni, 200%, him 19-20.
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Berkaitandenganfungsi perbankan yang strategis, memungkinkan pula
dialaminya berbagai goncangandalamdunia perbankan, sehingga dapat
meruntuhkan kredibilitas perekonomian suatu negara. Selain dapat
mempengaruh jumlah uang yang beredar di masyarakat, perbankan
juga berperan untuk memberikan stimulus dalam meningkatkan
perekonomian nasional, menjebatani kebutuhan-kebutuhan finansial,
serta aktivitas-aktivitas lainnya yang mengandung resiko tinggi.

Tingginya resiko dari kegiatan perbankan ini oleh karena sebagian
besar dari aktiva dan kewajiban dalam pembukuan bank, yang terdiri
dari unit-unit moneter yang sangat sensitif, volatilitas pada nilai
tukar, turbulensi moneter hingga guncangan-guncangan di pasar
dapat mempengaruhi tingginya resiko. Hal ini dapat berakhir dengan
kesulitan-kesulitan bank, seperti mengalami likuiditas.

Menyadari pentingnya fungsi perbankan, di samping tingginya resiko
dari pelaksanaan kegiatan perbankan tersebut, maka berdasarkan
UU Perbankan dinyatakan bahwa sebuah bank dalam pendiriannya
harus memperoleh izin usaha dari instansi yang berwenang. Dalam
mendapatkanizinyangdimaksud,wajibdipenuhi persyaratankelayakan,
sekurang-kurangnya tentang'®:

- Susunanorganisasi dan kepengurusan

- Permodalan

- Kepemilikan

- Keahlian dalam bidang perbankan

- Kelayakan rencanakerja.

5. KreditPerbankan
Pada hakekatnya, pengertian kredit dapat dijelaskan melalui

penjelasan-penjelasan berikut:

100, )4y perbankan, Op. Cit.. Pasal 16 ayat (2],
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- Mentrut Johnson, kredit merupakan kemampuan untuk memperoleh
barang atau jasa dengan memberikan janji untuk melakukan
pembayar dengan uang latau jasa) pada tanggal tertentu yang telah
diperjanjikan di masayang akan datang. '*'

. Menurut Moleenar kredit merupakan pemberian prestasi untuk
ditukar denganimbalan prestasi setelah jangka waktu tertentu. 102

. Menurut UU Perbankan'®, kredit merupakan penyediaan yang
atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan
persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antarabank dengan
pihak lain yang mewajibkan pihak paminjam melu nasi utangnya pada
jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Rumusan yang diberikan oleh Molenaar menekankan pada aspek
perikatan kredit, di mana menempatkan kredit sebagai obyek
perikatan. Dalam UU Perbankan, diatur secara khusus bahwa
subyek hukumnya adalah bank, di satu pihak dengan nasabah
di pihak lainnys, dan perjanjian tersebut lahir dari kesepakatan
pinjam meminjam. Momentum yuridis yang metatarbelakangi
hubungan hukum antara bank dengan nasabah debitur adalah asas
konsesualisme. Asas ini tercantum pada Pasal 1320 KUHPerdata,
yakni sebagai satu syarat untuk melahirkan perjanjian, sedang uang
atau yang dipersamakan dengannya merupakan obyek perjanjian
yang tidak boleh bertentangan dengan perundangan, kesusilaan

atau ketertiban umum '%,

Dalam hal pemberian kredit, kegiatan ini mengandung resiko yang
sangat tinggi. Resiko ini menuntut kemampuan bankir untuk mampu

menganalisis permohonan kredit yang terkandung dalam pnyaluran

100, Jonker Sihambing, Tanggung Jawab Yuridis Bankir atas Kredit Macet Nasabah, Bandung, PT Alumn, 2009, htm 19-20.
02,
Ibid.
103. 3y perbankan, Op. Cit., Pasal 1 poin 11,
104. 2 Kamello, Op. Cit, hlm 14-15.
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kredit. Pada umumnya, perbankan menggunakan pendekatan 5 Cs
untuk menilai kelayakan calon nasabah, yakni '%:

- Penilaian dalam aspek hukum, untuk menilai keasliandan keabsahan
dokumen-dokumen yang diajukan oleh pemohon kredit. Dengan
melalui tahap penilaian aspek ini, diharapkan agar jangan sampai
dokumen yang diajukan ke bank merupakan dokumen palsu atau

berada dalam status sengketa.

- Penilaian dalam aspek pasar dan pemesaran, untuk menilai apakah
produk dari usaha yang akan dibiayai oleh bank tersebut akan laku
di pasar, serta bagaimana strategi pemasaran yang akan dilakukan.
Untuk itu, penilaian ditakukan dengan melihat prospek usaha

sekarang dan masa yang akan datang.

. Penilaian dalam aspek keuangan, untuk menilai kondisi keuangan
perusahaan berdasarkan Laporan Keuangan berupa neraca dan
Laporan Laba Rugi, selama tiga tahun terakhir. Dalam menganalisis,
bank perlu menilai kemampuan keuangan perusahaan dalam kajian
rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas, rasio profitabilitas

dan analisis break eventpoint.

. Penilaian dalam aspek teknis/operasi, untuk menilai tentang lokasi
usaha, kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki. Termasuk

pula layout gedung dan ruangan.

. Penilaian dalam aspek manajemen, untuk menilai pengalaman calon

nasabah dalam mengelola usaha, termasuk sumber daya manusia

yangdimilikinya.

195 Jonker Sshombing, Op. Cit., im 48-50.
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- Penilaian dalam aspek ekonomi sosial, untuk menilai dampak usaha
yang akan dibiayai dengan fasilitas kredit terhadap masyarakat

sekitar dan masyarakat luas. Baik secara ekonomimaupun sosial.

- Penilaiandalam aspek amdal, untuk menilaiapakah usaha yang akan
dibiayai dengan fasilitas kredit ini sudah memenuhi kriteria analisis
dampak lingkungan terhadap darat, air dan udara sekitarnya.

Dalam praktek, penilaian terhadap aspek-aspek ‘di atas, seringkali
memberikan posisi lebih baik kepada bank daripaa nasabah debitur.
Hal ini disebabkan, bank mempunyai sarana dan waktu yang cukup

untuk menilai permohonan.

Perjanjian kredit pada dasarnya dirumuskan dalam KUHPerdata,
sebagai suatu perbuatan bahwa satu orang lebih mengikatkan dirinya
kepada orang lain'®. Sebagai pengembangannya, dewasa ini dikenal
tiga ajaran tentang sifat dari perjanjian kredit bank. Pertama, ajaran
bahwa perjanjian kredit bank merupakan suatu ajaran yang bersifat
konsesnsuil-obligatoir. Kedua adalah ajaran yang menyatakan bahwa
perjanjian kredit bank merupakan perjanjian yang bersifat konsesuil
dan riil. Sedangkan ketiga, perjanjian kredit merupakan perjanjian
dengan syarat tangguh '*’.

Secara teoritis, kedudukan bank dengan nasabah dalam pemberian
kredit adalah setara, dan terdapat beberapa asas umum dalam
perjanjian yang menekankan kesetaraan tersebut. Seperti asas
konsensualisme, asas kebebasan pengemukakan pendapat dan asas
persamaan hukum. Namun, dalam praktek sering tidak ditemukan
demikan. Sebab, nasabah berada pada situasi yang membutuhkan

106 irab tndang-Undang Hukum Perdata Indonesia, Pasal 1313
V07 Tan Kamells, Op. Cit., him 17.

s
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fasilitas kredli Lehrngga tidak me p:'m' ai posisi lav\lrar yang lebih baik
dari bank. Nasabah tidak mempunyai pilihan lain, karena perbankan
bersifat protektif mengamankan portofolionya, menyebabkan debitur
pada posisi yang kurang menguntungkan'®®, Padahal, menurut!l\fera
Boger, nasabah masih punya opsi “take it or leave it contract” dan

melakukan perubahan kontrak '°°,
B.UU Perbankan dan Perlindungan Konsumen

Dalam menjalankan fungsinya, bukan suatu hal yang tidak mungkin
jika terdapat friksi yang kemudian berubah menjadi sengketa, gntara
nasabah dan bank. Timbulnya sengketa antara nasabah dan banklini
biasanyl terjadi oleh karena empat hal:

- Informasi produk atau jasa perbankan yang ditawarkan bank kurang -
memadai, sehingga terjadi multitafsir.

- Rendahnya tingkat pemahaman nasabah terhadap aktivitas dan
produk atau jasa perbankan.

- Ketimpangan hubungan antara nasabah dan bank, khususnya bagi
nasabah peminjam dana.

- Tidak adanya saluran fasilitator penyelesaian sengketa di tahap
mikro (awal) sehingga kemudian berkembang seiring berjalannya
waktu serta bartambahnya kelr,_ulgi_an_.ﬁ Py

Menyingkapi permasalahan |n| f’Bla'nk: Iﬁdoneéiﬁ berkepentingan

meningkatkan | ' ] I 19 \ _nasabah dalam

hubungannya déngaﬁ l{? 'r“"ﬁpaya:’ ﬁurtlndungah
nasabah ini adalah dengan adanya Arsitektur Perbankan Indonesia

(API] yang diresmikan pada tahun 2004. Adapun enam pilar AP! adalah

struktur perbankan yang sehat, sistem pengaturan yang efektif, sistem

108, Jonker Sihombing, Op. Cit. hlm57 50,

109. ariaem Oaeus Bacrulzaman, Aneia Hukum Bisnis, Bindng, BT Alurmni, 1994, hirm 66,
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pengawssan yang independen dan efektif, industri perbankan yang
kuat, infrastruktur yang mencukupidan perlindungan nasabah.
Diundang-undangkannya UU  Perlindungan Konsumen adalah
bertepatan dengan saat Bank Indonesia sedang berupaya keras
melakukan perbaikan-perbaikan pada sistem perbankan, termasuk
rekapitalisasi perbankan dan penyempurnaan berbagai ketentuan yang
menyangkut aspek kehati-haian. Upaya lebih lanjut adalah dengan
menuangkan empat aspek dalam pilar keenam API yakni penyusunan
standar mekanisme pengaduan nasabah, pembentukan lembaga
mediasi perbankan independen, penyusunan standar transparansi
informasi produk dan peningkatan edukasi untuk nasabah.

Disamping usaha-usaha Bank Indonesia melalui pendirian API, ternyata
UU perbankan tidak memberikan dalam bentuk kerahasiaan bank
bagi nasabah debitur. Yang dicakup dalam ketentuan sebagai rahasia
bank, hanyalah yang beruhubungan dengan keterangan mengenai
nasabah penyimpanan dan simpanannya saja''’. Dengan demikian,
peraturan perundangan di Indonesia memilah nasabah berdasarkan
kepentingannya ditinjau dari sudut bank masing-masing'!!. Padahal
posisi rangkap bagi nasabah sangatdimungkinkan.

Dalam PBI No. 7/6/PBI/2005 diatur ketentuan yang mewajibkan bank
untuk senantiasa memberikan informasi yang cukup kepada nasabah
(atau calon nasabah)l mengenai produk-produk yang ditawarkan,
baik produk yang diterbitkan oleh bank itu sendiri maupun lembaga
keuangan lain yang dipasarkan oleh bank "2 |nformasi yang dimaksud
tersebut, sekurang-kurangnya meliputi nama, jenis dan manfaat
serta resiko, persyaratan dan tata cara penggunaan, biaya-biaya yang
melekat, perhitungan bunga dan margin keuntungan, jangka waktu

berlaku dan penerbit dari produk bank ''%.

10y perbankan, Op. Cit.. Pasal | pain 28,

11 7an Kamello, Op. Git, him 17

M2 peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBi/Z005 tentang Transparansi Informas: Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi
Nasabah, Pasal 2.

13 |bid Pasal 5.
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Secara umum, pemerintah telah menerbitkan undang-undang yang

secara khusus bertujuan melindungi kepentingan konsumen di

Indonesia, yakni melalui penerbitan UU Neo. 8 tahun 1999 tentang

Perlindungan Kansumen. UU ini memberikan konsekuensi logis bagi

pars bankir dalam memberikan perlindungan yang mendasar bagi

nasabah, yakni'é;

- Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

- Memberikan informasiyang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi
danjaminan jasayang diberikannya. _

- Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur
sertajauh daridiskriminasi,

- Menjamin kegiatan usaha perbankannya berdasarkan standar

perbankan yang berlaku.
C.Pertanggungjawaban Kejahatan Perbankan

UU Perbankan pada dasarnya tidak memberikan definisi tentang
kejahatan perbankan. Namun dengan melihat isi Pasal 46 sampai Pasal
50 UU Perbankan, dapat diperoleh gambaran adanya tiga belas jenis
tindak pidana perbankan di Indonesia, yakni 15

- Berikaitan dengan perizinan.

- Berkaitandenganrahasia bank.

- Berkaitandengan pengawasan dan pembinaan.

- Berkaitandenganusahabank.

Dari keempat gambaran di atas, kejahatan yang paling banyak ditemui
akhir-akhiriniadalahberkaitandenganusahabank.Iniberkaitandengan

banyaknya bankir yang memanfaatkan sarana bank yang dipimpinnya

- Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonsia, Cetakan |11, Bandung. Penerbit Citra Aditya Bakt, 2000, him

81-282.
* Jonker Sihombing, Op. Cit, him &3-64.
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untuk rhendapatkan dana bagi kepentinganya sendiri, Untuk itu, UU
Perbankan menyebutkan bahwa Dewan Komisaris, Direksi ataupun
pegawai bank yang melakukan tindakan-tindakan berikut diancam
dengan pidana penjara sekurang-kurangnya limatahun dan palinglama
lima belas tahun, serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000,- dan
paling banyak Rp 200.000.000.000,-, yakni "%

. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam
pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau
laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening bank.

- Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak
dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan,
maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan

transaksi atau rekening suatubank.

- Mengubah, mengaburkan, menye'mbunyikan. menghapus atau
menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau
dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan
usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan
sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menye mbunyikan

atau merusak catatan pembukuan.

Sedangkan untuk tindakan-tindakan berikut dikenai pidana penjara
sekurang-kurangnya tiga tahun dan paling lama delapan tahun, serta
denda sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000,- dan paling banyak Rp
100.000.000.000,- bagitindakan'':

- Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk
menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang,

116, yy Parbankan, 0p. Cit., Pasal 49 ayat (1],
17 5id, Pasal 49 ayat (21,
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atau barang berharga untuk keuntungan pribadinya atau untuk
keuntungan keluarganys, dalam rangka mendapatkan atau berusaha
mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank
garansi atau fasilitas kredit dari bank atau dalam rangka pembelian
atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes,
cek dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam
rangka memberikanpersetujuanbagioranglain untuk melaksanakan
penarikan danayang melebihibatas kredit bank.

- Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk
memastikan ketaatan bank terhadap perundangan atau ketentuan

lainnya yang berlaku bagibank.

Akhir-akhir ini, berkembang pemikiran bahwa selain manusia,
korporasi juga dapat menjadi tindak pidana, sehingga menyebabkan
dimungkinkannya terdapat pembebanan pertanggungjawaban pidana.
Untuk tindak pidana yang terjadi karena seseorang melakukan
pengurusan korporasi, di mana yang bersangkutan melakukan tindakan
tersebut sebagai tugas yang sesuai dengan keahlian dan bidangnya,
maka kepada koperasi tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban
pidana sesuai ajaran strict liability atau vicarious liability atau

pertanggungjawaban mutlak''®,

Menurut  strict liability ini'", seseorang atau badan dapat
bertanggungjawab secara pidana untuk hal-halyang tidak dilaksanakan
secara langsung. Prinsip ini dapat diterapkan dalam dunias
konsumen perbankan di Indonesia. Bank sebagai korporasi memiliki
pertanggungjawaban pidana atas kegiatan pemberian kredit yang
dilakukan oleh bankirnya, apabilatindakan tersehut talah dilaksanakan
sesuai ketentuan, dianalisis dengan prinsip kehati-hatian, dimaksudkan

untuk kepentingan bank, bankir tidak mempergunakan penyaluran
|
118 Sutan Remy Siahdeni, Kebebasan Berkontrak dan Perlinéungan yang Seimbang bagi Pikak dalam Perianjisn Kredt Bank
di indonesia, Jakarta, Penerbit Institut Bankir Indonesia, 1593,
117, Jonker Sihombing, Op. Cit., him 72-73,
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fasilitas untuk keuntungan sendiri dan bankir telah secara profesional
melakukan tindakan-tindakan tersebut.

Meskipundemikian, dalam hal penjatuhan putusan, pengadilan meminta
pertanggungjawaban pidana bukan dalam bentuk ganti kerugian
melainkan dalam wujud kurungan badan. Tentu ini menjadi hambatan
khusus untuk badan hukum, Namun, dalam hal ini korporasi hanya
mungkin menjalankan putusan pengadilan sepanjang yang berkaitan

dengan ganti kerugian atau pencabutan izin usaha 120

V20, g,
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NASABAH KREDIT PEMILIKAN RUMAH
(KPR)

A.Gambaran Umum

Fasilitas KPR dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), merupakan
sebagian dari fasilitas kredit yang ditujukan kepada berbagai lapisan
konsumen. Oleh karena sasarannya kepada kensumen, maka jenis
kredit ini disebut sebagai kredit konsumen atau konsumer atau

konsumtif atau kredit konsumtif.

Menurut Black's Law Dictionary, “consumer loan” atau “personal loan”

dirumuskan sebagai berikut:

Consumer loan : one which is made or extended to a natural person
for family, household, personal or agricultural purpose and generally
governed by truth - in- lending statutes and regulation. Installment
loan : one which is repaid according to its terms over a period of timein
installments. Personal loan : one which is generally for a short period
of time for personal as contrasted with commercial purposes.

It may be secured or unsecured '*'.

Sedangkan menurut Abdurrachman memberikan pengertian loan

installment sebagai berikut:

Pinjaman dengan pembayarén kembali dalam angsuran-angsuran;
Suatu loan yang harus dibayar kembali dalam angsuran-angsuran

V2. g1aek's Law Dictionary, Op. Cit., him 936,
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selamd pinjaman itu, ini biasanya dibuktikan dengan satu nota
pembayaran angsuran atau lebih. Juga sepertiyang terkadang dipakai
jalah suatu loan yang dibuat untuk menutup suatu installment plan

purchase'??,

Untuk itu, dapat dirumuskan bahwa kredit konsumtif adalah kredit yang
diberikan bank kepada pihak ketiga atau perorangan untuk konsumsi
barang dan/atau jasa dengan cara pembelian, penyewaan atau cara
lain. Lebih lanjut lagi, yang dimaksud dengan personal loan adalah
pembelian atau penyewaan barang-barang atau jasa-jasayang bersifat
non produktif seperti pembelian kendaraan pribadi, pembelian rumah
untuk dipakai sendiri, pembayaran sewa atau kontrak rumah, pembelian
alat rumah tangga dan sebagainya '?%, Dalam kredit jenis ini tidak ada
pertambahan barang ataujasayang dihasilkan.

Menurut William Adkins, Jr. tipe kredit konsumtif merupakan suatu
pinjaman yang diangsur dengan mempertimbangkan keuntungan.
Resiko dari biaya pendanaan kredit ini relatif tinggi, sehingga diambil
langkah kebijakan untuk menyebarkan resiko dengan pemberian kredit
berskala kecil'2. Untuk itu, perlu ada pengelolaan hubungan dengan
para debitur yang dikenal dengan istilah “costumer relationship
management”, yang mana keberhasilan pengelolaan hubungan
ini menurut Frederick Newell harus disertai dengan detil sebagai
berikut'?:

- Idenlifikasinilaikonsumenyangtepatlerhadapusahatertentu.

- Pemahaman kepentingan relatif dari nilai-nilai tiap segmen

pelanggan.
. Penentuan apakah nilai tersebut akan mempengaruhi laba dalam

keadaan positif.

122. spgurrachman, Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan. Jakarla, Pradnya Paramita, 1991, him 625,
123, Gynny H. Walean, Bank dan Wiraswasta, Jakarta, Allinpri Prima, 1984, him 226.
124, Johannes lerahim, Mengupas Tuntas : Kredit Kemersial dan Konsumtif dalam Perjanjan Kredit Bank, Bandung, Mandar

Maju, 2006, hum 227-228
125. £rgderick Newell, Loyalty, Com, C Relationship Manag in the New Era Internet Marketing, Mc. Graw Hill

2000, hlm 11,
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- Komunikasi dan pemberian nilai yang tepat pada tiap segmen
pelanggan dengan cara yang diinginkan pelanggan untuk menerima
informasi.

- - Pengukuran hasil dengan tolak ukur Return on Investment.
Fasilitas kredit konsumtif ini sebagian besar ditawarkan kepada
lembaga bank berupa KPR dan KKB, walaupun tidak menutup
kemungkinan terdapatnya penawaran terhadap kepemilikan barang-
barang konsumsi lainnya.

Fasilitas KPR ini merupakan salah satu bentuk dari kredit konsumer
yang dikenal dengan nama “housing loan". Pemberian fasilitas ini
diperuntukkan bagi konsumen yang memerlukan pemenuhan kebutuhan
papan, baik untuk penggunaan pribadi, keluarga atau rumah tangga.
Namun tidak dijukan untuk keperluan komersial atau penambahan nilai

barang atau jasa dalam masyarakat 126,

Dalam penyedian KPR, perbankan kerap melakukan kerja sama
dengan berbagai pengembang atau developer. Dalam perjanjian kerja
sama ini, pihak bank dan pengembang akan memasarkan produk
masing-masing melalui bidang pemasarannya. Melatui kacamata
pemasaran pengembang, pengembang bermaksud menawarkan kepada
konsumennya kemudahan dengan pembayaran menggunakan fasilitas
bank yang bekerja sama dengannya. Sedangkan dalam sisi bank, bank
akan merefefensikan atau memberikan rujukan terhadap konsumen

dalam membeli rumah 127,

B. Permasalahan KPR

1. Masalah KPR dan Krisis Moneter 1997 128

Permasalahan KPR sebenarnya barangkat dari krisis moneter tahun

128, Johannes Ibrahim, Op. Cit,, him 22?.

127. Ibad,
28 Linat Yusut Shofte, Pertindungan Konsumen & Instrumen-Instrumen Hukumnys, Bandung. PT Citrs Aditya Bakt, 2009,

hlm 54-57.
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1997. Krisis ini memang merupakan batu sandungan bagi perekonomian
rakyat yang diamanahkan GBHN 1993. Meningkatnya nilai tukar dolar

dan sukubunga merupakan hambatan bagi konsumen

KPR, sebab dimensi keterketersediaan kebutuhan akan perumahan
melalui pembiayaan KPR menjadi tidak mudah la gi.

Masalah perumahanfpropertl sangat terkait dengan moneter, uang dan
biaya, baik bagi konsumen yang memanfaatkan pembiayaan melalui
KPR maupun pengembangyang membangun properti tersebut. Masalah
moneter ini dapat menyebabkan naiknya biaya produksi. sehingga

pengembang tidak berani membangun.

Sementara dari sisi konsumen, jikapun perumahan tersebhut dibangun
danakhirnya disanggupi pembeliannya oleh pihak-pihak tertentu, maka
konsumen tersebut akan terlibat dalam suku bunga KPR yang tinggi.
Belum lagi bagi konsumen yang telah terikat KPR dari sebelum krisis
terjadi, konsumen tersebut akan mengalami dampak melonjaknya suku
bunga. Sehingga cicilan KPR-nya pun meningkat, padahal tidak disertai
dengan kenaikan penghasilan.

Sebut e'.aja Bapak Adi yang membeli rumah mungil tipe 49/100 meter
per segi melalui fasilitas KPR Bank X. Semula suku bunganya 18%
per tahun [per Februari 1995), namun kemudian naik menjadi 22% per
tahun [per Maret 1 996) dengan alasan naiknya bunga deposito. Terakhir
pada bulan September 1997, suku bunga pun melonjak menjadi 42%.
Akibatnya cicilan KPR-nya pun melonjak dua kali lipat, padahal

penghasilan tidak mengalami kenaikan sama sekali.

Keadaan moneter yang tidak stabil ini akhirnya membuat konsumen
menanggung beban berat berupa kenaikan suku bunga KPR yang tidak
rasional. Halini dikatakan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia,
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berdasarkan pengaduan para konsumen sejak krisis moneter Juli 1997,
bahwasannya suku bunga KPR sudah bergerak dari 25% menjadi 42$
per tahun, jauh diatas rata-rata penghasilan konsumen KPR.

2. Masalah KPR dan Krisis Global

Amerika Serikat, sebagai kiblat perekonomian dunia pada abad ke-
21 ini mengalami krisis moneter. Lehman Brothers, Bear Stearns,
Merrill Lynch, AlG dan beberapa lembaga finansial raksasa Amerika
menghadapi resesi perekonomian. Terpuruknya lembaga-lembaga
keuangan terbesar di dunia ini, merupakan indikator permasalahan
ekonomi di Amerika dan dunia pada akhirnya, lebih parah dari yang
diperkirakan.

Dampak yang dunia rasakan akibat krisis di Amerika ini dapat dilihat
dari kepanikan para investor dunia dalam menyelamatkan dana di
pasar-pasar saham. Para investor bereaksi dengan menjual saham,
sehingga indeks bursa saham pun menurun drastis. Ketika pasar saham
dan surat utang [pasar modal] terpuruk, maka mata uang negara pun
turut melemah dan harga komoditas anjlok.

Terpuruknya sektor perbankan Amerika, menyebabkan kurangnya
modalsertakeenggananmeminjamkandanakebank-bankinternasional
di Eropa dan Asia. Akibatnya, perbankan internasional kekurangan
dana untuk memberi pinjaman kepada para pengusaha dunia yang
membutuhkandana tersebut untuk investasi.

Sebagai matau uang intidalam dunia usaha, sukubunga sentra Amerika
pun turun ke 1,57 suku bunga London Inter-Bank Offer Rate (LIBORI.
Namun, walausuku bunga bank sentral bisa rendah, namun suku bunga
kredit untuk pelaku bisnis sangat tinggi. Ini dikarenakan tingginya pula
ketakutan perbankan dalam meminjamkan dana.

Dampak resesi ekcnarﬁi Amerika dan Eropa terhadap Indonesia tidaklah
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terlalu besar. Ini sebabnya oleh karena net-ekspor (ekspor dikurangi
impor] hanya menggerakkan sekitar 8% dari produk domestik bruto
(PDB) Indonesia, maka dampaknya relatif kecil dibandingkan dengan

negara tetangga yang ketergantungan ekspornya ke Amerika besar.

Namundemikian,dalamhalpembiayaankegiataninvestasidilndonesia,
krisis finansial global dan kelumpuhan sistem perbankan global
berdampak negatif pada beberapa titik. Kegiatan investasi berkorelasi
dengan sektor properti. Pertumbuhan industri properti dalam negeri
yang lamban didukung oleh kesulitan perbankan dalam pemberian
kredit sektor properti. Keengganan bank dalam memberikan dana ini
ditandai dengan pemberlakuan uang muka naik sampai 50% dari harga
rumah, padahal sebelum krisis hanyalah 20-30%,

3. Masalah KPR dan Perlindungan Konsumen

Fenomena kenaikan suku bunga KPR menempatkan kensumen pada
posisi yang kurang menguntungkan. Walaupun konsumen bukan
penyebab gejolak moneter, namun akhirnya konsumenlah yang paling
menanggung beban tersebut. Instrumen hukum perdata dalam halini
tak mampu menyelamatkan konsumen, bahkan dalam banyak faktor
lebih menyudutkan posisi konsumen tersebut. E

Dalam perjanjian KPR atau akta pengakuan utang, kensumen sering
dihadapkan pada klausula bahwasannya konsumen menyetujui
perubahan suku bunga yang sewaktu-waktu [tanpa diperlukan

persetujuan) dapat berubah, Perubahan ini bersifat mengikat.

Perubahan ini dilakukan dengan pemberitahuan tertulis. Berkaitan
dalam kenaikan tingkat suku bunga, Bank Indonesia sebagai bank
sentral menyerahkan sepenuhnya kebijakan ini kepada bank yang
bersangkutan. Ini berarti konsumen KPR tidak terlindungioleh naiknya

sukubunga KPR oleh kebijakan sentral manapun,
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Di sisi lain, pihak bank dilindungi oleh perjanjian standar perbankan
denganklausulsepihak daribank. Klausula ini padaintinyamenegaskan
bahwa nasabah tunduk pada segala petunjuk dan peraturan bank yang
telah ada dan masih akan diterapkan di hari kemudian oleh pihak
bank. Klausul tersebut sebenarnya tidak sah, sebab bukan itikad dan
kesepekatan murni dari pihak konsumen serta bertentangan dengan
kepatutan. Di mana, kepatutan dalam perjanjian menghendaki bahwa
suatu pihak hanya terikat pada ketentua n-ketentuan atau syarat-syarat
yang sebelumnya telah diketahui dan dipahami oleh yang bersangkutan.

Akhirnya, melonjaknya suku bunga ini berujung pada kredit macet.
Padahal, pada awal permohonan pinjaman, survei penghasilan KPR
atauwawancara yang dilakukan pihak pemberi fasilitas KPR [dalam hal
ini pihak bankl, sudah diketahui penghasilan konsumen KPR, Untuk itu,
ketika angsuran KPR-nya sudah melampaui penghasilan konsumen,
maka hal ini sudah di (uar batas-batas kemampuan konsumen dalam
membayar cicilan KPR. Sebagai akibatnya, keterpaksaan wancana ini
hanya akan menambah daftar panjang kredit macet disektor properti.

C.Jaminan KPR

Kenaikan suku bunga pinjaman KPR seperti yang penulis bahas pada
uraian di atas, dikhawatirkan pada akhirnya memicu gelombang kredit
macet KPR. Padahal penghasilan debitur KPR terbatas, baik untuk
daya beli kebutuhan sehari-hari maupun untuk mencicil kewajiban
KPR. Bank Tabungan Nasional [BTN) sebagai pelopor pinjaman KPR
di Indonesia mengumumkan setidaknya terdapat 23.875 debitur dari
1.161.526 debitur yang pada bulan Februari 1998 mengalami masalah
pembayaranangsuran KPR.

Fenomena kredit bermasalah ini sebenarnya telah diantisipasi melalui
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Klausula®klausula perjanjian KPR. Klausula tersebut yakni berupa
dimasukannya klausula hak tanggungan yang didahului dengan hipotik,
fidusia dan asuransi, serta berbagaivariasilainnya.

Pencantuman klausula fidusia, dimungkinkan oleh Undang-Undang
Nomor 4 tahun 1992 tentang perumahan dan Pemukiman, dengan bunyi
sebagai berikut'*":

(1 Pemilikanrumahdapaldiiadikanisminan utang:

(2] a. Pembebanan tidusia atas rumah dilakukan dengan akta otentik

yang dibuat oleh notaris sesuai dengan peraturan perundang-
undanganyang berlaku;
b. Pembebanan hipotik atas rumah beserta tanah yang haknya
dimiliki pihak yang sama dilakukan dengan akta Pejabat Pembuat
Akta Tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Dalam praktik dijumpai rumah [bangunan saja tanpa tanah] dengan
fasilitas KPR, sekalipun untuk pembelian ta nahnya dari pengembang,
namun debitur sudah menyediakan pembayaran yang cukup sesuai
kesepakatan harga yang wajar. Sekalipun bank bersedia memberikan
pinjaman KPR, namun pada umumnya bank juga menghendaki agar
tanahnya juga dijamin dan dibebani hak tanggungan: Praktisnya,
jaminan pelunasan KPR berupa hak tanggungan yang lebih banyak
diterapkan pihak bank daripada pinjaman dengan rupa fidusia.

Bagi bank, jaminan pelunasan KPR berupa hak tanggungan belum
dirasakan cukup. Inilah sebabnya, bank meminta jaminan pelunasan
berupa kewajiban debitur untuk menutup asuransi atas tanah atau
rumah KPR pada perusahaanasuransirang memiliki reputasi baik.

Asuransiyangmencakup kebakaran, masihharus ditunjang puladengan

129. | ndang-Undang Nemor & tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, Pasal 15 ayat 111 dan {21,
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asuransi jiwa. Dalam halini, KPR tidak begitu defensif dalam membela
kepentingan debitur, sebab tidak banyak jaminan perlindungan hukum
yang termuat dalam perjanjian KPR.

Dalam menghadapi gejolak meneter yang menyebabkan suku bunga
KPR melonjak dengan luar biasa tingginya, bank se benarnya mempunyai
kepetingan atas pengembalian pinjaman KPR dari para debiturnya.
Konsistensi model pelunasan pinjaman KPR sebenarnya membantu
kedua belah pihak, baik bank maupun debitur.

Untuk itu, terdapat 2 (dua]'® model cara pelunasan KPR yang dapat
dituangkan dalam perjanjian KPR, yakni pembayaran sesuai jangka
waktu KPR dan percepatan pelunasan. Pelunasan yang dipercepat
bukanlah solusi mudah bagi debitur dalam mendapatkan uang tunai
demi melunasi kewajiban percepatan pelunasan, apalagi dalam kondisi
rendahnya penghasilan dan daya beli debitur yang terpuruk akibat
gejolak moneter. Dipercepatnya pelunasan KPR ini, tidaklah cocok
sebagai alternatif solusi. Sebab penyebab kredit bermasalah adalah
pemerintah bukan nasabahnya.

Meninjau uraian di atas berikut adalah beberapa alternatif lain yang
dapat menjadi solusi dalam melonjaknya suku bunga KPR, walau tidak
terlalu dikenaldalam masyarakat, yakni 131,

Restrukturisasi atau penjadwalan kembali skala pelunasan KPR
dengan mempertimbangkan aspek finansial debitur. Hal ini berarti

jangkawaktu pinjaman KPR menjadilebih lama.

Penurunantingkat sukubungapada posisitingkatsuku bungasemula
jika krisis moneter sudah mereda. Alternasi ini sangat bergantung
dengan kapan pemulihan perekonomian benar-benar pulih.

130, 4ot Shofie, Pertindungan Konsumen, Op. Cit, hlrm 72.
131 1hid, him 74-75.
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- Suku bunga KPR disamakan dengan suku bun_ga deposito, sehingga
‘bank tidak mengambil margin keuntungan dari KPR, sehingga
membantu debitur walaupun suku bunga deposito masih tergolong

tingagi.

- Nasabah hanya mengangsur bunga untuk sementara, sedangkan
angsuran pinjaman KPRnya ditangguhkan. Pilihan ini hendaknya
dikalkulasikan dengan telii dengan melihat kemampuan nasabah
membayarangsuran bunga.

- Merelakan bank mengeksekusi atau melelang tanah berikut rumah
yang dibebani hak tanggungan.



BAB 5

PERLINDUNGAN NASABAH ATAS
BANGKRUTNYA BANK

A.Kenyataan Tentang Likuidasi Bank

Akibat dari pencabutan izin usaha pada keenam belas bank pada
tahun 1997 lalu serta kebaikan Bank Indonesia dalam menyediakan
talangan dana sebesar Rp 2.3 trilliun ini,- menyebabkan tingginya
urgensi perlindungan nasabah atas pengaturan mengenai likuidasi
bank. Likuidasi bank atau yang dikenal dengan pencabutan izin usaha
bank merupakan akibat hukum dari kegagalan bank [bank failure] %2
Kegagalan ini merupakan akibat dari indikasi pelanggaran maksimum
pemberian kredit (legal lending Limit] 133,

Menurut PP tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan |zin Usaha,
Pembubaran dan Likuidasi Bank, anggota direksi dan dewan komisaris
sertapemegang saham bertanggung jawab sampai dengan harta pribadi
masing-masing, dalam hal jika mereka adalah penyebab kegagalan

bank'¥,

Dalam hal pengawasan bank berkaitan dengan kewenangan Bank
Indonesia yang dilandaskan oleh regulasi UU Perbankan. Hasil
pemeriksaan Bank Indonesia ini bersifat rahasia'*% maksudnya Bank
Indonesia tidak akan mengumumkan tingkat kesehatan bank yang

diperiksanya demi menghindari penarikan dana besar-besaran oleh

132. Yusuf Shofie, Op. Cit,, him 82,
13, Id

134 paraturan Pemeritah Nomor 68 tahun 1994 tentang Ketentwan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan
Likuidasi Bank, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1996 Nomer 104, Pasal 30,
135. UL Perbankan, Dp. Cit, Pasal 33, -
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nasabah (rush] dan berkurangnya rasa kepercayaan nasabah terhadap

banktersebut,

Untuk itu, menurut Yusuf Shofie'%, perlu dipertanyakan efektivitas
peran Bank Indonesia dalam membina dan mengawasi bank sebagai
instrumen pelindung konsumen. Sebab, ditutup-tutupinya informasi
mengenai kesehatan bank tersebut, menyebabkan banyak konsumen

(nasabah) dalam posisi lemah.

Likuidasi pada dasarnya merupakan akibat hukum pencabutan izin
usaha. Secara yuridis, likuidasi bank merupakan tindakan pemberesan
sebagai upaya penyelesaian seluruh hak dan kewajiban pank, sebagai
akibat pembubaran badan hukum pank'¥’. Likuidasi ini dilakukan
dengan cara antaralain 138,

1. Pencairan harta dan/atau penagihan piutang kepada para debitor,
diikuti dengan pembayaran kewajiban kepada kreditor dari hasil
pencairan dan/atau penagihantersebut, atau

2. Penjualan seluruh harta dan pengalihan kewajiban kepada pihak
lain yangdisetujuinleh Bank Indonesia.

padadasarnya,prinsip kehati- hatiantidaklah cukupbagiBank Indonesia
dalam melakukan pengawasan. Menurut UU Perbankan', dikatakan
bahwa Bank Indonesia menetapkan kesehatan bank dengan melihat
aspek permodalan, kualitas asset, kualitas manajemen, rentabilitas,
likuiditas, solvabilitas dan aspek-aspek lain sehubungan dengan usaha
bank. Untuk ity, Indonesia perlu mempertimbangkan perlunya asuransi
deposito sebagai sarana perlindungan dana simpanan konsumen di

bank.

136. yyguf Shotie, Op. Cit., him 8.

137. pp | jkuidasi Bank, Op. Cit, Pasal 17 ayatl1].
138, 1. Pasal 17 ayat (21 dan (3],

135 Perbankan, Op. Cit., Pasal 2% ayat [2]
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B. Asuransi Deposito Sebagai Solusi Bangkrutnya Bank

Kegiatan perbankan, pada dasarnya tidak dapat diserahkan seluruh
mekanismenya kepada pasar. Sebab, pada kenyataannya pasar tidak
selalumampumelakukankoreksidanrnengadilitindakenhyasendiri,jika
terjadi satu dan lain halyang di luar prediksiawal "%, Untukitu Menteri
Keuangan, menurut UU Perbankan sebelum diperbaharui pada tahun
1998, secara yuridis berwenang untuk menerbitkan serta mencabutizin
usaha bank. Keputusan Menteri Keuangan ini berdasarkan rekomendasi
dari Bank Indonesia, yang mana kontrolisasinya didasarkan atas prinsip
kehati-hatian. Prinsip ini penting dan berelasi dengan penumbuhan
kepercayaan masyarakat pada sektor industri perbankan. Namun
berdasarkan UU No. 10 tahun 1998, bagian Penjelasan Umum dikatakan
bahwa demi efektivitas pelaksanaan pengawasaan dan pembinaan,

maka kewenangan tersebut beralih menjadioleh Bank Indonesia LS

Walaupun dasar pengawasan dan pembinaan yanhg dilakukan oleh Bank
Indonesia selalu berupaya untuk sesuai dengan cita-cita masyarakat
dan demi menjaga kepercayaan masyarakat, namun keadaan ekonomi
Indonesia yang sempat tidak menentu, salah satunya dengan adanya
krisis moneter tahun 1998, telah memberi imbas pada rasa kurang
percaya masyarakat terhadap bank. UU Perbankan No, 10 tahun
1998142 sebenarnya merupakan salah satu cara pemerintah untuk
mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap bank. Salah
satunya adalah melalui asuransi deposito, yang pengaturannya dalam
UU Perbankan disebut sebagai Lembaga Penjamin Simpanan [LPS).
Lembaga ini menurut UU merupakan suaty badan penyelenggara
kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah penyimpan melalui
asuransi,dana penyangga danbentuk~bentukskimlainnya.

Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia, sebenarnya sudah dikenal

140. gy Supratomo., Analisis Ekohsmi terhadap Hukum perbankan, Jurnal Hukum Bisnis, Veluma 1/1997, Yayasan
Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, him. 63.

141y Perbankan, Op. Git, Pasal 29 ayat (1)

142 \pig Pasal | poin 24,
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sejak tAhun 1973 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor

34 Tahun 1973 tentang Jaminan Simpanan Uang Pada Bank {Asuransi

Deposito). Latar belakang dikeluarkannya peraturan tersebut, antara

lain untuk meningkatkan minat masyarakat berhubungan denngan

lembaga perbankan serta memperluas lalu lintas pembayaran giral 4,

Ketentuan Peraturan Pemerintah mengenai Asuransi Deposito tersebut

memiliki beberapa poin-pein menarik, antara lain:

1. Semuabankkecualibankasing, yang melakukanusahaberdasarkan
izin usaha dari Menteri Keuangan, diwajibkan mejaminkan
simpanan uang pihak ketiga, baik yang berupa giro, deposito
maupun tabungan ',

2. Penyelenggarajaminan, yaitu Bank Indonesia yang tugasnya antara
lain'4s:

. Menjamin simpanan uang pihak ketiga yang terdaftar pada Bank
Terjamin atas nama perorangan, perkumpulan, dan badan-badan
lainnya, kecuali simpanan, giro, deposito dan tabungan milik
Pemerintah dan Bank

- Memungut permijaminan

- Bertindak sebagai pengampu dan/atau likuidator.

Adapun jumlah yang dijamin terbatas, yakni setinggi-tingginya
Rp.1.000.000 '*¢ tetapi dewan moneter dapat mengubah jumlah
besarnya yang dijamin tersebut, sedangkan premi jaminan ditentukan
5 per mil/tahun dengan diperhitungkan terhadap seluruh jumlah
simpanan pada bank terjamin '*/. Penyelenggaraan lembaga asuransi
deposito sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34
Tahun 1973 secara yuridis didasarkan stas ketentuan Pasal 30 Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral dan ketentuan
Pasal 31 Ayat (1] Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-

143, p graturan Pemerintah No. 36 tahun 1973 tentang Jaminan Simpanan Uang Pada Bank, 22 Agustus 1973, Pembukan poin a
V4. it Pasal 2.

V45, 1bd Pasal & ayat (1],

146, 04 Pasal & ayat 2],

V47 i5id Pasal & ayat 3],
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Pokok Perbankan. Kegiatan lembaga penjaminan tersebut ternyata
tidak efektif pelaksanaannya. Untuk itu, keberadaan lembaga tersebut
tidak dilanjutkan dengan tidak dicantumkannya dalam Undang-Undang
Noemor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Sehingga ketika terjadi
likuidasi empat belas bank pada bulan November 1997 tidak dapat
diselesaikan oleh suatulembaga penjamin.

Hal demikian disadari oleh pemerintah dan menjadi latar belakang
dilakukannya pembayaran uang nasabah dari bank yang terlikuidasi,
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang
Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum. Tindakan ini
merupakan tindakan pemerintah yang bersifat cash pragram, ditujukan
untuk menghindarkan semakin buruknya perekonomian nasional.
Penjaminan pembayaran dans nasabah sebagaimana diatur dalam
keputusan presiden tersebut bersifat sementara hanya berlangsung
sampai 26 Januari2000.

Untuk menunjang maksud dari Keppres tersebut, maka pemerintah

membentuk perusahaan perseroan [persero] di bidang penjaminan

kewajiban bank sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 53 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Negara Republik

Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero| di Bidang

Penjaminan Kewajiban Bank tanggal 22 April 1998. Maksud dan tujuan

dari didirikannya perusahaan tersebut, yaitu untuk menyelenggarakan

148:

1. Penjaminansimpanan masyarakat pada bank;

2. Penjaminankewajiban bank lainnya diluar simpanan;

3. Pemupukankeuntungan untuk meningkatkan nilaiperusahaan;

4. Usaha-usaha lain yang menunjang kegiatan dalam rangka
penjaminan

18, peraturan Pamerintah Nomar 53 tahun 1998 tentang Penyertaan Meodal Negara Republik indenesia untuk Pendirian
Perusahaan Persercan [Parsero| di Bidang Penjaminan Kewajiban Bank, Pasal 2
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Walau maksud dan tujuan pendirian Persere ini sesuai dengan cita-cita
masyarakat Indonesia, namun akhirnya gerak dan kegiatan usaha dari
perserotersebut tidaklah efektif,

Sejalan dengan program perubahan Undang-Undang Nomar 7 Tahun

1992 tentang Perbankan dan dilandasi kesadaran begitu pentingnya

sandaran hukum mengenai Lembaga Penjamin Simpanan maka pada

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengatur adanya kewajiban

setiap bank untuk menjamin dana masyarakat. Adapun ketentuan

terkait kewajiban penjaminan dana tersebut, meliputi '4%:

1. Kewajiban bagi setiap bank untuk menjamin dana masyarakat
yang disimpan pada bank yang bersangkutan dengan pembentukan
Lembaga Penjamin Simpanan yang berbentuk badan hukum
Indonesia.

2. Mekanisme penjaminan dana masyarakat dan kelembagaannya
akandiatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

La ngkah—langkahpenjaminanolehpemerinlahdenganmode!peniaminan
seluruh kewajiban bank, seperti yang dilakukan oleh pemerintah pada
saat lalu, sudah tidak dapat dilaksanakan. Akhirnya pada tahun 2004
dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan berdasarkan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, yang
kemudian ditindaklanjuti dengan disahkannya Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 2005 tentang Modal Awal Lembaga Penjamin Simpanan
dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005 tentang penjaminan
Simpanan Nasabah Bank Bedasarkan Prinsip Syariah. Lembaga
Penjamin Simpanan merupakan badan hukum independen, transparan
dan akuntabel yang bertanggung jawab langsung kepada presiden ',
Fungsidari Lembaga Penjamin Simpananiniadalah menjamin simpanan
nasabah dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan

LY, UU Perbankan, Op. Cit., Pasal 378.
150. ndang-Undang Nemor 24 tahun 2004 tentang Lermbaga Penjamin Simpanan, Pasal 2 ayat (2] dan 3l
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nasional, sesuai kewenangannya '*'.
Menurut fungsinyaini, LPS punya 3 [tigal tugas, yakni 152,
|.Merumuskandan menetapkan kebijakandalam rangka pemeliharaan
stabilitas perbankan.
2.  Merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan
penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik.
3. Melakeanakan penanganan bank gagalyang berdampak sistemik.

Untuk itu, drangka melaksankan fungsi dan tugasnya Lembaga
Penjamin Simpanan berwenang untuk 130

1. Menetapkandan memungut premipenjaminan

2. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali
menjadi peserta

3. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS
Mendapatkan data simpanan nasabah, date kesehatan, laporan
keuangan bank dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak
melanggar kerahasiaan bank

5. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data
simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank,
dan laporan hasil pemeriksaan bank

4. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim
Menunjuk, menguasakan, dan/atau menugaskan pihak lain untuk
bertindak bagi kepentingan dan /atau atas nama LPS, guna
melaksanakansebagiantugastertent

8. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang
penjaminan simpanan; dan

9. Menjatuhkansanksiadministratif.

Selain kewenangan di atas, Lembaga Penjamin Simpanan juga dapat
151 1bid Pasal .

V52 1bid Pasal § ayat (21,
183. 1big Pasal 6 ayat (1).
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melakukhn penyelesaiandan penanganan bank gagal, yaitu meliputi '%

1. Mengambilalih dan menjalankan segala hak dan wewenang
pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS

2. Menguasai dan mengelola aset dan kewajiban bank gagal yang
diselamatkan

3. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, danfatau mengubah
setiap kontrak yang mengikatbank gagal yang diselamatkandengan
pihak ketiga yang merugikan bank

4. Menjualdan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur
dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur.

Kewenangan yang dimiliki Lembaga Penjamin Simpanan tersebut
dimaksudkan agar LPS dapat melakukan pemberesan aset dan
kewajiban dari bank yang dicabut izinnya oleh Lembaga Pengawas
Perbankanluntuksaatinioleh Bankindonesial. Kewenangan melakukan
pemberesan aset dan kewajiban dimaksudkan untuk memaksimalkan
pengembalian [recoveryl dana penjaminan. Di samping itu, dengan
kewenangan tersebut LPS juga dapat melakukan pengelolaan dan
pengurusan bank yang diputuskan untuk diselamatkan.

Beberapa cara usaha pelaksanaan bank dalam mengatasi likuidasi

antaralain 155 .

1. Merger
Cara ini dimaksudkan adalah sebagai suatu "fusi” atau "absorpsi”
dari suatu benda atau hak kepada benda atau hak lainnya. Undang-
Undang Perseroan Terbatas menggunakan istilah "penggabungan”
untuk pengertian merger ini. Secara umum merger biasa dilakukan

oleh suatu subyek yang kurang penting dengan subjek lain yang

196, 1bid Pasal & syat (2,
195 Munir Fuady.. Hukum Perbankan Modern Buku Kesatu dan Kedua, Bandung, Citra Aditya Bakti. 200, him.35.
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lebih penting. Subjek yang kurang penting tersebut kemudian

membubarkan diri.

2. Akuisisi

Akuisisi merupakan perbuatan memiliki harta benda tertentu.
Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas menggunakan istilah
“pengambilalihan™ untuk pengertian akuisisi ini. Adapun yang
dimaksudkan akuisisi dalam hubungannya dengan perusahaan bank
adalah suatu pengambilatihan kepentingan pengontrol [controlling
interest]. Kata akuisisi mengandung mekna "memiliki® atau
“mengambilalih” (take over]. Berbeda dengan merger, pada akulsis
tidak ada perusahaan bannk yang melebur ke perusahaan lainnya.
Jadi, setelah terjadi akuisisi, kedua perusahaan bank masih tetap
ada hanya kepemilikannya yang telah berubah.

3. Konsolidasi,

Undang-Undang Perseroan Terbatas menggunakan istilah
“peleburan” untuk pengertian konsolidasi ini. Pranata “konsolidasi
ini kurang populer dalam praktek dan kurang banyak diminati
orang. Konsolidasi adalah suatu proses dimana 2 [dua] atau lebih
perusahaan bank meleburkan diri dan dalam proses tersebut juga
dibentuk suatu perusahaan bank baru, yang mengambil alih aset-
aset dan mengasumsi {mengambil alih) kewajiban dari kedua atau
lebih perusahaan bank yang meleburkan diri tersebut. Konsolidasi
perusahaan bank terjadi jika sebuah perusahaan bank baru dibentuk
untuk mengambil alih net-aset dari 2 [dua) perusahaan bank lainnya
yang telah dikombinasi.

C.Perlindungan Nasabah Terhadap Likuidasi Bank

Perlindungan terhadap nasabah menurut Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 tentang Perbankan, diimplementasikan dengan adanya
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prinsip-Erinsip kehati-hatian pada Pasal 29 ayat (2], (3] dan [4]. Pada

ketentuanini, diatur beberapa poin berikut, antara lain %%

1. Adanya kewajiban bank untuk memelihara tingkat kesehatan bank
sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas
manajemen likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lainyang
berhubungan dengan usaha bank kegiatan usaha sesuai dengan

prinsip kehati-hatian.

2. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip
syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib
menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan
nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

3. Demi kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi
mengenai kemungkinan timbulnya’ risiko kerugian sehubungan

dengan transaksi nasabahyang dilakukannasabah.

Sejalan dengan cita-cita Pasal 29 UU Perbankan tersebut, maka
diperlukan adanya prinsip mengenal nasabah [know your costomer
principle). Prinsip ini penting, sebab seluruh nasabah, apapunjenis dan
transaksi yang dilakukannya, wajib dalam identifikasi bank. Sehingga,
baik bank maupun nasabah sama-sama sadar dan paham akan fungsi

dan kewajiban masing-masing '97.

Ketentuan yeng mengatur mengenai prinsip mengenal nasabah khusus

di bidang perbankan, antara lain sebagai berikut '*:

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang penerapan
prinsip mengenal nasabah sebagaimana telah diubah dengan PBI

No.5/23/2003.
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 tentang Perubahan

156. |1y Parbankan, Op, Cit., Pasal 29 ayat 121, 13] dan 4],

187, Try Widiyona, Aspek Hukum Organisasi Produk Perbankan Simpanan Jasa dan Kredit, Bahlia Indonesiam Bogar, 2008,

him. 77,
198 1pig,
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atau PBI Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal
Nasabah.

3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PB1/2003 tentang Perubahan
kedua atas PBI Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip
Mengenal Nasahah,

4. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/29/PBI/DPNP/2001 tentang
Pedoman Standar Penerapan PrinsipMengenal Nasabah,

5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/23/PB1/2003 tentang Penerapan
Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle) bagi
Bank Perkeriditan Rakyat. -

4. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/32/DPNP/2003 tentang
Perubahan atas SE Bl nomor 3/29/DPNP/2001 tanggal 13 Desember
2004 tentang Pedoman Standar Penerapan Prinsip mengenal
nasabah.

7. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/19/DPBPR/2004 tentang
Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Bank

Perkeriditan Rakyat.

Lebih lanjut lagi mengenai prinsip know your customer, bagi lembaga
keuangan, termasuk bank, wajib melakukan identifikasi terhadap
nasabah. Antara lain mengenai identitas diri dan buktinya, keuangan
serta motiftransaksidan hal-hal lain yang terkait serta diformulasikan
dalam CIF [Customer Identification File] atau file data nasabah yang
disimpan pada bank'®’, Kewajiban identifikasi nasabah ini tidak
dibedakan antara nasabah apapun, apakah nasabah giro, tabungan dan
atau kredit.

Penerimaan nasabah secara garis besar dibagi menjadi dua golongan,
yaitu untuk rekening perorangan dan rekening badan, dengan

persyaratan berkas sebagaiberikut '60:

15%: |bid., him 78.
190 i,
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1.Rekan|‘ng Perorangan

Pada jenis rekening ini, pengisian formulir standar yang ditetapkan

oleh bank sekurang-kurangnya memuathal-halberikut:

- Nama, tempat dan tanggal lahir, alamat serta kewarganegaraan
yang dibuktikan dengan karu tanda penduduk (KTP), SIM atau
paspor dan dilengkapi dengan informasi mengenai alamat tinggal
tetap apabila berbeda dengan paspor, dibuktikan dengan Kartu lzin
menetap Sementara (KIMS/KITAS| atau Kartu lzin Tinggal Tetap
[KITAP]. ;

- Alamat dan norma telpon tempat bekerja yang dilengkapi dengan
keterangan mengenai kegiatan usaha perusahaan /instansi tempat
bekerja.

- Keterangan mengenai pekerjaan dan penghasilan. Dalam hal calon
nasabah tidak memiliki pekerjaan, maka data yang diperlukan
adalah sumber pendapatan

- Keterangan mengenai sumber dan tujuan penggunaan dana.

- Spesimentandatangan,

Untuk calon nasabah yang melakukan pembukaan rekening melalui
telpon, surat-menyurat atau electronic banking wajib melakukan
pertemuan dengan calon nasabah sebelum pembukaan rekening
tersebut. Persyaratan tersebutberlaku juga untuk pembukaan rekening
joint account dan calen nasabah selaku perantara atau pemegang

kuasa dari pihak lain [beneficial owner].

2.Rekening Badan

Pada pembukaan rekening jenis ini, diperlukan informasi yang relevan
sebagaimana halnya prosedur penerimaan nasabah perusahaan,
kecuali lembaga pemerintah, lembaga Internasional dan perwakilan
negara asing. Informasi tersebut meliputi : bukti penugasan atau
kewenangan bertindak; dokumen identitas pengurus yang berwenang
mewakili perusahaan; dokumen identitas pemegang saham pengendali
perusahaan dan pernyataan dari calon nasabah bahwa telah dilakukan
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penelitian terhadap kebenaran identitas maupun sumber dana dari

benefical owner.

Lebihlanjutlagi, secara rinciyang diperlukan bagi sebuah badan usaha
yang tergolong menengah ke bawah [penggolongan diatur oleh direksi
bank yangbersangkutan) untuk mendaftarkan adalah :

- Pengisian data berupa : status hukum dari usaha serta bukti akta
pendirian dan anggaran dasar, izin usaha [ antara lain SIUP, SITU),
nama, sepesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak yang
ditunjuk.alamalperusahaan.nomortelponaan ataunomorfaksimili,
keterangan mengenai sumber dan tujuan penggunaan dana, negara
asal dalam hal perusahaan dimaksud berbentuk badan hukum asing
Bank dapat meminta tambahan dokumen lain dan dapat meminta
informasi kepada calon nasabah mengenai hubungan dengan bank
lain.

Persyaratan tersebut berlaku juga untuk pembukaan rekening joint
account dan calon nasabah selaku perantara atau pemegang kuasa
dari pihak lain [beneficial owner). Dalam hal ini, bank wajib meminta
informasi berkaitan dengan beneficial owner, yang pada prinsipnya
sebagaimana telah diuraikan diatas,

Sedangkan untuk badan usaha yang tergolong menengah ke atas,
terdapatbeberapa uraian datatambahan, yakni:

- Persetujuan dari pejabat bank yang khusus menangani nasabah
besar, yang mempunyai risike tinggi atau yang dimiliki oleh
penyelenggara negara.

- Adanya NPWP [Nomor Pokok Wajib Pajakl bagi nasabah yang
diwajibkan untuk memiliki NPWP, Apabila saat mengajukan
permohonan belum memiliki HPWP, maka calon nasabah wajib
membuat pernyataan bahwa yang bersangkutan merupakan pihak
yang tidak wajib memiiki NPWP. )
Adanys laporan keuangan atau deskripsi bidang usaha yang
mencakup profil pelanggan, alamat tempat kegiatan usaha dan

nomortelpon
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StruRtur manajemen
Dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakili perusahaan
(misalnya KTP, Paspor atau SIM]
Nama, Spesimen tanda tangan dan kuasa/kewenangan bertindak
Keterangan sumber serta penggunaan dana dan tujuan penggunaan
dana.
Persyaratan tersebut berlaku juga untuk pembukaan rekening joint
account dan calen nasabah selaku perantara atay pemegang kuasa
dari pihak lain [benifical owner]. Dalam hal ini, bank wajib meminta
informasi berkaitan dengan benefical owner, yang pada prinsipnya
sebagaimana telah diuraikan diatas

Rekening Lembaga Pemerintah, Lembaga internasional, dan

Perwakilan Negara Asing

Untuk lembaga pemerintah, lembaga internasional dan perwakilan
negara asing wajib mengisi formulir standar yang sekurang-kurangnya

memuat;

Nama dan sepesimen tanda tangan yang harus dibuktikan dengan
identitas berupa KTP, paspor atau SIM.

Surat penunjukan bagi pihak yang berwenang mewakili lembaga
dalam melakukan hubungan usaha dengan bank.
Keteranganmengenaiasalnegaralembagadimaksuddan keterangan
mengenai sumber dan tujuan penggunaan dana apabila diperlukan,
Guna memberikan kemudahan bagi nasabah perbankan dalam
membuat perjanjian dengan bank sebagaimana diamanatkan
oleh, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka bank wajib
menyediakan berbagai jenis formulir, baik dalam bidang dana, jasa

maupun kredit,

Penyediaan formulir oleh bank tersebut menurut UU Perlindungan
Konsumen disebut sebagai klausula baku. Klausula baku adalah setiap
aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan
ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang
dituangkan dalam suatau dokumen dan atau perjanjian yang mengikat
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dan wajib dipenuhi oleh konsumen'®'. Dengan adanya klausula baku,

menurut UU Perlindungan Konsumen dalam kaitannya dengan

perbankan, maka 't

- Terjadi pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.

- Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha
untuk melakukan tindakan sepihak, berkaitan dengan barang yang
dibeli konsumen secaraangsuran.

- Menyatakan tunduknya konsumen pada ketentuan-ketentuan yang
tercantum pada formulir, kebijakan-kebijakan perbankan yang

sudah ada atau yang akan ada di kemudian fari.

Adapun beberapa alasan mengapa bank harus selalu menyediakan
formulir untuk setiap melakukan hubungan hukum dengan nasabah
adalah'®:

1. Untuk mempercepat sistem pelayanan, sebab tidak mungkin setiap
nasabah harus membuat dan menegosiasikan setiap transaksi
dengan bank.

2. Untuk memuat berbagai peraturan penting yang berkaitan dan
berlaku dalam hubungan hukum antara nasabah dangan bank.
Sehingga memudahkan nasabah mengetahui peraturan apa saja dan
mana sajayang berlaku dalam hubungan hukum dengan bank

3. Dengan penyediaan formulir yang dibuat oleh bagian hukum, maka
pegawai lain di kantor cabang dapat dengan mudah menyediakan
formulir tanpa harus berkonsultasi pada bagian hukum. Hal ini
membantu mempercepat pelayanan dan efektivitas prosedur
pendaftaran nasabah.

4. Fungsi bank sebagai intermediary dengan formulir yang dibuat
secara hati-hati tersebut dapat mengamankan dana masyarakat

yang dikelola bank.

161 |14 Parlindungan Kansumen, Op. Cit., Pasal ! poin 10,
182. | inat ibid Pasal 18 ayat [11.
1631 Wiciyano, Aspek Hukum Operasianal Produk Perbankan Simpanan Jasa dan Kredit, Bagor, Gahlia Indanesia. 2008,

him &8.
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L]

Pada hubungan-hubungan hukum tertentu, misalnya dalam hal aplikasi
permohonan pemindahbukuan atau transfer bagi nasabah-nasabah
korporasi(nasabah besar] dimungkinkan bagi nasabah untuk membuat

aplikasi formulir tersendiri, dengan syarat formulir tersebut dapat
diterima oleh bank. Artinya, atas formulir yang dibuat nasabah, bank
berhak untuk menslak penggunaan formulir. Dengan demikian, pada
hakikatnya seluruh formulir yang digunakan dalam hubungan hukum
antara nasabah dengan bank menggunakan formulir yang disediakan

secara sepihak oleh bank 1%,

Secara yuridis formal, dalam membuat suatu perjanjian harus
memenuhi asas perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata,
yaitu sepakat, cakap, mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab
halal. Di samping itu, terdapat asas lain dalam perjanjian, yaitu asas-
asas kesetaraandalam berkontrak. Fenomena kedudukan pelaku usaha
dan konsumen adalah agar terdapat suatu perjanjian yang seimbang
antarkonsumen dan produsen berdasarkan asas kesetaraan berkontrak
[dalam UU Perlindungan Konsumen]. Namun, terdapat beberapa hal
yang mengakibatkan lembaga perbankan tidak dapat menjalankan
ketentuan tersebut, sebab bank memiliki karakteristik yang sedikit

berbeda dengan industrilain.

164 |big.
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PERLINDUNGAN TERHADAP PENGGUNA
KARTU KREDIT DAN ATM

Industri kartu kredit merupakan bentuk jasa perbankan yang cukup
banyak diminati masyarakat Indonesia saat ini. Menurut www.
beritateknologi.com yang ditulis pada bulan April 2011, dalam hal
jumlah pengguna, pada tahun 2011 lalu, tercatat telah mencapai 13,8
juta penggunayang berasal dari 21 bank penerbit. Ini sangat meningkat
dibandingkan dengan angka jumlah pengguna pada tahun 2007 yang
hanya sebesar9,1juta.

Meningkatnya jumlah pengguna ini didukung oleh besaran manfaat
kartu kredit yang dinilai semakin dekat dengan nilai “manfaat” dalam
kehidupan masyarakat, Secara umum, manfaat yang diperoleh apabila
seseorang mempunyai kartu kredit adalah seperti untuk jaminan
atau pembayaran rumah sakit di malam hari, sebagai kartu diskon (di
mana kini, banyak paket-paket diskon yang mensyaratkan pemberian
potongan bagi pengguna kartu kredit bank tertentu), dan masih banyak

keunggulan lainnya.

Tidak hanya fasilitas kartu kredit yang kini banyak diminati oleh
masyarakat, kepemilikan kartu ATM pun banyak diminati oleh karena
efisiensi-efisiensi yang ditawarkan kepada penggunanya. Kartu ATM
ataudikenal puladengan sebutan kartu debit, merupakan kartu khusus
yang diberikan oleh bank kepada pemilik rekening. Kartu ini digunakan
dengan cara transaksi secara elektronis, dengan mengurangi dana
yang tersedia pada rekening secara langsung.

Penyebutan kartu debit, sebenarnya lebih diperuntukan ketika kartu
tersebut digunakan untuk transaksi pembayaran dan pembelanjaan
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non-turfaidengan mesin Electronic Data Capture (EDC). Dalam transaksi
ini, sebagai kartu kredit terkadang dimungkinkan pula persyaratan
otoritasi dengan tanda tangan seperti halnya kartu kredit. Sedangkan
ketika kartu tersebut digunakan untuk transaksi di mesin ATM, maka
kartu tersebut dikenal sebagai Kartu ATM. Baik kartu ATM maupun
kartu debit memiliki batas (limit] transaksi yang tergantung dari jenis
kartu yang dimiliki. Biasanya, batas ini terdiri dari batas jumlah dan
batas frekuensi transaksi, baik untuk penarikan tunai, belanja dan

tranfer.

Peraturan Bank Indonesia melalui Pasal 1 poin 5dan é Peraturan Bank
Indonesia No. 6/30/PB1/2004 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat
Pembayarandengan Menggunakan Kartu juga mendefinisikankartuATM
dan kartu debit dengan penjelasan yang berbeda. Menurut Peraturan
Bank Indonesia, karty ATM difungsikan untuk penarikan tunai serta
untuk pemindahan dana darisatu pihak ke pihaklain.Sedangkan fungsi
kartu kredit digunakan untuk pembayaran atas kewajiban yang timbul
atas kegiatan ekonomi, seperti transaksi belanja, penarikan tunai,
pemindahan dana. Transaksi atas keduanya sama-sama berbentuk
pengurangan secara langsung simpanan pemegang kartu kepada bank/
lembagalainyang me nyelenggarakan penghimpunan danaatasnya.

A.Permasalahan

Baik kartu ATM maupun kartu kredit merupakan bentuk pengembangan
derivatif perbankan. Ketika bank berhadapan dengan pengembangan
sebuahprodukbaru.makabanktersebutharusputamenambahinvestasi
teknologi perbankannya. Suatu hal yang memprihatinkan adalah saat
investasitersebutditakukan.maka bebanbiaya pengembanganinvestasi
akan dibebankan kepada nasabah dengan berbagai jenis cara. Menurut
bank, tujuan peningkatan biaya yang dibebankan kepada konsumen
ini adalah semata-mata untuk meningkatkan fasilitas-fasilitas
pembayaran, yang akhirnya memberikan keuntungan kenyamanan bagi
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nasabah itu sendiri.
Pembebanan biaya kepada masyarakatdapatdilakukandengan ilustrasi

berikut:

Bank X menyelenggarakan program pemberian hadiah kepada nasabah
yang menabung di bank tersebut, dengan klausula ajakan sebagai
berikut “Menangkan undian Rp 10 miliar untuk 1000 orang nasabah
Bank X° atau “Dalam rangka Hari Y Nasional menangkan tabungan
sejumlah Rp 50.000.000 untuk Anda yang melakukan peningkatan saldo

sejumlah xx”

Dengan peningkatan saldo secara masal seperti ilustrasi di atas,
maka bank akan menjaring sejumlah dana segar dari nasabah. Ajakan
ini diimbangi dengan iming-iming hadiah atau penambahan saldo
tabungan. Melalui penghimpunan dana secara masal ini, akhirnya
terkumpullah biaya untuk menutupi investasi-investasi teknologi
sepertiyang diuraikan sebelumnya.

1. Kartu ATM

Penggunaan kartu ATM sudah tidak hanya menjadi produk ban-bank
besar nasional, namun juga sejumlah Bank Pembangunan Daerah.
Perluasan jaringan adalah salah satu fasilitas yang ditawarkan bank
untuk penambahan jumlah pengguna kartu ATM. Misalnya, pada saat
masyarakat sedang tenggetam dalam suasana mudik Idhul Fitri, bank
menawarkan luasnya jaringan ATM suatu bank di berbagai daerah dan
layanan mesin ATM 24 jam. Tawaran ini sangat cocok dengan kondisi
masyarakat Indonesia yang sarat dengan urbanisasi, serta asal daerah
yang sangat beragam, di mana didukung pula oleh kondisi geografis
yang menyulitkan masyarakat untuk mencairkan dana ke cabang

sebuah bank secaralangsung.
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Kedulitan bank dalam menyediakan mesin-mesin ATM tersebut diatasi
dengan sistem ATM Link yang menghubungkan beberapa bank yang
berbeda dalam satu mesin ATM. Namun konsekuensinya, kembali
ditanggung oleh nasabah, yakni dikenakannya biaya tambahan (chargel
atas transaksi tersebut. Informasi dikenakannya biaya tambahan
tersebut seringkali tidak terinformasikan dengan baik kepada nasabah.

Penawaran penggunaan kartu ATM yang sebenarnya merupakan
fasilitas tambahan dari bank kepada nasabahnya, seringkali berujung
pulapadahalyang negatif yakni ;pemaksaan.cﬁntohnya, pada sebuah
bank di salah satu kota kecil di Indonesia yang melakukan pemberian
tambahan biaya administrasi pada jumlah penarikan di bawah nominal
tertentu, jika nasabahnya melakukan transaksi langsung dengan teller.
Namun tidak pada penarikan menggunakan mesin ATM.

Padahal, banyak dari nasabah bank cabang tersebut belum memiliki
kartu ATM saat kebijakan tersebut diumumkan. Permasalahan lain
adalah berkaitan dengan pembobolan rekening tabungan yang kini
seringkali hidup dalam masya rakat. Ketidaksempurnaan sistem dalam
mesin tersebut, menyebabkan pihak-pihak lain yang bertujuan negatif
mudah memanfaatkannya untuk membobol. Menurut data, sedikitnya
10.000 ATM di Indonesia belum melakukan pembaharuan program atas
mesin [software upgrading] sehingga rawan diterobos oleh hacker.

Data ini dikemukakan oleh Bisnis Indenesia, tanggal 30 Januari 2004.
Belum lagi ancaman seranganvirus bagi mesin ATM yang menggunakan
operasi windows, menurut Majalah Pelangi terbitan PLN Disjaya,
semakin membahayakan nasabah dalam melakukan transaksi pada

mesin ATM.

2, Kartu Kredit
Kartu kredit berdasarkan Pasal 1 poin 4 Peraturan Bank Indonesia No.
6/30/PBI/2004 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran
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dengan Menggunakan Kartu, didefinisikan sebagai alat pembayaran
dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk mebayar
kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Termasuk
transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, di
mana kewajiban pemegang kartu dipenuhiterlebih dahuluoleh Penerbit
[Acquirer). Untuk itu pemegang kartu kredit berkewajiban melunasi
kewajiban pembayaran sesuai waktu yang disepakati. Baik berupa
pembayaransecara sekaligus maupundengan cara mengangsur.
Banyak media promosi kartu kredit, seperti brosur, iklan di media
cetak, televisi, website dan bentuk-bentuk media promosi lainnya
dimanfaatkan para pelaku usaha untuk mendorong peningkatan
jumlah pemegang kartu kredit. Sebab semakin banyak kartu kredit
diterbitkan, maka semakin banyak pula penyaluran dana bank untuk

kredit konsumen [consumer credit].

Jumlah kartu kredit yang beredar di Indonesia sudah mencapai 14.7
kartu menurut www.metrotvnews.com. Ini bukan berarti terdapat
jumlah yang sama dalam hal jumlah nasabah, namun banyak dari
nasabahyang memegang lebih darisatukartu kredit. Banyaknya jumlah
kartu kredit yang tersebar sayangnya diikuti pula dengan tingginya
ragam dan jumlah permasalahan kartu kredit yang diadukan nasabah.
Mulai dari tagihan yang tidak sesuai jumlah, sulitnya nasabah dalam
berhenti menjadi nasabah, penagihan yang menggunakan kekerasan
hingga pembobolan kartu kredit.

Berdasarkan atas pengaduan yang diterima oleh Yayasan Lembaga
Konsumen Indonesia [YLKI] pada sepanjang tahun 2011 lalu, komoditas

perbankan beradadiantaratiga pengaduan tertinggi.

Dalam pengaduan tersebut salah satu isu terbesar adalah isu kartu
kredit. Data Pengaduan Kartu Kredit versi YLKI ini dikumpulkan
berdasarkan Surat Pembaca pada 6 media cetak sebanyak 78 orang,
berdasarkan bidang pengaduan YLKIsebanyak 68 orang dan pengaduan
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Adapun permasalahan yang sering dihadapi oleh nasabah kartu
kredit adalah perilaku buruk para debt collector. salah alamat dalam
hal melakukan penagihan, penyalahgunaan kartu kredit, kesalahan
penagihan dalam hal tanggal, perpanjangan kartu kredit yang terjadi
secara otomatis padahal nasabah telah mengundurkan diri, rincian
tagihan yang tidak juga dikirim, dan permasalahan-parmasal&han

lainnya.

Salah satu kasus yang cukup menarik yang diusung oleh YLKI adalah
berkaitan dengan penagihan kartu kredit, padahal nasabah telah
melaporkan kehilangan. Hal yang cukup janggal adalah saat transaksi
dilakukan oleh pencuri karty kredit tersebut, tercantum tanda tangan
yang berbeda dari pemilik aslinya namun bisa diverifikasi oleh bank.
Selain itu, sekalipun transaksi besarnya di atas 5-10 juta dalam satu
kali transaksi, namun transaksi tersebut tidak dikonfirmasi ulang oleh
pihak bank kepada nasabahnya. Hal ini membuat konsumen dirugikan
dan pengalihan beban tanggung jawab sekuritas dari penggunaan
fasilitas bank (datam hal ini kartu kredit) menjadi tanggung jawab

konsumen.

Administrasi tagihan yang tidak baik, juga mengakibatkan pensiunan
yang sudah menutup Kartu kreditnya pada tahun 2002, namun pada
tahun 2004 masih dikenakan tagihan secara tiba-tiba pada tahun 2004.
Konsumen pun menelepon dan memperoleh penjelasan dari manajemen
bahwa data di komputer telah dihapus. Namun pada bulan berikutnya
konsumen kembali dikejutkan akan tagihan bahwa dirinya terkena
bunga tunggakan oleh karena bulan sebelumnya belum melakukan
pelunasan. Ini cerminan bahwa ba nk-bank yang ada, bukan hanya tidak
siap secara pengadaan fasilitas dan teknologi namun juga kemampuan

administratif, yang akhirnya merugikan nasabah tersebut.
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B. Solusi

Melalui penguraian di atas, dapatdilihat bahwa pilihan untuk transaksi
menggunakan kartu baik kartu debit, kartu ATM maupun kartu kredit
ada di tangan nasabah itu sendiri. Usaha penerbit untuk menjadikan
nasabah menjadi pengguna kartu-kartu tersebut harus disingkapi
dengan cerdas oleh nasabah itu sendiri. Setidaknya, masyarakat kini
harus selalu cermat [ceveat emptor) agar tidak menjadi korban.

Diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia No. 6/30/PB1/2004 tentang
Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan
Kartu yang disahkan tanggal 28 Desember 2004, patut disambut baik
dan menjadi pilar-pilar tersendiri bagi dunia perbankan Indonesia.
Dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut dicantumkan beberapa hal
yang dapat menjadi nilai tambah bagi posisi konsumen di hadapan para
penerbit kartu, sepertibeberapa halberikut:

- Adanya keharusan pemberian kartu kredit yang didasarkan
permohonan tertulis dari calon pernegang kartu {Pasal 15 ayat (1))

- Adanya kewajiban penerapan manajemen risike kredit yang meliputi
minimum usia dan pendapatan calon pemegang kartu, presentase
pembayaran pemegang kartu sebesar 10% dari total tagihan, bates
maksimum kredit serta prodsedur pemberian persetujuan kepada

calon pemegang kartu [Pasal 16 ayat(2})

- Adanya kewajiban bahwa penghitungan bunga dan denda yang timbul
atas transaksi kartu kredit dilakukan berdasarkan ketentuan Bank
Indonesia, baik dalam hal kualitas aktiva produktif maupun standar

akuntansi keuangan [Pasal 18]
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kartu kredit agar bisnis kartu kredit dikelola dengan cermat dan hati-
hati, serta mampu menindaklanjuti pengaduan permohonan/aplikasi

kartu kredit.
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PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM
PERIKLANAN

A. Pentingnya Pengaturan Periklanan

Pada dasarnya, iklan merupakan salah satu alat yang penting dan
digunakanolehperusahaandalammelancarkankomunikaspersuasifnya
terhadap pembeli dan masyarakat yang ditargetkan olehnya. Menurut
David Oughnton dan John Lowry, mengatakan bahwa periklanan adalah
simbol sentral dari komunitas konsumen. Simbol sentral ini terjadi
oleh karena tingginya peran periklanan dalam kapabilitasnya memberi
informasi atas produk yang beredar dalam komunitas konsumen

tersebut!s,

Kebutuhan kensumen akan informasi yang disampaikan pada iklan|ini,
terjadi pada tahap pra-transaksi konsumen'®. Tahap ini merupakan
tahap terpenting dalam tahapan transaksi, sebab tanpa proses pra-
transaksi yang ideal, maka proses tahapan-tahapan berikutnya dapat
terganggu, sehingga konsumen dirugikan. Menurut Yusuf Shofie, iklan
termasukdalamenamsebabpotensialyangdapatmerugikankonsumen,
yakni berkaitan dengan ketidaksesuaian produk dengan informasi yang
diiktankan'®’. Janji memanglah sebuah daya tarik yang mendorong
orang terkonsentrasipadapenayangan iklan, namun janji-janji tersebut
harus didukung oleh kegunaan atau manfaat yang sesuai '8,

Oleh karena pentingnya periklanan dalam masyarakat, tidaklah heran

bahwasannya evolusi baik dalam kuantitas dan kualitas periklan sangat

165, David Oughten, Jhon Lowry, Tha Text Beok on Consumer Law, London, Black Stone Press Limited, 1997, him 81-83
164, Sudaryatme, Hukurm dan Advokasi Konsumen, Bandunag, Citra Aditya Bakti, 1999, hlm 57-59.

167 Yusuf Shofie, Pelaku Usaha, Kensumen dan Tindak Pidana Horupsi, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002, him 107.

168. Zoemrotin Soesil, Iklan Menyimpang dan Pertindungan Konsumen, Kumpulan Tulisan dalam Adrianus Meliala, Jakarta,

Sinar Harapan, 1993, hlm 6.
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drastis dari tahun ke tahun. Tingginya evolusi iklan ini juga didukung
oleh pengetahuan dan teknlogi yang semakin bermetamorfosis
sehingga media yang digunkan untuk menyajikan iklan pun semakin

menarik dan inovatif.

Di Indonesia, peningkatan bisnis periklanan mulai tampak pada belanja
iklan satu dasawarsa terakhir, yang mana pada tahun 2004 pendapatan
iklan nasional melonjak menjadi Rp 20 triliun. Pelonjakan ini terkait
dengan banyaknya potensi pasar Indonesia yang _belum dan seang
digarap, mellhattlnggmyajumlah penduduk dan kondisi geogratis.

Pelonjakan potensi pasar di atas, juga sayangnya diiringi oleh realitas

lemahnya kedudukan konsumen dalam hal penyampaian iklan yang

menyesatkan. Hal ini merupakan kewajiban negara terhadap setiap

warga negaranya untuk melindunginya dari perbuatan, ancaman,

gangguan yang dapat menimbulkan kerugian. Untuk itu, pemerintah

meletakkan prinsip perlindungan konsumen, antara lain L

- Prinsip bahwa konsumen adalah pemakai, pengguna atau pemanfaat
barang jasa yang perludiberikan perlindungan hukum

- Prinsip bahwa konsumen merupakan penentu kelangsungan dan
pertumbuhan usaha

- Prinslpkesetaraankedudukankansumendenganpelakuusaha

- Prinsip perlunyapemberdayaan potensikonsumen

- Prinsip bahwasannya konsumen sebagai subyek bukan obyek yang

dapat dieksploitasi secara sepihak.

Melihat dari prespektif konsumen, berkaitan dengan pengaturan
kegiatan periklanan, terdapat tiga manfaat yang akan diperoleh
kensumen dalam beriklan, yakni '™:

- Alternasi pilihan konsumen lebih baik, dengan didapatkannya

informasi yang sehat, mendidik, banyak dan jujur dipasaran.

149, Dedi Harianto, Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Iklan yang Menyesatian, Bogor, Ghatia, 2010, him 10.
170 jpid him 30-31
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- Dengan adanya kerinduan konsumen untuk mendapatkan informasi
yang lebih baik, maka produk akan cenderung mengalami perbaikan.
Hal ini merupakan respon perubahan kebutuhan dan preferensi
konsumen.

- Penurunan harga akibat kurangnya kekuatan informasi pasar yang
sehat. Pelaku usaha akan memberikan harga yang sesuai dengan

kualitas produk yang dijajakan.
B.Periklanandan Perlindungan Konsumen diIndonesia

1. Gambaran Umum

Iklan menurut beberapa ahli dan sumber pustaka, dapat didefinisikan

sebagai berikut:

- MenurutBlack’'s Law Dictionary merupakan '

o The action of drawing the public's attention to something to
promote its sale.
o Thebusiness of producing and circulating advertisement.

- Menurut Zumrotin K. Susilo didefinisikan sebagai pengenalan atau
penyebarluasaninformasi atas suatu barang atau jasa guna menarik
minat beli konsumen terhadap barang atau jasa yang akan dan
sedang diperdagangkan melalui media cetak atau elektronik 72

- Menurut William Wells, Jhon Burnet dan Sandra Moriarty, terdapat
enamunsuriklan,yakniiklansebagaibentuk komunikasi, identifikasi
sponsor pemrakarsa iklan, bujukan atau pengaruh untuk melakukan
sesuatu, penyampaian pesan dengan berbagai media masa, wujud
penyampaianinformasi kepada konsumen potensial yang cukup luas

danpenggunaan komunikasi masal dalam penyampaian pesan '73,

Periklanan nasional berkembang sebagai kekuatan digdaya, baik dalam

perolehan manfaat dari perkembangan perekonomian dunia, maupun

7" Bryan A Garner, 0p. Gt, im 50 -

172 Zumratin K Susilo, Penyambung Lidah Konsumen, Jakarta, YLKI dan Puspa Swara, 1994, him 3,

173 William Walls, John Burnet, Sandra Moriarly, Advertising Principla and Practice : Fifth Edition, New Jarsey, Prentice
Hail Inc., 2000, him é.
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untuk nfengimbangi pengaruh negatif yang timbul, akibat gesekan
antar budaya. Sebab pada dasarnya, periklanan merupakan bentuk
ketentuan hukum yang membutuhkan upaya penegakan atasnya.

Keberadaan pengaturan periklanan dalam struktur perlindungan
konsumen di Indonesia, meliputi dalam cakupan privat [terdiri dari
hukum perdata, adat dan dagang), serta cakupan publik (terdiri dari
hukum administrasi, pidana, perdata internasional dan hukum acara

pidana/perdata)’’.

Pada KUHPerdata dan KUHD tidak diberikan pengertian kaidah-kaidah
khusus tentang periklanan. Sebab iklan sangat terkait dengan kegiatan
yang baru berkembang dewasa ini, setelah globalisasi perdagangan
antar negara terusung di Indonesia'”. Adapun beberapa pasal acuan
yang dapat digunakan sebagai dasar hukum periklanan adalah Pasal
1320, 1338 dan 1345. Serta 1367, 1372-1380, 1473, 1474, 1491, 1501,
1504, 1601, 1602 dan 1604 KUHPerdata. Pasal-pasal tersebut berkaitan
dengan dasar tuntutan untuk minta pertanggungjawaban periklanan.

Untuk itu, dibutuhkan tata krama dan tata cara periklanan di Indonesia

dengan perangkat-perangkat hukum positif, yakni:

a. UU Perlindungan Konsumen'”
Dalam mengatur tentang periklanan, UU Perlindungan Konsumen
memuat dalam tujuan serta hak-kewajiban konsumen dalam
memberikan perlindungan kepastian hukum bagi konsumen untuk
memberi informasi yang benar, jelas dan jujur. Di mana salah satu
bentuk pemberian informasi adalah melalui iklan, di mana tujuan
dan fungsinya adalah demi mempromosikan produk sehingga

konsumen terpengaruh untuk membeli dan menggunakan produk.

194, Dedi Harianto, Op. Cit,, him 32

V75 i hm 34
176 U Perlindungan Konsumen, O. Cit.
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Berkaitan dengan pengaturan mengenai periklanan, dalam
UU Perlindungan Konsumen ini diatur mengenai syarat-syarat
dan bentuk-bentuk iklan. Sebagai konsekuensinya, UU PK
juga memberikan sanksi bagi pelaku usaha yang melakukan
pelanggarannya atasnya dengan 2 [dua) jenis sanksi, yakni
administratif dan pidana.
b. Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers '’
Berkaitan dengan periklanan, adalah terkait peran pers dalam
memenuhi pengetahuan kebutuhan konsumen, yang salah satunya
adalah melalui iklan. Untuk itu, iklan yang ditayangkan harus
tepat, akurat dan benar. Yakni dengan larangan memuat iklan
yang merendahkan martabat dan kerukunan hidup umat beragama,
bertentangan dengan kesusilaan, memuat iklan minuman keras,
narkotika, psikotropika dan zat aditif serta memuat iklan peragaan

danf/atau penggunaan rokok.

¢. Undang-Undang No. 24 tahun 1997 tentang Penyiaran 178

Penyiaran merupakan media atau lembaga tempat bagaimanan
periklan dapat dilakukan, agar iklan tersebut mampu diterima oleh
masyarakat. Fungsi penyiaran bagi konsumennya adalah sebagai
media informasi dan penerangan, pendidikan dan hiburan, dengan
ditunjang dengan bidang-bidang kehidupan masyarakat seperti
ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan dan

keamanan.
Dalam UU Penyiaran ini, dikenal 2 [dua] jenis iklan, yakni iklan
niaga dan layanan masyarakat. Pada iklan niaga, terdapat beberapa
larangan-larangan yang dibatasi oleh UU, seperti berkaitan dengan
promosi agama, politik, pribadi, golongan atau kelompok, promosi

172, Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 1999 tentang Pers.
L Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 tahun 1997 tentang Pemyiaran.
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meny‘esatkan atau palsu, iklan minuman keras atau rokek atau
zat adiktif, hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan dalam

masyarakat serta eksploitasi anak di bawah 18 tahun.

d. Unda'ng-Undang No. 7 tahun 1996 tentang Pangan jo. Peraturan
Pemerintah No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan 17

Kaitan periklanan dengan UU Pangan ini adalah berkaitan dengan
label dan iklan pangan yang diatur lebih rinci-dalam Peraturan
Pemerintah. Secara garis besar, syarat-syarat periklanan produk
pangan adalah berkaitan dengan larangan diskredit produk pangan
lain, menampilkan anak di bawah lima tahun kecualimemang produk
tersebut diperuntukkan bagi anak usia tersebut, produk berbahaya
dan mengganggu pertumbuhan anak-anak, iklan yang diperuntukan
bagi bayi di bawah satu tahun kecuali mendapat persetujuan Menteri

Kesehatan.

o. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok

bagi Kesehatan'™®

Iklan rokok, menurut PP Pengamanan Rokok bagi Kesehatan
ini haruslah merupakan kegiatan untuk memperkenalkan,
memasyarakatkan dan/atau memproduksikan rokok dengan atau

tanpa imbalan kepada masyarakat, dengan tujuan mempengaruhi

konsumen mempergunan rokok yang ditawarkan tersebut .'¥

Sedangkan label rokek, merupakan keterangan mengenai rokok,

baik berbentuk gambar maupun tulisan dan ditempatkan pada

bagian kemasan rokok "%,

179, Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1994 tentang Pangan jo. Peraturan Pemenniah Republik indanesia No.

&9 tahun 1999 tentang Label dan lklan Pangan
180. b aturan Pemnerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan

181. pgraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan Pasal 1 poin &
182 1nig pasal 1 poin 7.
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Selainmencantumkan label peringatan bahaya rokok bagi kesehatan
pada bungkus rokeok, terdapat pula larangan materi iklan rokok,
yaknisebagai berikut :

- Merangsang atau menyarankan orang untuk merokok.

- Menggambarkan atau menyzsrankan memberikan manfaat pada
penggunaan rokok.

- Memperagakanataumenggambarkan rokok atau sedang merokok
atauyang bermaksud pada orang yang sedang merokok I

- Mencantumkan gambaran teritang pemakaian rokok bagi anak
atau wanita hamil ’

- Mencantumkan bahwa produk tersebut adalah rokaok.

f. Keputusan Menteri Kesehatan No. 368/Men.Jes/SK/IV/1994 tentang
Pedoman Periklanan Obat Bebas, Obat Tradisional, Alat Kesehatan,
Kosmetika, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Makanan-

Minuman

Namun, adapun sederet ketentuan yang terkait periklanan dilndonesia,
namun hingga saat ini belum terdapat ketentuan yang secara khusus
mendefinisikan dan mengatur iklan. Namun secara umum, dapat
disimpulkan bahwa iklan adalah segalabentuk promosiyang ditunjukan
untuk memperbesar penjualan produk, dengan cara memberikan pesan
kepada masyarakat, dengan menggunakan media yang dikemas dengan

cara-caratertentu.

Dalam deretan ketentuan di atas, seringkali istilah iklan disamakan
dengan promosi. Hal ini dapat melahirkan presepsi bahwa iklan sama
pengertiannya dengan promosi. Padahal iklan sebenarnya merupakan
salah satu bentuk promosi, yang mana oleh karena bentuk, tujuan dan

fungsinyadigolongkan sebagai salah satu bentuk promosi 1%,

183. 1bid htm 104,
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2, Pertanggungjawaban Pelaku Usaha
Dalamhaliklanberpotensimenimbulkan kerugianbagi masyarakatpada
umumnya dan konsumen pada khususnya, maka perlu dipertimbangkan
pentingnya realisasi pertanggungjawaban pelaku usaha atas perilaku
merugikan tersebut. Secara garis besar, pertanggungjawaban pelaku
uszhainibisa muncul terkait dengan 2 {dua) hal berikut, yaity '8

1. Informasi produk yang disajikan melalui iklan tidak sesuai dengan

kenyataan yang sebenarnya.
2. Menyangkut kreativitas perusahaan periklanan dan/atau media

periklananternyata bertentangan denganasas-asas etik periklanan,

Datam UU Perlindungan Konsumen, berkaitan dengan tanggung jawab
pelaku usaha memberikan konsekuensi bagi pelaku usaha untuk
memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian
konsumen akibat mengkonsumsi barang jasa yang diperdagangkan "85,
Sedangkan pada PP Label dan lklan Pangan, dirinci bahwasannya
tanggung jawab pelaku usaha meliputi penerbit, pencetak, pemegang
izin siaran radio atau televisi, agen atau medium lainnya yang
menyebarkan iklan. Pertanggungjawaban ini terjadi, kecuali ybs telah
mengambil tindakan meneliti kebenaran isi iklan tersebut '®®. Atau pada
prakteknya, jika terjadi pada media, maka media terbut telah berusaha

melakukan sensoratasnya.

Olehkarenaditayangkannyaiklan ini melibatkan banyaknys pihak, maka
ini menjadi kendala tersendiri, antara lain perihal tumpang tindihnya
kewenangan masing-masing departemen atau instansi yang terkait
serta kurangnya koordinasi antar departemen. Hal ini menimbulkan
permasalahan dalam penentuan besaran pertanggungjawaban

pelaku usaha, dilihat dari posisi masing-masing departemen dalam

184 yysuf Shofie, “Sistem Tanggung Jawab dalam Periklanan”, Hukum dan Pembangunan, No. 2 tahun XXV1, Apri 1994, him
142,

185y Periindungan Konsumen, Op. Cit.., Pasal 19 ayat (1],

188: 5P Label Ikian dan Pangan, Op. Cit,, Pasal 45 ayat [2].
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proses pembuatan iklan hingga terjadi penyesatan informasi kepada
konsumen'?’,

Menurut Haris Budi, Senior Art Director BBDO Komunika, dalam
membuat iklan memang dibutuhkan proses yang panjang hingga
akhirnya iklan siap tayang'®®. Dalam pembuatan iklan, biasanya
pengiklan sebagai pemilik produk yang dibuatnya akan menghubungi
beberapa perusahaan periklanan. Kedua belah pihak ini lalu bertemu
untuk menentukan tema dan elemen-elemen lain yang detil dan
terkait dengan iklan, Apabila keduanya cocok maka keduanya sepakat
untuk menuangkannya dalam kontrak keagenan atau dikenal dengan
istilah agency contract'®. Kontrak keagenan inilah yang menjadi
panduan dalam naskah cerita'*® dariiklan yang dbuat, baru kemudian
dikosultasikan kepada pengiklan untuk penyempurnaan lebih lanjut.
Proses selanjutnya adalah perusahaan tersebut menghubungi
production house untuk merealisasikannya menjadi iklan. Setelah
film iklan tersebut rampung, maka selanjutnya ditentukan media iklan
yang dipergunakan, baik dengan perantaraan perusahaan periklanan
maupundipilih cleh pengiklan secara langsung.

Dalam ilustrasi pembuatan iklan di atas, terdapat beberapa elemen
yang sangat penting terkait pertanggungjawaban pelaku usaha, yakni:

1. Agency contract. Keberadaan kontrak ini membentuk suatu
hubungan hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak
serta pertanggungjawaban hasil karya perusahaan iklan itu dengan
pengiklan. Untuk itu, baik hak dan kewajiban yang terkait harus
tunduk terhadap ketentuan UU Perlindungan Konsumen dan syarat

sahnya perjanjian menurut KUHPerdata.

2. Banyaknya pihak yang dilibatkan dalam proses pembuatan

iklan, menyebabkan diperlukannya prinsip kehati-hatian dalam
182 Ded Haranto, Op. Cit, him 201,
128 “Ngulik Dunia lklan Yuk!", www.republika.co.id.
189: edi Haria nto, Op. Cit., him 204.
190, Agustrajanto, Copyrwriting : Seni Mengasah Kreativitas dan Memahami Bahasa iklan, Bandung, PT Remaja Rosdakarya,
2002, him 23,
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menganalisa siapa yang harus bertanggung jawab dan besaran
pembebanan tanggung jawab pada pihak-pihak terkait'?'. Berikut
adalah panduan dalam menentukan besaran tanggung jawab pelaku

usaha periklan, antara lain %%

- Produsen, jika iklan yang ditayangkan adalah permintaan produsen,
baik bentuk maupun isinya, sehingga biro iklan dan media iklan
hanya bersifat pasif.

- Biroiklan, jika produsen dan media iklan pasif, sedangkan biro iklan
yang mendesain bentuk termasuk isinya. Ini juga harus dibuktikan
adanya penyerahan tanggung jawab dari produsen kepada biro iklan.

- Media iklan, jika dalam mengiklankan produk, produsen dan biro
iklan telah menetapkan bentuk dan isl iklan, namun dalam proses
penayanganterjadi perubahantanpa pengetahuan dua pihaklainnya.

Selain kajian analisa di atas, UU Pers misalnya telah menentukan
kewajiban media iklan untuk melakukan kontrolisasi terhadap iklan

yangditayangkan, Begitu pula pada UU Penyiaran.

Secara umum, adapun pertanggungjawaban pelaku usaha digolongkan
menjadi dua kajian, perdata dan pidana, dengan uraian sebagai
berikut:

1. Tanggung jawab perdata
Tanggung jawab ini muncul oleh karena didasarkan oleh beberapa
halyakni'?:

- Pertanggungjawaban kontraktual
Pertanggungjawaban ini lahir atas dasar kontrak yang menjadi
landasan hukum lahirnya hak dan tanggung jawab antara pelaku
usaha dan kensumen. Berdasarkanprinsipthe privity of contract,
pelaku usaha hanya berkewajiban untuk bertanggungjawab saat
sudah terjadi hubungan kontraktual dengan konsumen dan

AL Shidarta, Hukum Perlindungan Kensumen Indonesia, Jakarta, PT Grasindo, 2000, him LTS
192, Lamtasim Dasustra, "iklan Sumber Informasi yang Benar stau Menyesatkan”, Tempo, 31 Agustus 2004

193. B egi Harianto, Op. Cit, hlm 212
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memang nyata-nyata diperjanjikan dengan klausula-klausula
yang tercantum dalam perjanjian yang sudah disepakati.

- Pertanggungjawaban produk

Menurt Agnes M. Toar, tanggung jawab produk merupakan
tanggung jawab produsen atas produk yang dibawanya dalam
peredaran, yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian
bagi konsumen, oleh karena cacat yang melekat pada produk
tersebut'® Rusaknya produk ini bisa terjadi pada proses
manufacturing maupun saat pemasaran dilakukan. Akibat dari
cacat produk ini adalah dengan tidak sesuainya janji iklan
dengan kualitas produk yang didapatkannya.

- Pertanggungjawaban profesional
Pertanggungjawaban jenis ini dapat terjadi kepada pelaku usaha
berupa produk yang berupa jesa, baik jasa yang menjanjikan
sesuatulresultanverbintenislmaupunjasayang memperjanjikan
untuk mengupayakan sesuatu [inspanningverbintenis) "5,

2.Tanggung jawab pidana

194,
195,

Tanggung jawab yang lahir secara pidana diatur dalam UU
Perlindungan Konsumen, baik dalam hal tindakan apa saja yang
dapat dikenakan tanggung jawab pidana maupun besaran sanksi
yangdapatdikenakan,

Shidarta, Op. Cit., him 45,
Ibid hirm &7.
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PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN

A.Pembinaan

Demi melaksanakan hal-hal yang dimaksudkan pada UU Perlindungan
Konsumen, diperlukan pembinaan kepada masyarakat. Untuk
merealisasikannya, Menteri terkait perlindungan konsumen melalui
Pasal29 UUPerlindungan Konsumenbertanggungjawab atas pembinaan

penyelenggaraan perlindungan konsumen '%,

Adanya keterlibatan pemerintah dalam penyelenggara pembinaan
perlindungan konsumen, didasarkan pada amanah Pembukaan UUD
1945, bahwasannya kehadiran negara adalah demi menyejahterakan
rakyat. Amanah ini kemudian dijabarkan pada Garis-Garis Besar
Haluan Negara 1983 yang menyebutkan bahwa pembangunan nasional
dan pembangunan ekonomi haruslah menguntungkan kensumen. Hal
ini dijabarkan kembali pada GBHN 1988, dengan disebutkan bahwa
pembangnan ekonomi di Indonesia harus menjamin kepentingan
konsumen. Lalu, GBHN 1993 menguraikan tentang keharusan

pembangunan ekonomi dalam melindungkan konsumen.

Pembinaan pemerintah yang dimaksudkan oleh UU Perlindungan
Konsumen pada dasarnya menyangkut penjaminan terlindunginya
hak konsumen dan pelaku usaha, serta dilaksanakannya kewajiban-

kewajiban pelaku usaha dan konsumen,

156 ahmadi Miru, Op. Cit., him 180
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Untuk %tu, beberapa hal yang berkenaan dengan tujuan upaya
7,

penyelenggaraan pembinaan, antara tain ¥
- Demi terciptanya iklim usaha dengan tumbuhnya hubungan yang sehat
antara pelaku usaha dan konsumen. Tujuan ini dapat direalisasikan

dengan:

o Penyusunan kebijakan yang suportif, cukup melindungi
konsumen namun juga tidak merugikan pelaku usaha sehingga
menghambat berkembangnya badan-badan usaha.

o Pemasyarakatan peraturan dan informasi kepada masyarakat
(baik dalam posisinya sebagai konsumen maupun pelaku usahal
secara efektif.

o Peningkatan pemberdayaan konsumen melalui pendidikan,
pelatihandan keterampilan.

o Peneltian terhadap barang dan/atau jasa (produk-produk] yang

beredar.

- Berkembangnya lembaga-lembaga pertindungan  konsumen
swadaya masyarakatdengancara:

() Pemasyarakatanperaturanperundanganyangterkait.

o Meningkatkan efektivitas dan kinerja badan-badan yang terkait
dengan perlindungan konsumen, seperti Badan Perlindungan
Konsumen Nasional dan Badan penyelesaian Sengketa
Konsumen.Baikdenganmeningkatkansumberdayamanusianya‘

memperbaiki sistem yang adadan hal-hallainyang terkait.

. Demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta
meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang

perlindungan konsumen, berupa:

197, | hat UU Perlindungan Kensumen. Op. Cit., Pasal 29 ayat l4l.
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o Peningkatan kualitas penyidikan.

o Peningkatan kualitas tenaga peneliti dan penguji produk yang
beredar.

o Peningkatan lembaga-lembaga yang menguji mutustandar mutu

barangdan jasa.

Oleh karena tingkat kesadaran masyarakat untuk saling melindungi
dan dilindungi dalam posisinya sebagai konsumen, maka peranan
pemerintah melalui pembinaan dan pendidikan konsumen sangatiah
penting. Adanya tanggung jawab pemerintah ini, dimaksudkan untuk
memberdayakan konsumen agar mampu menyadari dan memperoleh
haknya. Sebab, dengan prinsip ekonomi yang dipegang oleh pelaku-
pelaku usaha belakangan ini, membuat konsumen semakin dalam
posisi yang tidak seimbang. Di sisi lain, menekan posisi pelaku usaha
juga bukanlah upaya yang bijak, sebab berkembangnya usaha- usaha

juga mempengaruhiroda perekonomian negara.
B. Pengawasan

Jika pembinaan perlindungan konsumen dibebankan hanya kepada
pemerintah melalui menteriteknis yang terkait, pengawasan dilakukan
oleh pemerintah [melalui menteri teknis yang terkait) bekerja sama
dengan masyarakat dan embaga perlindungan swadaya masyarakat.
Sebagai wujud kerja sama, pemarintah harus mengedarkan hasil
pengawasan kepada masyarakat agar merealisasi pelaksanaan
pengawasan produk yang beredar di pasaran'’®.Lebih lanjut lagi,
masyarakat yang turut sebagai subyek pengawas perlindungan
konsumendapatmerealisasikanpengawasantersebutdegan penelitian,
pengujian dan survei'’. Baik melalui kelembagaan-kelembagaan

masyarakat maupun pemantauan spontan masyarakat dan inisiatif

18, UU Perlindungan Konsumen, Pasal 30,
1%%- bid Penjelasan Pasal 30 ayat [3],
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untuk melaporkan kepada lembaga yang terkait. Selain itu, partisipasi
masyarakat juga dapat dilakukan dengan memastikan pemuatan

informasi yang jelas tentang penggunaan barang.

Dengan adanya aspek pengawasan pada masyarakat, maka baik posisi
masyarakat sebagai konsumen maupun pelaku usaha, akan memastikan
keberadaan informasi-informasiyang cukup atas produk.

Sebenarnya, jika diteliti lebih dalam, pada Pasal 30 UU Perlindungan
Konsumen ini lebih menugaskan peran masyarakat dan Lembaga
Perlindungan Swadaya Masyarakat dalam Afungsi pengawasan,
dibandingkan dengan pemerintah sendiri. Hal ini dinyatakan dengan
penambahantugas masyarakatdan LPSM yaknimengawasi produk yang
beredar di pasaran?%, Selain itu pada UU Perlindungan Konsumen juga
mengharuskan adanya laporan dari konsumen atas tindakan pelaksana
pemerintah jika tidak sesuai dengan peraturan?®', Unsur keharusan
adanya pelaporaninimencerminkan dibutuhkannya keaktivandanperan
serta serta masyarakatdan LPKSM untuk meninjau kinerja pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2001 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen diuraikan
tentang bentuk pengawasan pemerintah sebaimana yang dimaksud
dalam UU Perlindungan Konsumen, yakni dibutuhkan keaktifan
pemerintah dalam mengawasi pemenuhan standar mutu produksi
produk, pencantuman label dan klausula baku serta adanya pelayanan
purna jual produk [misalnya dengan ketersiadaan suku cadang
dan garansil?®2 Pengawasan ini dilakukan dalam proses produksi,

penawaran, promosi, periklanan dan penjuatan produk W8,

Sedangkan menyangkut pengawasan yang dilakukan masyarakat dan
LPKSM, menurut PP ditentukan bahwa pengawasan ini dilakukan

0 pig Pasal 30 ayat (3]
¥ 1bid Pasal 30 ayat 14l
0% by raturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Feng F lenggaraan Per 5
Bayat 1)
3 11ig Pasal & ayat (2]
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dengancarapengujian, penelitian dan/atau surveiterhadap.harang yang
beredar di pasaran. Lebih lanjut lagi, aspek pengn'\;vasan ini meliputi
pemuatan informasi tentang resiko penggunaan barang, pemasangan
label, pengiklanan dan hal-hal lain yang disyaratkan dalam ketentuan
dan kebiasaan pada praktik dalam dunia usaha 24,

Adapun ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pembinaan
dan pengawasan pemerintah memperjelas kedudukan bidang Hukum
Perlindungan Koensumen sebagai bidang perekonomian rakyat. Hal ini
membutuhkan keterlibatan pemerintah atasnya.- dengan berdasarkan
asas keseimbangan kepentingan, asas pengawasan publik dan asas

campurtangan negara.
C.Badan Perlindungan Konsumen Nasional [BPKN)

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) didirikan berdasarkan
Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2001 tentang Badan Perlindungan
Konsumen Nasional (PP No.57tahun2001)dalamrangka melaksanakan
ketentuan Pasal 43 UUPK. BPKN beranggotakan 15-25 orang anggota
yang mewakili unsur pemerintah, pelaku usaha, Lembaga Perlindungan
Konsumen Swadaya Masyarakat, akademisi, dan tenaga ahli. Masa
jabatan dari masing-masing anggota termasuk Ketua dan Wakil Ketua
adalah 3 [tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satul kali

masa jabatan berikutnya.

Pada dasarnya, BPKN mempunyai tugas sebagai berikut 2% ;

a. Memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam
rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan
konsumen,

b. Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan

2 \pid Pasal 9 dan 10
Lty Pertindungan Konsumen, Op Cit,, Pasal 34 LUPK dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2001 tentang Badan Perlindungan

Konsumen Nasional, Pasal 3 ayat [2].
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perdndangundanganyangberlakudibidangperlindungankonsumen,
c. Melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang
menyangkut keselamatan konsumen,

d. Mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen

swadaya masyarakat;

e. Menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan
konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada
konsumen,

f. Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari
masyarakat, lembaga pe rlindungan konsumen swadaya masya rakat,

atau pelakuusaha,
g. Melakukan survei yang menya ngkut kebutuhan konsumen.

Adapun tugas-tugas pada uraian di atas antara.lain berdasarkan

fungsi BPKN yakni dalam hal memberikan saran dan pertimbangan
kepada pemerintah dalam pengembangan perlindungan konsumen
di Indonesia?®. Subtansi pada UU Perlindungan Konsumen ini

memperjelas perannya sebagai pemberdayaan konsumen.

Kedudukan BPKN adalah independen dan langsung bertanggungjawab
kepadapresidenm’.serlatidakdapatdiintervensiutehpihakdepartemen
manapun, seperti Departemen pPerdagangan dan Perindustrian.
Kedudukan seperti ini sangat baik untuk kedudukannya yang netratl,
sehingga dapatmemaksimalkanperlindungan konsumen.

Walaupun amanah dari’ PP dan UU adalah BPKN yang independen

namun sejumlah pihak, seperti Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik,

Sofyano Zakaria, memperianyakan independensi dan kredibilitas

BPKN. Berkaitan dengan kredibilitas, pengurus harian YLKI, Tulus

Abadi, mengatakan bahwa pihak-pihak yang berada di datam struktural

W41y Perlindungan Kansumen, Op. Git, Pasat 33,
W7 oo gaK, Op. Cit., Pasal 2 ayat {1l
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BPKN dinilai tidak berkapasitas, sehingga di tengah marak dan
massifnya pelanggaran kosumen BPKN tidak mampu ‘memenuhi
harapan masyarakat sebagai sebuah badan pertindungan konsumen.
Sebab, kualifikasi yang tepat bagi pihak-pihak di dalam BPKN adalah
pro-rakyat, profesional danin dependen 2.

D.Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat {(LPKSM] yang
diamanahkan oleh UU Perlindungan Konsumen ini merupakan lembaga
non pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah, serta
mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen20%, LPKSM ini
merupakan lembaga independen, namun harus melaksanakan tugas-
tugas yang diamanahkan oleh pemerintah metalui UU Perlindungan
Konsumen. Adapun tugas-tugasyang diemban meliputi 2'%:
- Menyebar informasi dalam meningkatkan kesadaran hak dan
kewajiban serta kehati-hatian konsumen dalam mengonsumsi

barang dan/atau jasa.

Adapun informasi yang disebutkan adalah berkaitan dengan
pengetahuan akan proses produksi, standar produk, label promosi
dan periklanan. Penyebaran informasi ini dapat dilakukan melalui
pendidikan, pelatihan, penyuluhan, pelayanan informasi dan

berbagai cara lainnya.

_ Memberikan nasihat kepada konsumenyang memerlukannya.
Pemberian nasehat kepada konsumen ini dapat dilakukan secara
lisan dan tertulis, dengan berdasarkan ketentuan UU Perlindungan

Konsumen mengenaiuraian hak dan kewajiban konsumen.

7 \nid Pasal ¥ dan 10.
7. 1big Pasal 1 poin ¥
20 4.4 Pasal & myat (3]
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L)

- Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan

perlindungan konsumen.

Kerja sama yang dimaksudkan adalah demi upaya perlindungan
konsumen. Dalam Pasal 6 PP tentang LPKSM dikatakan bahwa
pelaksanaan kerjasamainimeliputiperlukaraninformasiperlindungan
konsumen, pengawasan atas barang dan/atau jasa yang beredar serta
penyuluhan pendidikan konsumen.
- Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya termasuk
menerima keluhan atau pengaduan konsumen.
Bardasarkan Pasal 7 PP tentang LPKSM, ditentukan bahwa LPKSM
dapatmelakukanadvokasiataupembardayaanknnsumenagardapat
memperjuangkan haknya secara mandiri, baik perorangan maupun
kelompok.
- Melakukan pengawasan bersama dengan pemerintah dan
masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.
Maksud dari melakukan pengawasan dengan pemerintah ini
dengan cara penelitian, pengujian danfatau survey, sebagaimana
dipaparkan pada PP tentang LPKSMdan PembinaandanPengawasan

Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

Adanya pemberian tugas LPKSM oleh pemerintah sepertiyang diuraikan
di atas, sebenarnya dapat mengancam independensi lembaga dan
mengurangi eksistensi nya sewbaga swadaya masyarakat, Sebenarnya,
peran pemerintah pada LPKSM cukup dengan mewajibkan agar
lembaga ini terdaftar, namun tidak perlu mengatur bidang-bidang yang

dikerjakannya?'.

Lebih lanjut lagi, melalui PP yang mengatur khusus tentang LPKSM,

21 phmadi Miry, Dp. Cit., him 214-215.
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ditentukanbahwa pemerintah mengakui LPKSMdengan syarat terdaftar
[bukan pencatatan dan bukan perizinan] pada pemerintah kabupaten/
kota yang bergerak di bidang perlindungan konsumen dan halini terurai

dalam anggaran dasarnya. Untuk itu, LPKSM cukup dengan melapor
pada kantor perwakilan atau cabang setempat 22,

E.Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia

Kebangkitankesadaranmasyarakatduniaakankonsumendiawalidengan
munculnya gerakan “konsumerisme” dan ségala permasalahannya
ke permukaan. Populerisme dari paham konsumerisme ini mulai
mendapat perhatian dunia bisnis maupun birokrasi sejak Presiden AS,
John F.Kennedy mengukuhkan adanya hak-hak konsumen.

Sebenarnya, kesadaran konsumen akan perlindungan ini usdah disertai
dengan penyediaan pelayanan umum pemerintah kepada masyarakat
atau konsumen, seperti dengan pemberian pelayanan fasilitas umum.
Namun sayangnya hal ini tidak diimbangi dengan kesiapan aparat
pemerintah dalam menerima tuntutan dari masyarakat, baik dalam hal

pendanaan maupun kualitas SDM 213,

The UN Guidelines for Consumer Protection yang diterima oleh Majelis

Umum PBB melalui Resolusi PBB No. A/RES/39/248 tanggal 16 April
1985 entang Perlindungan Konsumen, mengandung pemahaman umum

dan luas mengenaiperangkatkonsumenyang asasidanadil 2'4

Hal ini merupakan kemajuan yang sangat berarti di bidang konsumen.

Terutama sebagai dorongan keberadaan kelompok-kelompok

organisasi konsumen.

Adapun organisasi-organisasi konsumen merupakan lembaga swadaya

2 paraturan Pemerintah Nemor 59 tahun 2001 tentang Lembaga Pertindungan Honsumen Swadays Masyarakat, Pasal 2,
213, Colina Tri, 0p. Cit,, him 122-123.
24, Yusuf Shofie, Perlindungan Kensumen,.., Op.Cit., him 15-14,
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masyarkat di bidang perlindungan konsumen. Di mana segala

aktivitasnya berkapasitas selaku perwakilan konsumen {consumer

representation). Untuk itu, penting sekali adanya prinsip kebebasan

lindependence) dalam organisasi konsumen. Berikut adalah 6 (enam]

kualifikasi penting sebagai karakteristik kebebasan yang dimiliki oleh

organisasi konsumen, yakni #'%:

- Adanya esklusivitas dalam mewakili kepentingan konsumen.

- Bahwasannya kemajuan perdagangan tidak ada artinya jika
merugikan konsumen.

- Bersifat nonprofit making.

- Tidak bersifat komersial dalam publikasinya.

- Tidak boleh mengizinkan eksploitasi atas informasi dan advis yang
diberikan kensumen untuk kepentingan perdagangan.

- Tidak boleh mengizinkan kebebasan tindakan dan komentar yang
dipengaruhi oleh pihak-pihak politis atau oleh karena sebab

komersial tertentu.

Di Indonesia, gerakan perlindungan konsumen pada riwayatnya,
ditandai dengan berdirinya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia
[YLKI]. Berbeda dengan gerakan konsumen di negara-negara maju,
gerakan konsumen di Indonesia tidak hanya berfokus pada kepentingan
konsumen semata. Sebagai suatu negara berkembang, produsen juga
dianggap masih dalam pertumbuhan. Untuk itu, diperlukan prespektit

yangseimbangdalam penilaiankepentingankonsumen danprodusen ?'¢,

YLK|, sebagai sebuah organisasi masyarakat yang bersifat nirlaba
dan independen didirikan pada tanggal 11 Mei 1973 dan bertujuan
untuk membantu konsumen Indonesia agar tidak dirugikan dalam

mengkonsumsi barang dan/atau jasa’'’. YLKI diprakarsai oleh figur-

215 |big,
210 http://wwwylki.oridftentang-karmi, diakses pada tanggal 2 Agustus 011,
27 ¢ Tantri D., dan Sulastri, Gerakan Organisasi K . Gari Panduan K yan Yayasan Lembaga Konsumen

Indonesia-The Asia Foundation, Jakarta, 1995, him 7-10.
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figur pejuang kemerdekaan, seperti Sujono Prawirabisma, SK Trimurti,
Soemarno serta Lasmidjah Hardi (yang kemudian menjadi Ketua YLKI
pertamal. YLKI bergabung dengan Organisasi Konsumen Internasional
linternational Organization of Consumer's Union) sejak 15 Maret 1974
dantelah menjadianggota penuh dari Consumers International 2'8

Pentingnya kehadiran YLKI ini dalam perlindungan kensumen, yakni

pada bidang?'?:

- Penelitian
Kegiatan YLKI di bidang penelitian adalah dengan memberikan
informasi kepada konsumen tentang mutu barang secara obyektif,
sehingga konsumen dapat menentukan pilihannya secara rasional.
Biasanya, hal ini dilakukan dengan pengujian perbandingan suatu
komoditi dari semua merek yang ditemui di pasaran dengan
parametertertentu.

Selainitu YLKl juga dapat mengadakan pengujian atas dasar pengaduan
konsumen, permintaan lembaga-lembaga lain yang terkait, banyaknya
pertanyaan konsumen terhadap mutu suatu produk, kecurigaan bahwa
produk tertentumengandung bahanberbahaya atau adanya produk baru
yang baru diperkenalkan di masyarakat namun komposisi khasiat dan
mutunya kurang jelas. Hasil dari pengujian ini dipublikasikan kepada
masyarakat.
- Pendidikan
Dalam bidang pendidikan, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran
danpengetahuankonsumendenganpemberian ceramah, penyusunan
materi penyuluhan konsumen, serta membimbing mahasiswa dan
pelajar dalam membuat karya tulis, terkait dengan perlindungan
konsumen.

218 http:/www.ylkr.orid/tentang-kami, Op. Cit.
2% Inig hirm 10-15 dan Ahmadi Miru, O, Cit, him 219.221.
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-
- Penerbitan [dengan adanya warta konsumen dan perpustaka'anl
Bidai’)g ini direalisasikan dengan penerbitan, pengedaran warta

konsumen dan perpustakaan.

- Pengaduan
Bidang ini kegiatannya adalah menerima dan menye lesaikan keluhan

dan ketidakpuasan konsumen terhadap produk yang dibelinya.

- Umum dan keuangan
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PENYELESAIAN SENGKETA

T j¥etd bonyymen

1. Pengertian dan Terjadinya Sengketa

Berawal dari konflik yang terjadi pada saat konsumen melakukan
transaksi yang dapat direpresentasikan dengan berbagai macam
keluhan ketidakpuasan masyarakat terhadap‘ produk tertentu samﬁai
dengan pelayanan jasa yang tidak memadai atau mengecewakan.
Transaksi yang dimaksud di sini adalah proses terjadinya peralihan
kepemilikan atau penikmatan barang atau jasa dari penyedia barang
atau penyelenggara jasa kepada konsumen??’. Peralihan kepemilikan
ini terjadi akibat adanya hubungan tertentu [sesuai dengan definisi
hubungan hukum yang dimaksud oleh KUHPerdata atau perundangan
lainnyal. Apabila konflik yang dialami oleh konsumen tidak dapat
diselesaikan danberkembang terus, maka terjadilah sengketa.

Dalam sengketa, salah satu pihak merasa berada di pihak yang benar
berdasarkan dasar elemen hak hukum tertentu, di satu sisi pihak
lain berada di pihak yang salah. Namun kenyataannya, tidak pernah
demikian. Pihak manapun pasti ada cara membenarkan dirinya dan
menuntut haknya kepada pihak lain, ini terjadi sebab elemen yang
dilibatkan cukup banyak. Misalnya meninjau dari segi moral dan satu
lagi meninjau dari segi hukum [di mana hukum saat itu terlalu pasti
sehingga tidak lagi melihat kacamata morall, atau dapat juga atas
tinjauan segi hukum yang berbeda akibat bahasa hukum yang rancu
atau ketentuan hukum yang dapat diperdebatkan akibat saling tumpang
tindih2?',

220 4 Nasution, Konsumen dan Hukum - Tinjauan Sesial Ekanami dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indanesia,

Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1995, him 37
221 Priyatna Abdurrasyid, Arbitrase Alternatif Penyelesaian Sengheta: Suatu Pengantar, Jakarta, PT Fikahati Aneska, 2002,

hilrn &-7
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Terdapat faktor yang mempengaruhi sikap para pihak dalam cara
penyelsaian sengketa. Misalnya dalam hal ekonomi dan keuangan,
dengan melihat jumlah uang yang dipersengketakan terkait dengan
posisi keuangan dan pengaruh yang ditimbulkan akibat perselisihan.
Lain lagi tentang presepsi kewajaran dan keadilan, berkaitan dengan
pemahaman dan kecurigaan para pihak yang mungkit sangat berbeda
dan mempengaruhi tindakan yang dapat diambil dalam masalah. Selain
itu, publisitas bisa juga menjadi faktor relevan, akibat kelemahan salah
satu pihak yang berusaha menghindari perhatian umum, sebaliknya

pihak lainnya berharap secara positif dapat menarik liputan media 222,

Pengertian sengketa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah
pertentangan atau konflik. Konflik ini berarti adanya oposisi atau
pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok  atau
organisasi-organisasi terhadap suatu obyek permasalahan. Konflik
atau pertentangan ini terjadi baik antara individu maupun kelompok
yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu
obyek kepemilikan. Ini menimbulkan akibat hukum antara satu dengan
yang lain.

Menurut pendapat ahli, Ali Achmad??®, sengketa sendiri merupakan
pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari presepsi
yang berbeda antara suatu kepentingan atau hak milik yag dapat
menimbulkan suatu akibat hukum. Oleh karena itu, dapat diberi sanksi
hukum bagi satu di antara keduanya. Untuk itu, bentuk sengketa
dapat dilihat baik dari prespektif ekonomi, pajak, internasional dan

pertanahan.

Sedangkan menurut Menteri Perindustrian dan Perdagangan dengan
Surat Keputusan No.: 350/MPP/Kep/12/2001 tertanggal 10 Desember

T g,

433 Ali Achrnad Chomzah, Seri Hukym Pertanahan |Il Penyelesaian Sergheta Hax Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan
Tanah Instansi Pemerintah, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2003, him 14
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2001, sengketa konsumen merupakan sengketa antara pelaku
usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan,
pencemaran, dan/atau menderita kerugian akibat konsumsi barang

dan/atau pemanfaatan jasa.

2. Para Pihak

Sengketakonsumen, merupakansengketayanqgterjadiantara konsumen
di satu pihak dan dengan pelaku usaha atau produsen di pihak lain.
Jadi, konsumen sebagai pengguna/pemakai barang atau jasa dan
pelaku usaha atau produsen sebagai penyedia barang atau jasa. Barang
atau jasayang dapat menjadi obyek sengketa adalah produk konsumen,
yaitu barang atau jasa yang umumnya dipergunakan konsumen untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya, keluarga, rumah tangga dan tidak
untuk diperdagangkan?, Untuk itu, berikut adalah dua pihak dalam
sengketa konsumen:

a. Kensumen
Menurut UU Perlindungan Konsumen, pada dasarnya konsumen
didefinisikan sebagai berikut 2%

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang
tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri,
keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk
diperdagangkan.Sebagaimana yang definisi konsumen yang
divraikan di atas, maka yang dikenal sebagai konsumen dalam
kepustakaan ekonomilndonesiaadalah kensumen akhir. Jadi, semua

orang yang membutuhkan barang dan jasa guna mempertahankan

hidupnya, keluarganya ataupun untuk memelihara harta bendanya

disebutsebagai konsumen 22¢,

% Abdul Hatim Barkatulish, Hak-hak Konsumen, Bandung, Nusa Media, 2010, hm 74
i Undang-Undang pertindungan Konsumen, Op, Cit,, Pasal 1 angha 2.
Z Janus Sidabatok, Op. Cit., him 18
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Namuh, walauUU Perlindungan telahmenyatakan dengan jelasbahwa
konsumen yang dimaksud oleh perundangan Rl hanyalah 'kunsumen
yang tidak memperdagangkan kembali barangnya, namun sebagai
pengguna/pemakai barang atau jasa, konsumen dapat dikelompokkan
menjadi dua kelompok, yakni #27,
- Konsumen Komersial
Pemakai/pengguna barang atau jasa dengan tujuan memproduksi
barang atau jasa lain atau untuk mendapatkan barang atau jasa
ituuntuk dijual kembali. )
Menurut penjelasan Undang-Undang Perlindungan Kensumen,
kelompok ini disebut dengan sebutan konsumen antara yakni
konsumen yang menggunakan produknya sebagai bagian dari

proses produksi produk lannya.

- Konsumen Non Komersial )
Pemakai/pengguna barang atau jasa untuk memenuhi
kebutuhannyasendiri, keluargaataurumah tangganya. Kelompok
ini, seringkali dikenal dengan sebutan konsumen akhir, yang
menurut penjelasan UUPK adalah pengguna atau pemanfaat

akhirdari suatu produk.

Dalam perundang-undangan Amerika Serikat®?®, dikatakan
bahwa konsumen sebagai normally used for personal, family
or household perposes, dan di Australia®?®® sebagai ordinary
acquiredforpersonaldomestic orhouseholduse orconsumption.
Sedangkandilndia®’, diberikan batasan bahwakonsumenadalah
tiap orang yang membeli barang yang disepakati, termasuk pula
mereka yang mendapatkan barang untuk dijual atau keperluan

komersial lainnya.
Dari kedua undang-undang ini definisi konsumen pertama yang

Az Nasution, Kensumen dan Hukum, 0p. Cit., him 13, Penjelasan UV Perlindungan Kensumen, Dp. Cit., Pasal 1angka 2
228 US. Magnusson-055 Waranty, Federal Trade Comission, Improvement Act 1975, PL #3-437_ Sect 101(1].
12%. Commonwealth of Austratia Trade Pratices Act 1974/1977, Sect 48 [1la
1. Consumer Protection Act 19686 [Act No. 58 of 1986), Pasal 7 hurut ¢ (1]
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dimaksudkan lebih kepada konsumen non komersial, sebab
adanya unsur pemenuhan kebutuhan sendiri atau keluarga.
Ini sama seperti Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Konsumen
Indonesia yang secara tegas menyatakan bahwa yang dilindungi
sebagai konsumen hanyalah konsumen akhir. Namun pada
perlindungan di India, sama seperti di Indonesia tetap mengenal
konsumen antara, walau akhirnya perlindungan yang sebenarnya

lebih kepada konsumen akhir.

Pelaku Usaha/Produsen

Salah satu pihak lainnya dalam sengketa konsumen adalah
pelaku usaha. Dalam pengertian sempit, pelaku usaha disebut
sebagai penyedia barang atau jasa, yang lazim disebut sebagai
produsen. Menurut Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI]
terdapat empat kelompok besar kalangan pelaku ekonomi di
mana tiga diantaranya termasuk dalam kelompok pengusaha.

Tigakelompok yang dimaksudkan adalah 2" :

- Kalangan Investor
Kalangan ini merupakan pelaku usaha yang menyediakan
dana guna membiayai berbagai kepentingan usaha. Seperti
perbankan, usaha leasing, penyedia dana dan bentuk-bentuk
usaha penyediaan danalainnya.

- Produsen
Produsen merupakan pelaku usaha yang membuat,
memproduksi barang atau jasa dari barang-barang atau jasa-
jasa lainnya [bahan baku, bahan tambahan/penolong, dan
bahan-bahan lainnyal. Produsen ini dapat terdiri dari orang/
badan usaha yang memproduksi sandang, pembangunan
perumahan, jasa angkutan/perasuransian dantainnya,
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2 Distributor
Distributor merupakan pelaku usaha yang mendistribusikan
atau memperdagangkan barang jasa kepada masyarakat,
sepertiretail, pedagang kakilima, warungkedai,supermarket,
hypermarket, rumah sakit, warung dokter, kantor pengacara

dan lainsebagainya.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen,

dinyatakan bahwa %2

Pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha
baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan
hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan
kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia,
baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian
penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang
ekonomi.

Pengertian di atas menurut penjelasan UU Perlindungan
Konsumen termasuk pula mencakup perusahaan, korporasi,
BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-
lain. Pengertian ini cukup luas, sebab meliputi grosir,
leveransir, pengecer dan sebagainya.

Pelaku Usaha pada dasarnya meliputi berbagai bentuk/jenis
usahayang menurutUndang-Undang Perlindungan Konsumen
sebaiknya ditentukan pula urutan-urutan yang seharusnya
digugat konsumen [yang bertanggung jawab atas kerugian
yang konsumen tanggung]. Berikut adalah penyusunannya =,
Yang pertama digugat adalah pelaku usaha yang membuat
produk tersebut jika berdomisili di dalam negeri dan
domisilinya diketahui oleh konsumen yang merugi tersebut.

232. yrdang-Undang Perlindungan Konsurmen, Op. Cit., Pasal 1 angka 3.
233,y o Mirg dan Sutarman fode, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, PT Rajs Grafindo Persada, 200, him 31-32
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. Apabilaprodukyang merugikan konsumentersebut diproduksi
di luar negeri, maka yang digugat adalah importirnya. Sebab
UU Perlindungan Konsumen tidak menjangkau cakupan
pelaku usaha diluar negeri.

. Apabila produsen maupun importir dari produk tidak
diketahui, maka yang digugat adalah penjualnya atau kepada
siapa konsumen tersebut membelibarang.

3. Bentuk Sengketa
Pada dasarnya, sengketa konsumen terjidi oleh sebab adanya

ketidakpastian konsumen terhadap produk atau kerugian yang dialami
konsumen oleh karena penggunaan atau pemakaian barang atau jasa.
Kerugian serta ketidakpastian inilah yang menimbulkan kewaspadaan

pada akhirnya bagi konsumen.

Menurut Kimberly Jade Tillman, once a consumer a particular
product including personal injury, injury to the product it self some
other property and pure economic loss 234 Menurut jurnal ini, seorang
konsumen mengalami kerugian merupakan kerugian personal, baik
berupa kerugian fisik maupun kerugian-kerugian lain yang memiliki
nilai ekonomis.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bentuk sengketa konsumen
yang disebabkan oleh karena kerugian dapat berupa s,
. Cacat tubuh/fisik [personalinjuryl
Bentuk cacat ini melekat pada diri konsumen sebagai akibat
mengkonsumsi produk tertentu. Sebagai contoh, kasus biskuit
beracun pada tahun 1989 yang memakan korban puluhan jiwa, atau
kasus Kratingdaeng yang menyebabkan tiga orang warga negara

Swedia di Malaysia meninggal setelah meminumnya.

23 i mperty Jads Tillman, “Product Defects Resalting in Pure Economic Loss : Under What Theory Can Consumer Re-
cover?, Journal of  Product Liability, Vol 9 119851, him 276,
1355, 4.1 Halim Barkatullah, Hukum Perlindungan Konsumen, Op. Cit, him 114,
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- Cacat’fisik(injurytolhepruductitsem
Merupakan kerugianyang diderita akibat rusaknya produk'atau tidak
berfungsinya preduk yang sudah dibeli. Misalnya pada kasus Seely
vs White Motor Co., di mana konsumen dirugikan atau dicelakakan
akibat kerusakan atau kesalahan dari barang yang diproduksi oleh

pelakuusahaatau konsumen.

. Kerugian ekonomi {pure economic loss)
Merupakan kerugian yang langsung berkaitan dengan produk yang
dibeli dan muncul ketika produk tersebut tidak sesuai dengan
kualitasyang diharapkan. Contohnya kasusyang dialamioleh Hendra
pembeli automatic toaster melalui Lipposhop, ternyata barang yang

dibelinya tidak otomatis.

Kerugianmacaminimemilikiduajenis”".yaknikerugianyangdirasakan
secara langsung [direct economic loss/diminution value of the product]
dan kerugian ang dirasakan secara tidak langsung [indirect economic
loss/resulting from the performance of product], Kerugian jenis
langsung, dialami konsumen karena pengurangan nilai produk yang
dibelinya, oleh sebab adanya selisih harga antara produk yang otomatis
dan tidak otomatis. Sedangkan kerugian yang tidak langsung, adalah
disebabkan oleh karena keberlangsungan produk yang dibelinya cacat,
sehinggatidak dapat memenuhitujuan pembuatannya.

pada dasarnya, produk cacat di Indonesia didefinisikan sebagai
produk yang tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya, baik karena
kesengajaan atau kealpaan dalam proses produksinya. Selain itu dapat
pula disebabkan aleh karena hal-hal lain yang terjadi saat distribusi
atau tingkst keamanan yang tidak mampu dipenuhi (tidak sesuai
harapan konsumenl. #7

P oig him 115

7. gern Departernen Kehekiman Rl Maskah Akadermis Peraturan Perundang-Undangan Tentang Tanggung Jawab Pro-
dusen di Bidang Farmasi Terhadap Kensumen, Jakarta, BPHN, 1990-1971.
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Cacatnya produk yang dimaksud pada uraian di atas dapat ditampilkan

dalam beberapa rupa berikut ¢ '

- Cacatproduk atau manukaktur
Adalah suatu keadaan produk yang berada di bawah tingkat harapan
konsumen. Pada umumnya, cacat jenis ini dapat membahayakan
harta benda, kesehatan tubuh atau jiwa konsumen. Cacat jenis ini

dapatpulatermasuk cacat desain,

- Cacatperingatanatauinstruksi
Caca!}eﬂisinidapatpuladisebutsebagaicar..'atinforrnasi.Merupakan
cacat yang disebabkan oleh tidak lengkapnya informasi-informasi
atau peringatan-peringatan penggunaan tertentu. Misalnya,
berkenaan dengan cara penyimpanan produk dan suhu kamar atau
voltage listriktertentu.Cacatjenisini,bebanpertanggungjawabannya

dibebankan kepada produsen barang.
B. Etika Penyelesaian

1. Tuntutan Etis UU Perlindungan Konsumen

Pendekatan etika dalam hal pen)-felesaian sengketa konsumen adalah
berkaitan dengan hal-hal yang bersifat normatif dalam perlindungan
konsumen. UU Perlindungan Konsumen telah memulai suatu hal
yang baru dalam hal etika, yakni berkaitan dengan periklanan dan
dicantumkan dalam Pasal 17 ayat [1) UU Perlindungan Konsumen.

Kaidah hukum bukan sekedar kumpulan peraturan, namun juga asas
hukum yang mengandung nilai-nilai dan tntutan-tuntutan etis #°. Asas-
asas hukum yang termuat dalam kumpulan peraturan menunjukkan
adanya tuntutanetis bagimasyarakat atau praktisiyang menghayatinya.
Oleh karena asas hukum mengandung tuntutan etis, maka asas hukum

28, Jerry J. Phillips, “Product Liability in a Nutshell”, West Publishing Co., 5t Paul Minessota 1993, him 4.
3% yysuf Shofie. Kapita Selskis, Op. Cit, him 117,
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merupakan jembatan antara peraturan hukum dengan cita-cita
masyarakat serta pandangan etis masyarakattersebut 2.

UU Perlindungan Konsumen melalui pasal 2 dinyatakan bahwa produk
perundanganini menganutlimaasas dasar, yakni *':

- asasmanfaat

- asaskeadilan

- asas keseimbangan

- asaskeamanandankesetamatankonsumen

- asas kepastian hukum

Melalui kelima asas di atas, ditegaskan dalam penjelasan UU
Perlindungan Konsumen?*? bahwa perlindungan konsumen merupakan
usaha bersama dalam konteks pembangunan nasional. Sehingga dapat
dikatakan bahwa perlindungan konsumen dapat diibaratkan sebagai
kepingan uang logam yang memiliki dua sisi yang berbeda, satu sisi
konsumen dan satu sisi lainnya adalah pelaku usaha. Antara kedua sisi
tersebut menyokong secara berkesinambungan, sebab perlindungan

tidak dapat berjalantanpa menggunakan kedua sisi sekaligus.

Dari ketimaasasdiatas.terdapatkomitrﬁenUUFerlindungan Konsumen

dalam mewujudkan tujuan perlindungan konsumen, ya kni 2%

. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen
untuk melindungidiri.

. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara
menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian parang dan/atau
jasa.

- Meningkatkan pemberdayaan konsumen  dalam memilih,
menentukandan menuntut hak-hak konsumen.

-  Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung
unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses

untuk mendapatkaninformasi.

2UD. 511010 Rahardjo, Hukum dan Masyarakat. Bandung, Anghasa. 1986, him 85,
241, {4y Perlindungan Konsumen, Op. Cit., Pasal 2.

2 |bid, penjelasan Pasal 2,

243 Ibid pasal 3
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- Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha dalam perlindungan
konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab
dalam berusaha.

- Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin
kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan,

kenyaman, keamanan dan keselamatan konsumen.

2. Prinsip Etis Penyelesaian Sengketa

Menurut UU Perlindungan Konsumen, konsumen pada dasarnya
memiliki hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan;upaya
penyelesaian sengketa konsumen secara patut?éé, Pemahaman kata
“patut” dalam UU Perlindungan Konsumen ini tidak dapat dilepaskan
dari tuntutan-tuntutan etis yang tersirat dalam perundang-undangan.
Majelis BPSK sendiri, kerap menggnakan prinsip etis sebagai panduan

konkretdalam menyelesaikan sengketa.

Terkait penerapan prinsip etis ini, terdapat syarat-syarat yang harus
dipenuhi oleh setiap usaha dalam memberilandasan pada etika profesi
penyelesaian sengketa, yaknisebagai berikut 4%

- Kaum profesional harus membuat kepentingan konsumen yang
dilindunginya menjadi kepentingan mereka, sehingga mereka
memperoleh kepercayaandari konsumen.

- Tindakan yang dilakukan kaum profesional adalah demi kebaikan
konsumen

- Kesediaan untuk melakukan tindakan demi kebaikan konsumen
dilakukan selama diperlukan/proses sengketa.

- Kaum profesional harus memiliki kompetensidi bidang perlindungan
konsumen sesuai standar, demi kebaikan konsumen.

Agar kaum profesional benar-benar dapat dipercaya, maka
diperlukan kerja sama konsumen untuk meberikan keterangan/

b ig pasal 4. 3
e Daryl Koehn, The Ground of Professional Ethics, diterjernahkan olsh Agus M. Hardjana, Yogyakarta, Kanisius Yayasan

Adikarya IKAP1 dan The Ford Foundation, him 72-73.
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infortasiyang lengkap sehingga dapat dibuat diagnosis yang baik.

Beberapa etika penyelesaian sengketa konsumen yang dilandasi oleh
kelima syarat di atas, dan dipakai BPSK dalam menyelesaikan sengketa
konsumen meliputi prinsip kehati-hatian, netralitas, kerahasiaan dan

prinsip memberikan yang terbaik 2.

a. Prinsip kehati-hatian (duty of care]
Dalam prinsip kehati-hatian ini, tersimpan kewajiban hukum untuk
bertindak atau berbuat secara layak agar tidak mengakibatkan

kerugian?’. Inilah akhirnya mengapa prinsip ini bukanlah sebuah

peraturanyang bersifat pasti.

Prinsip ini memiliki kekurangan namun juga kelebihan.
Kekurangannya adalah sifat yang kurang pasti dan tidak dapat
dijadikan patokan yang jelas dalam menilai perbuatan. Sedangkan
kelebihannya adalah sifatnya yang luwes, sehingga senantiasa
mengikuti perkembangan pemikiran dalam masyarakat. Tindak
hati-hati ini dapat mendorong para majelis hakim yang memutuskan
perkara. konsumen untuk teliti dan cermat dalam menindaki

perkara?®,

b. Prinsip Netralitas (avoiding conflictof interest]
Netralitas dalam penyelesaian sengketa konsumen didefinisikan
sebagai keberpihakan terhadap konsumen karena gagasan
paternalisme yang telah dijelaskan sangat kental mewarnai UU
Perlindungan Konsumen. Netralitas tersebut dipandang sebagai
keberpihakan terhadap pihak yang lemah [konsumenl, tanpa
mengurangi kesempatan kedua belah pihak [pelaku usaha dan
konsumen] untuk didengar pendapatnya [asas audi et alteram

264 i35t Shofie, Kapita Seiekta, Op. Cit, hlm 127-135,

27, £yirabeth Martin, Outy of care : The legal obligation lo take reasonable care to avoid causing damage”, New York,
Oxford University Press, him 124

248. v ¢t Shalie, Kapita Selekta, Op. Cit, him 128..
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partern]. Sedangkan asas yang terkandung dalam beban pembuktian
sengketa konsumen dipandang sebagai netralitas hukum dan tidak
lagi berlaku sepenuhnya terhadap penyelesaian sengketa konsumen.

- Prinsip Kerahasiaan [confidentially)
Prinsip ini tercipta dalam suasana saling percaya oleh karena
kepentingan konsumen untuk tidak diintimidasi pelaku usaha dan
lembaga penyelesaian sengketa sebagai proteksi kepentingan-
kepentingan konsumen [melindungi kepentingan hukumnyal).

Prinsip penyelesaian sengketa secara rahasia ini berlaku di pada
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen [BPSK) dan didasarkan
oleh sifat badan yang menyelesaikan sengketa berdasarkan
pengaduan konsumen bukan pelaku ussha. Kerahasiaan ini
dipertukan dalam BPSK untuk mempertemukan kepantingan pelaku
usaha dan konsumen, namun bukan untuk menyembunyikan bentuk-
bentuk pelanggaran norma-norma UUPK yang dilakukan oleh pelaku
usaha. Namun jika kasus berlanjut ke penyelesaian bentuk lain di
luar BPSK, maka prinsip ini tidak diperlukan lagi.

. Prinsip Memberikan Terbaik [Best Efforts)

Semua jenis penyelesaian sengketa konsumen, pada dasarnya
ditujukan untk memberikan yang sebaik mungkin kepada konsumen
dan pelaku usaha yang bersengketa, dengan memperhatikan
tuntutan-tuntutan etis UUPK. Kriteria “memberikan yang terbaik"
adalah keharusan penyelesaian sengketa yang didukung oleh
penguasaan dan pengalaman empiris berkaitan dengan pihak-pihak
yang terkait sebagai pemutus sengketa. Kriteria prinsip ini, juga
harus didukung oleh itikad baik para pihak, sehingga mencegah
perbuatan yang tidak patut dan bertentangan dengan hukum.
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C.Penyelesaian Melalui Pengadilan

UU Perlindungan Konsumen pada dasarnya menyediakan empat cara

mengajukan gugatan ke pengadilan, yakni sebagai berikut ke

- Seorangkonsumenyangdirugikanatauahliwarisyang bersangkutan
[pengajuan gugatanindividual)

- Gugatanyangdiajukanoleh sekelompok konsumen yang mempunyai
kepentingan yang sama [class action] dan memenuhi syarat.

- Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LSM). Yaitu
berbentukbadan hukum atauyayasan,yangdalamanggarandasarnya
menyebutkan bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut [dalam
anggaran dasar]adalahdemi kepentingan perlindungan konsumen.

- Pemerintah atau instansi terkait apabila barang atau jasa yang
dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materiyang

besar atau banyak korban.

Dari keempat gugatan di atas, belum pernah terjadi gugatan konsumen
ke pengadilan dengan subyek pemerintah.

Gugatan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran atau kerugian
yang dialami konsumen akibat pelaku usaha, beban pembuktiannya
ada pada pihak produsen berdasarkan prinsip tanggung jawab mutiak

(strict liability)2®°.

Pada dasarnya, menurut UU Perlindungan Konsumen, penyelesaian
sengketa konsumen melalui pengadilan, mengacu pada ketentuan
peradilan umum?®'. Ini berarti hukum yang dipakai dalam tata cara
persidangan dan pemeriksaan perkara adalah berdasarkan Herziene
Inlands Regeling (HIR) yang berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura
serta Rechtsreglemen Buitengewesten (RBg) untuk luar wilayah Jawa

2. UU Perlindungan Honsumen, Op. Cit. Pasal 46 ayat 1),

290. 1y Pasal 19.
251,
Ibid Pasal 48.
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dan Madura. Keduanya tidak memiliki perbedaan mendasar.

Dalam hal besaran dan wujud ganti kerugian, menurut UU Perlindungan
Konsumen petunjuk besarandan wujudini adalah berdasarkan kerugian
konsumen sebagai akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa
yang dipersoalkan, Jadi ini berlaku kriteria hubungan klausal. Pada
dasarnya, bentuk dan wujud ini yang kerap dipergunakan adalah uang,
yang oleh ahli hukum ataupun yurisprudensi dianggap paling praktis
dan paling sedikit menimbulkan perselisihan dalam menyelesaikan
sengketa. Namun bentuk-bentuk ganti kerugian yang dikenal dalam
Perlindungan Konsumen adalah2%2;

- Pengembalianuang _
Penggantian barang dan/atau jasa sejenis atau setara nilainya

Perawatan kesehatan

- Pemberian santunan

D. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

1. Gambaran Umum

BPSK dibentuk oleh pemerintah sebagai salah satu alternatif lembaga
penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, dibentuk sebagai
wujud amanat dariUU No. B tahun 1999 dan ditujukan untuk melindungi
konsumen dengan membentuk lembaga penyelesaian sengketa yang
lebih spesifik dari lembaga peradilan umum.

Pada dasarnya BPSK ini hanya menangani kasus perdata konsumen,
yang orientasi gugatannya adalah ganti rugi yang bersifat langsung,
sebagai akibat dari apa yang dirasakan konsumen atas kelalaian atau
kesalahan pelaku usaha. Untuk itu, dalam BPSK terdapat tiga cara
penyelesaian sengketa, yakni konsiliasi, mediasi dan arbitrase. Jadi,
majelis BPSK sedapat mungkin mengusahakan terciptanya kesepakatan

antara pihak-pihak yang bersengketa, sebagai wujud solusi dari

252 (hid Pasal 19 ayat (2.
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sengket'a tersebut. Untuk itu, penyelesaian sengketa melalui BPSK ini
memuat unsur perdamaian.

2. Susunan dan Keanggotaan BPSK 753

BPSK sebagai badanyang memeriksa dan sekaligus memutus sengketa
konsumen, bekerja seolah-olah sebagai sebuah pengadilan. Karena
itu, BPSK dapat disebut sebagai peradilan kuasi.

Anggota BPSK terdiri dari unsur-unsur : pemerintah, konsumen
dan pelaku usaha yang masing-masing diwakili oleh tiga orang dan
sebanyak-banyaknya oleh lima orang. Anggota BPSK ini ditetapkan
oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Untuk memperlancar tugasnya, BPSK dibantu oleh secretariat yang
dipimpin oleh seorang kepala secretariat dan beberapa anggota
sekretariat. Di mana kepala dan anggota sekretariat diangkat dan

diberhentikan oleh Menteri Perindustriandan Perdagangan.

Setiap konsumen maupun ahli warisnya yang dirugikan, dapat
menggugat pelaku usaha melalui BPSK tempat domisili konsumen
atau BPSK terdekatt? Untuk memudahkan proses penggugatan bagi
konsumen yang dirugikan, maka dibentuk BPSK pada Daerah Tingkat
Il yaitu Medan, Palembang, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Bandung,
Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang dan Makasart 254,

Sedangkan untuk Daerah Tingkat Il, dibentuk 14 daerah yakni Kupang,
Samarinda, Sukabumi, Bogor, Kediri, Mataram, Palangkaraya, Belitung,
Sukabumi, Bulungan, Serang, Ogan Komering Ulu dan Jenepontot?%,
Dalam BPSK yang berkedudukan di Daerah Tingkat |l ini terdiri ada

susunan : satu orang ketua yang merangkap anggota, satu orang wakil

253, Janus Sidabatok, Op. Cit., him 195-196

234, Keputusan Presiden Nomor %0 tahun 2001, Pasal 2.
255 1pig,

756, Keputusan Presiden Momor 108 tahun 200%.
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ketuayang merangkap anggota dan sembilan sampai limba belas orang

anggota lainnyat?%’,

3. Tugas dan Wewenang BPSK

Adapuntugas dan wewenang BPSK adalah sebagai berikutt 2%,

- Menangani sengketa konsumen dengan cara mediasi, arbitrase dan
konsiliasi.

- Memberikan konsultasiperlindungan konsumen,

- Melakukanpengawasan atas pencantuman klausula baku.

- Melaporkan kepada penyidik umum tentang pelanggaran konsumen.

- Menerima pengaduan atas pelanggaran konsumen.

- Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa konsumen.

- Memanggil pelaku usaha yang melakukan pelanggaran.

- Menghadirkan saksiatau saksiahli.

- Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi,
saksiahlijika tidak bersedia memenuhipanggilan.

- Mendapatkan dan meneliti surat, dokumen atau buktilainnya.

- Memutuskan ada tidaknya kerugian konsumen.

- Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan

~ pelanggaran konsumen,

- Menjatuhkan sanksi administratif bagi pelanggar konsumen.

Unsur kewenangan BPSK dalam menjatuhkan sanksi administratif
ini- cukup menarik, oleh sebab selama ini hanya pemerintah dan
Pengadilan Tata Usaha Negara yang secara yuridis berkompeten dalam
memberikan sanksi administratif. Untuk itu berikut adalah beberapa
uraian bentuk sanksi administratif yang dapat dijatuhkan BPSK kepada
pelakyu usaha:

- Menjatuhkan sanksi ganti rugi atas produk yang merugikan

konsumen, pula dengan memberikan perawatan kesehatan dan/atau

7. UL Pertindungan Kansumen, Op. Cit., Pasal 30,
258 g Pasal 52.
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santuhan pihak kepada korban %7,

- Menjauhkan sanksiterhadap perusahaan periklananyang merugikan
individu atau masyarakat 2%,

- Menjatuhkan sanksi terhadap pelaku usaha yang memproduksi
barangyang pemanfaalannyalebihdarisatutahunnamunlalaidalam
menyediakan suku cadangdan jaminan garansi sesuaiperjanjian 267,

- Menjatuhkan sanksi bagi pelaku usaha yang memproduksi jasa yang

tidak memenuhi jaminan 22,

4, Tata Kerja BPSK

Secara garis besar. Mekanisme kerja BPSK dalam menerima,
memeriksa dan memutus sengketa terdiri dari tiga tahapan kegiatan,
yakni?t?:

- Tahapdimasukannyagugatan

. Tahappemeriksaan dan pemberian putusan

- Tahappelaksanaan putusandan mengajukan upaya hukum

Diawalidenganadanyakonsumenyangmerasa dirugikanolehperbuatan
pelaku usaha, maka konsumen tersebut mengajukan gugatannya
ke BPSK. Pada dasarnya syarat gugatan tidak dijabarkan dalam UU
Pertindungan konsumen, untuk itu gugatan dapat dilayangkan secara

tertulis maupun lisan.

Namun. dalam dilayangkannya gugatan di BPSK ini dimungkinkan
dilakukannya secara class action. Gugatan tipe ini diajukan secara
berkelompok oleh beberapa konsumen, hamun dibatasi oteh UU
Perlindungan Konsumen bahwa hanya konsumen yang benar-benar
menderitakarugian“".Namun.sedikitberbedadenganUUPerlindungan

Konsumen terdahulu, kini LSM tidak dapat lagi mengajukan class action

25%. i Pasal 19 ayat (2} dan f3).

260. loed Pasal 20

28)- i Pasal 25 ayat (2] adanb.

262. 144 Pasal 26,

43 Janus Sidabalok, Op. Cit, him 199,

286 UU Perlindungan Konsumen, Op. Cit. penjelasan Paal 4é huruf b.
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untuk kepentinganumum.
Pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu] hari

kerja terhitung sejak dimasukannya gugatan 243,

Penyelesaian sengketa konsumen diperiksa dan diputus oleh
sekurang-kurangnya tiga orang anggota BPSK. Terdiri atas majelis,
dibantu oleh seorang panitera. Dengan kata lain, pemeriksaan perkara
konsumen di BPSK ini mirip dengan pemeriksaan di hakim pengadilan.
Putusan yang diberikan majelis adalah final [in‘kracht van gewijsdel,
langsung mengikat leksekusinya dapat dimintakan dengan penatapan
di pengadilan negeri tempat tinggal tergugat) dan tidak dapat banding
lagi2. Untukitu, putusanyang dibuat harus diambil seobyektit mungkin

dan memuaskan kedua belah pihak yang bersengketa.

Setelah putusan dikeluarkan, majelis BPSK pun memberitahukan
putusan kepada pihak-pihak yang bersengketa, khususnya kepada
pelaku usaha. Pelaku usaha wajib melaksanakanisi putusan, selarpbat-
lambatnya tujuh hari kerje setelah naskah putusan diterima®’.
Keberatan atas putusan, baik pelaku usaha maupun konsumen yang
dirugikan dapat mengajukan keberatannya ke Pengadilan Nggeri,
paling tambat empat belas hari setelah pemberitahuan putusan yang

dimaksud“a.

Namunjika pelakuusaha tidak mengajukan keberatan namun juga tidak
melaksanakan putusan sampai tenggat waktu yang ditentukan di atas,
maka BPSK dapat menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik dan
penyidik dapat melakukan penyidikan sesuai ketentuan yang berlaku.
putusan dari BPSK ini dijadikan bukti permulaan bagi penyidik atas

penyidikan nya?®’.

265 yp,d Pasal 58.

26 g

287, 1hid Pasal 56 ayat 11,

268, 154 Pasal 56 ayat (2.

269 | |y, Pasal 56 ayat (4] dan 15).
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Inilah kejanggalan bagi penanganan penyelesaian sengketa di BPSK. Di
mana satu sisi prinsipnya final dan mengikat, namun pada praktiknya
masih memberikan ruang bagi upaya hukum. Prinsip langsung
dilaksanakan juga kontra dengan keharusan adanya penetapan dari
pengadilan diwilayah hukumtergugat.

E. Mediasi Sengketa Perbankan

Mediasi pada dasarnya merupakan sebuah mekanisme penyelesaian
sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang berposisi netral, baik atas
sebagian maupun seluuh permasalahanyang disengketakan oleh kedua
belah pihak?™. Dalam artian ini, pihak ketiga, atau yang disebut sebagai
mediator?’!, tidak memiliki kompetensi untuk berpendapat secara
memihak atau membuat keputusan. Mediator hanya diperbolehkan
memberikan tawaran alternatif solusi dan para pihak sendiri yang
memberikan keputusannya.

Adapun tujuan dari lembaga mediasi secara umum adalah, sebagai

berikut?’?

- Menemukan sclusi terbaik atas sengketa yang terjadi antara para
pihak, di mana sqlusi ini bukan semata-mata bertujuan untuk
mencari kebenaran atau memaksakan penegakkan hukum, namun
untuk menyelesaikan masalah.

- Mensosialisasikan dan mengembangkan konsep mediasi kepada
publik, pemerintah dan organisasi dengan bekerja sama dengan
berbagai institusi.

- Mendorong pemanfaatan mediasi dalam menyelesaikan sengketa

. Peraturan Bank (ndonesia Nomer 10/1/PBIf2008 tentang Perubahan alas Peraturan Bank Indonesia Nomar &/5/
PEIf2006 tentang Mediasi Perbankan, Pasal 1 poin 5

271 i, Pasal 1 poin é.

272, \jindyo Pramono, Lembaga Mediasi Perbankan independen dan Mediasi Parbankan aleh BI, Makalah pada Diskusi
Terbatas Pelaksanaan Mediasi Perbankan oleh Bank Indonesia & Pembentukan Lembaga Mediasi independen,
Kerjasama Bank Indonesia dan Magisier Hukum UGM, Denpasar, 2007, him 3.
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pada seluruh lapisan masyarakat, sesuai dengan semangat
musyawarah.
- Memberikan jasa mediasi.

Mediasi perbankan pada dasarnya merupakan salah satu upaya
perlindungan terhadap nasabah bank. Sebelum adanya Peraturan Bank
Indonesia No. 8/5/PBI/2004, permasalahan nasabah-perbankan selalu
diselesaikan melalui penyelesaian pengaduan nasabah yang secara
internal ada di setiap bank. Namun demikian penyelesaian pengaduan
nasabah tidak selalu berujung memuaskan. Biasanya, apabila nasabah
merasa tidak puas dengan pelayanan bank, atau tidak mendapatkan
tanggapan yang menurutnya baik dari bank, maka nasabah akan
mengadukannya kepada lembaga-lembaga kensumen.

Upaya penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank, terutama
bagi nasabah kecil atau usaha mikro yanq cocok adalah: sederhana,
biaya murah dan waktu penyelesaian yang relatif cepat. Penyelenggara
mediasi perbankan inilah yang dianggap sebagai cara paling efektif, di
mana hak-hak nasabah tetap dapat terjaga danterpenuhidengan baik.
Berdasarkan uraian di atas dan mempertimbangkan pentingnya
penyelenggaran penyelesaian permasalahan yang efektif bagi nasabah,
maka asosiasi perbankan merasa perlu membentuk lembaga mediasi
perbankan yang independen??®. Namun, mengingat pembentukan
lembaga mediasi perbankan independen yang tidak bisa instan,
sedangkan kebutuhan mediasi perbankan yang sudah sangat mendesak,
maka fungsi mediasi ini dilaksanakan oleh Bank Indonesia secara

sementara?’é

Namun, dalam berjalannya waktu, meskipun dalam PBI No. 8/5/
PBI/2006 dinyatakan bahwa selambat-lambatnya Desember 2007 sudah

273 by Mediasi Perbankan, Op. Cit., Pasal 3 ayat (1]
204 |bid Pasal 3 ayat 4],
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ada lembaga independen bagi mediasi perbankan, namun ini akhirnya
dihapus?™. Hal ini disebabkan oleh asosiasi perbankan yang diberikan
wewenangoleh Bank Indonesia untuk membentuk, belum mampu hingga
tenggat waktu yang diberikan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia ini
dalam melaksanakan fungsi mediasi perbankan, dilakukan di bawah
kewenangan Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan [DIMP).

Fungsi mediasi perbankan yang dilakukan oleh Bank Indonesia ini

terbatas padaupays memban%unasabahdanbankdalammengkaiiulang

sengketa secara mendasar, dalam rangka memperoleh kesepakatan 2%,

Fungsimediasiinidijalankanolehbanklndonesia berupa:

- Penyediaan tempat

. Membantu nasabah dan bank dalam mengemukakan pokok
permasalahanyang menjadisengketa.

- Menyediakan narasumber

- Mengupayakan tercapainya kesepakatan penyelesaian sengketa,

antaranasabahdanbank.

Adapun proses beracara pada mediasi perbankan adalah sebagai

berikut:

1. Setelah melalui upaya penyelesaian oleh nasabah kepada bank
yang bersangkutan, pengajuan penyelesaian sengketa kepada Bank
Indonesia oleh nasabah atau perwakilan nasabah. Pengajuan atas
sengketa yang merupakan sengketa keperdataan ini dilakukan
secara tertulis dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung
serta tidak melebihi enam puluh hari kerja sejak tanggal surat
hasil penyelesaian pengaduan kepada bank, yang disampaikan bank
kepada nasabah. Dalam hal pengajuan ini, bank wajib memenuhi

panggilan Bank Indonesia’’’. Pengajuan penyelesaian sengketa ini

275 |pid Pasal Jayat (2],
276, |

Ibid Pasal 4.
2. Ibid Pasal 7dan 8.
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disampaikan kepada Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan,
Bank Indonesia?”®

Proses persiapan mediasi berikutnya adalah nasabah atau
perwakilan nasabah dan bank fatau yang diberikan kuasa atasnya,
melalui surat kuasa khusus) menandatangani perjanjian mediasi
{agreement to mediate) yang memuat kesepakatan bermediasi dan

kepatuhan pada aturan mediasi "".

. Dijalankannya proses mediasi dalam jangka waktu paling lama

tiga puluh hari kerja sejak para pihak menandatangani perjanjian
mediasi, dan dapat diperpanjang sampai dengan tiga puluh hari
kerja berikutnya?’,

4. Kesepakatan antara kedua belah pihak ini dituangkan dalam Akta

Na

Kesepakatan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak?®!,
Kesepakatan ini merupakan kesepakatan yang final dan mengikat,
maksudnya tidak dapat ditakukan mediasi ulang dan berlakusebagai
undang-undang bagi para pihak.

mun demikian, menurut para ahli, mediasi perbankan ini tidak

sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip mediasi yang dikenal umum

dalam masyarakat, sebab :

278,
.
280.
281.
282.
283,

Pengajuan penyelesaian mediasi perbankan hanya dapat dilakukan
oleh pihak nasaba atau perwakilan nasabah?2 Padahal mediasi
yang sesungguhnya memberikan peluang bagi kedua belah pihak

untuk berkesempatan mengajukan mediasi.

Mengandung adanya pemberian kewajiban kepada bank untuk
memenuhi panggilan Bank Indonesia dan mengikuti proses

mediasi’®,

|bid Pasal 15
Ibid Pasal 9 dan 10.
|bid Pasal 11.
Ibid Pasal 12,
Ibid Pasal 7 ayat (1],
Ibid Pasal 7 ayat [2].
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Dinidngkinkannya bank terkena sanksi administratif dan tingkat
atan bank jika bank tidak tunduk pada Akta Kesepakatan

keseh
Mediasi?®,

2BL. i Pacal 14,
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CLASSACTION DANLEGALSTANDING

A. Class Action

Class Action atau gugatan perwakilan kelompok adalah suatu tata cara
pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili
kelompok mengajukan gugatan untuk diri mereka sendiri sekaligus
mewakili sekelompok orang yang jumlahn‘ya banyak, yang memiliki
kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota

kelompok dimaksud.

1. Berbagai Definisi
Terdapat beberapa definisi class action, baik menurut kamus hukum,
peraturan perundangan maupunparaahlihukum,yaknisebagaiberikut:
a.Menurut kamus
Pada kamus Meriam Webster Colegiate Dictionary, edisi kesepuluh
tahun 1994, disebutkan bahwa class action is a legal action under
taken by one or more plaintiffs on behalf of themselves and all other

persons havings an identical interestin alleged wrong.

Butterworths Concise Australian Legal Dictionary merumuskan
class action dengan mengkaitkannya dengan kasus Carnie v Esanda
Finance Corporation Ltd, menjelaskan bahwa class action is a legal
proceedings, which allow the claims of manyindividual legal standing
against the same defendant, which arise out of the same or similar

circumstances, to be conducted by a single representative 285,

285, Concise Australian Legal Dictionary. Butterworths, Secend Edition, Sydney-Parth, 1998, him 71
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Palada Redua definisi di atas, terdapat kesamaan bahwa adanya unsur
satu atau beberapa orang [one or more plaintiffs atau by a single
representative] yang mewakili beberapa orang lainnya [all other
persons atau many individual legal standing] oleh karena adanya
kepentingan yang identik antara satu dengan lainnya (an identical

interestatau the same orsimilarcircumstances).

b. Menurut peraturan perundangan
Definisi class action, pada dasarnya dikenal pada beberapa peraturan
perundangan. Dalam PERMA No. 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan
Perwakilan Kelompok, class action atau yang disebut dengan Gugatan
Perwakilan Kelompok dirumuskan sebagai suatu prosedur pengajuan
gugatan, di mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok
mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri dan sekaligus mewakili
sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan
fakta atau dasar hukum, antara wakil kelompok dan anggota yang

diwakilinya?®.

Dalam UUPK?® dinyatakan bahwa gugatan atas pelanggaran pelaku
usaha dapat dilakukan oleh sekelompak konsumen yang mempunyai
kepentingan yang sama. Gugatan kelompok tersebut harus diajukan
oleh konsumen yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan
secarahukum,salahsatudiantaranyaadanyabuktitransaksi.Gugatan
jenis ini merupakan jenis gugatan yang pada prakteknya dikenal
dengan sebutan class action. Sedangkan menurut UU Pengelolaan
Lingkungan Hidup?®®, classactiondidefinisikan sebagai hak kelompok
kecil masyarakat yang bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah
besar yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan, fakta
hukum dan tuntutan yang ditimbulkan, oleh karena perusakan atau
pencemaran lingkungan hidup.
286 pERMA No. 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, Pasal ..

7. Undang-Undang Perlindungan Kensumen, Op. Cit., Pasal 46,
6, Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal ...
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c. Menurutpara ahlj

Menurut Achmad Sentosa, class action pada intinya adalah gugatan
perdata, yang biasanya terkait dengan permintaan injuction atau ganti
kerugian. Permintaan tersebut diajukan oleh sejumlah orang dalam
jumlah yang tidak banyak, sebagai wakil kelas [elass representative)
yang mewakili kepentingan mereka berikut pula ribuan orang lainnya
yang juga sebagai korban. Ratusan atau ribuan orang yang diwajili
tersebutdisebut dengan class members 267

Sedangkan menurut Mas Achmad Santosa, pakar hukum lingkungan
berpendapat bahwa class action merupakan gugatan perdata yang.
diajukan oleh sejumlah orang sebagai perwakilan kelas mewakili
kepentingan mereka, sekaligus pula mewakilj kepentingan ratusan
atau ribuan orang lainnya 2%,

2. Berbagai Kasus

Luasdan kompleksitasnya hubungan pelakuusahadan konsumen, maka
dapatdilihat bahwa upaya melindungi kensumen sebagai pemakai akhir
(end user] dari produk barang atau jasa, membutuhkan berbagai aspek
hukum agar benar-benarmampulerlindungidengan baik. Ketika produk
atau jasa merugikan sejumlah besar orang, maka bentuk penyelesaian
individual tidak lagi efektif. Untuk ity dibutuhkanlah penanganan yang
lebih efisien dibandingkan jika ditangani secara individual.

Lembaga class action, baik dalam UU No. 23 tahun 1997 maupun UU
No. 8 tahun 1999 dan UU No. 41 tahun 1999 belum dijabarkan secara
rinci. Namun, beberapa perkara dalam dunia peradilan konsumen,
class action ini kerap ditemui. Misalnya dalam kasus Bontel Remaja
yang diajukan oleh RO Tambunan yang mengklaim dirinya mewakilj
seluruh generasi muda yang teracuni oleh rokok tersebut, kasus
“Emerson Yuntho, Class Action Sebuah Pengantar, Jskarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2005, him 1,

" Mas Achmad Santosa, Konsep dan P pan Bugatan Perwakilan [Class Action], Jakarta, Lembaga Pengembangan
Hukum Lingkungan Indonesia [ICEL], 1997, him 10.
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gugatan*demam berdarah terhadap Gubernur Kepala DKI Jakarta dan
Kantor Wilayah Kesehatan DKI Jakarta yang diajukan oleh Muchtar
Pakpahan yang mengklaim dirinya mewakili korban demam berdarah
seluruh wilayah DKI Jakarta, kasus gugatan buruh PT Industri Sandang
| Patal Senayan yang mana tampil sembilan buruh perusahaan yang

mengatasnamakan 1.200 buruh lainnya #*'.

Hal yang menarik dalam kasus-kasus di atas adalah bahwa para
penggugat bertindak sebagaiwakil sejumlah korban, tanpa surat kuasa
dari masing-masing korban yang diwakilinya. Langkah ini dilakukan
semata-mata oleh karena jika semua kerban harus memberikan surat
kuasa, maka akan sulit dilakukan dan tidak praktis, Tidak adanya surat
kuasa inilah yang merupakan unsur penting dalam sistem class action,

sehingga menjadi berbeda dengan sistem gugatan biasa.

Terkait dengan dunia perbankan, gugatan class action pernah terjadi

pada beberapa kasus berikut:

a. Nasabah Bank Century (Bank Mutiara] yang diwakili oleh tujuh
orang, yakni Cahyadi Candra Mulia, Lie Andry, Lim Hoa Hong, Esther
Nuryadi, Go Kim Moi, Oh Eng San dan Liaw Hing Lok pada tahun 2011
kemarin menggugat Bank Mutiara, Antaboga, Bank Indonesia dan
Bapepam-LK. Gugatan ini dimehonkan ke pengadilan atas perbuatan
penipuan yang dilakukan oleh bank tersebut dengan menjual produk
reksadan dan discretionary fund yang melawan hukum. Selain itu,
menurut penggugat bank juga diklaim memberipenyesataninformasi
terhadap nasabah mengenai produk reksadana tersebutyang sejenis

dengan produk deposito %2

LUEVEE Siahaan, Hukurn Konsumen, Op. Cit., hlm 234.
292, o finasional kontan. co id/newsinasabah-antaboga-gugat-class-action-bank-mutiara Noverius Laoli, § Agustus 2011
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b. Masih dengan nasabah Bank Century, pada tahun 2009, diwakili
dengan Azam Hisyam untuk representasi 27 nasabah lain menuntut
Bank Century mengembalikan dana mereka ke Pengadilan Negeri
Surakarta. Keduapuluh tujuh nasabah tersebut menggugat atas
ditawarkannya produk deposito investasi Dana Tetap Terproteksi
yang menurutnya aman dan menguntungkan. Keuntungannya adalah
potongan pajak sebesar 20 persen ditanggung Bank Century. Namun
pada bulan November 2008, ketika nasabah hendak mencarikan
bilyetnya oleh karena jatuh tempo, dana tidak dapat dicairkan 9.

¢. Pada bulan Agustus 2010, puluhan nasabah Perusahaan Daerah
Perkreditan Kecamatan [PDPK) Tarogong mendatangi Sekretariat
Daerah Kabupaten Garut, oleh karena tuntutan pembayaran tabungan
4B5 nasabah dengan nilai Rp 7 miliar, sejak 2007, Jalur class action
ini menurut salah saty penggugat merupakan rekomendasi dari
pemerintah (Bupati) agar dana dapat dicairkan secepatnya. Gugatan
class action inijuga disertai dengan aksi-aksi protes masyarakat 2%

3. Elemen-Elemen Pokok

Menurut Pasal 23 US Federal of Civil Procedure dikatakan bahwa 2%,
Prerequisities to a class action, one or more members of a class may
Sueor be sued as representative parties on behalf of all onlyif:(1)the
class is so numerous that jointer of all members is impracticable. [2)
There are questions of law or fact common to the class (3) The claims or
defences of the representative parties are typical of claims or defenses
of the class and [4) the representative parties will fairly and adequately
protecttheinterestofthe class.

Dari uraian di atas, ditetapkan empat syarat yang harus dipenuhidalam

mengajukan gugatan perwakilan, yakni 2%

#23 http://suaramerdeka.comiv1/index.phorread/news/2009/12/10/4 1775, Irfan Salatudin, 10 Desember 2009,

i htp:/fwww garuticab.go. d/pub/news/plain/4949-nasabah-pdpk- gong-tuntut-pencairan-tabungan/, 24 Agustus 2010,

5. Foderal Rules Civil Procedures 1994, New York, The Foundation Press, Inc. 1994, him 54.
2. Mas Achmad Santosa, Op. Cit., him 14,
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a. Numerosity, yakni jumlahyang berhak menjadi penggugatse demikian
banyaknya. Faktor jumlah ini penting, karena dengan jumlah
penggugat yang banyak justru tidak praktis dan efisien jika diajukan

sendiri-sendiri.

b. Commonality, yakni adanya kesamaan fakta dan kesamaan hukum

antara pihakyang mewajili dan diwakili.

¢. Typicality, yakni tuntutan maupu pembelaan dari seluruh anggota

yang diwakili harus sejenis.

d. Adequacy of representation, yakni persyaratan yag mewajibkan
perwakilan kelas untuk menjamin secara jujur dan adil serta mampu

melindungi kepentinganyang diwakili.

Secara definitif, gugatan class action di dalamnya termuat beberapa

unsur-unsur berikut?¥:

a.Gugatan perdata
Gugatan dalam class action termasuk dalam ranah hukum perdata,
atau dikenal dengan suatu tindakan yang bertujuan memperoleh
perlindungan hak yang diberikan pengadilan untuk menghindari
adanya upaya main hakim sendiri Ieigenechtingl. Gugatan yang
merupakan bentuk tuntutan hak yang mengandung sengketa, pihak-
pihaknya adalah tergugat dan penggugat. Pihak di sini dapat berupa
orang perorangan maupun badan hukum. Umumnya tuntutan para
pihak adalah berupa ganti rugi [uangl.

b.Wakil Kelompok
Wakil kelompeok atau class representative adalah satu orang atau

lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan sekaligus

7. Emerson Yunthe, 0p. Cit., hlm 2.
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mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya. Untuk
menjadi wakil kelompok tidak disyaratkan adanya surat kuasa khusus
dari anggota kelompok.

Saat gugatanclassactiondilayangkan ke pengadilan maka kedudukan
dariwakil kelompok adalah sebagai pengqugat aktif.

c.Anggota Kelompok
Anggota kelompok atau class members adalah sekelompok orang

yang dalamjumlah majemuk menderita kerugianyang kepentingannya
diwakili oleh class representative di pengadilan. Apabila class action
diajukan ke pengadilan, maka kedudukan anggota kelempok adalah
sebagai penggugat pasif.

d.Adanya Kerugian
Untuk dapat mengajukan gugatan jenis class action, baik pihak wakil
kelompok maupun anggota kelompok harus benar-benar secara
nyata mengalamikerugian yang konkrit (conerete injured parties].

e.AdanyaKesamaan Peristiwa dan Dasar Hukum
Terdapatkesamaantfaktadandasarhukum antarapihak yang mewakli
dan pihak yang diwakili.

4.Manfaat Class Action
Dalam hukum perlindungan konsumen, mantaat class action sangat
berganda. Manfaat dari class action ini bukan hanya bagi penggugat,
namun juga tergugat dan akhirnya bagi kepentingan publik. Manfaat
tersebut antara lain ;
a. Efisiensibiaya perkara.
Dengan adanya sistem gugatan perwakilan ini, maka biaya beberapa
perkara yang digugat dapat disatukan, sehingga penggugat [yang
pada umumnya adalah masyarakat yang dirugikan] tidak enggan
lagi meminta perlindungan ke pengaditan). Bagi penggqugat, dengan
mekanisme class action ini maka biaya perkara sangat hemat
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dibandingkan dengan gugatan secara individu. Dari sisi tergugat,
pengajuan gugatan class action ini juga memberikan efisiensi baginya
atas biaya perkara, baik berupa biaya perkara pengadilan maupun
pemberian ganti rugi bagi pihak-pihak yang dirugikan. Sedangkan
bagi pengadilan sendiri, sangat tidak ekonomis jika harus melayani

gugatansejenis satu persatudan denganjumlahyang cukup besar.

b. Menghindari dimungkinkannya terjadi putusan yang berbeda atas
perkara yang sama namun diajukan oleh pihak yang berbeda.
Ketidaksamaan putusan ini membuat ruang dimungkinkan adanya

inkosisten dari para hakim dalam memutuskan perkara.

¢. Menghindari adanya penumpukan perkara di pengadilan, sehingga
kualitas dan kecepatan penyelesaian perkara menjaditidak efisien.

d. Dimungkinkannya tidakmencantumkan identitas penggugat, sehingga

penggugat tercegah dariintimidasi dari pihak lain.

e, Mendorong tergugat [setiap pihak yang bertanggung jawabl) untuk
bertindak sangat hati-hati, sehingga menumbuhkan efek jera bagi
pihak-pihak yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat

luas.

Menurut Mark S dan Thomas R. Grande **%, class action dapat membantu
bukan sajadalam hal gugatan-qugatan kecil yang dikumpulkan menjadi
satu gugatan bersama [smallclaims), namun juga mengakomodasi hak-
hak golongan masyarakat kecil sehingga ketika mereka dirugikan dan
tidak mampu menggugat oleh karena biaya, maka pembelaan dirinya
tidak lenyap begitu saja [silent victim].

Meskipun ada banyak manfaat yang dapat diperoleh dalam gugatan

298. \sark S Davis dan Thomas R Grande, Class Action Benefit Consumers; Trial-Consumer Rights, 1992, him 18.
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class action, namun tidak berarti jenis gugatan ini tidak memiliki

kelemahan. Beberapa kelemahan dari prosedur class action adalah

sebagaiberikut :

a. Sulitnya mengelola, oleh karena banyaknya jumlah anggota
kelompok, maka semakin sulit pula mengelola gugatan class action.
Kesulitan ini terjadi pada saat peniberitahuan dan pendistribusian
ganti kerugian. Jumlah anggota kelompok yang plural menyulitkan
dalam hal efisiensi biaya pemberian ganti  kerugian dan
pemberitahuan-pemberitahuan terkait persidangan. Adapun jika
gugatan dimenangkan dan ganti rugi cair, bukan tidak mungkin
jumlahyang diberikan tidak sebanding dengan biaya distribusi,

b. Pada prosedur opt in, jika terdapat sesama pihak yang dirugikan,
namun tidak mengetahui adanya pemberitahuan dilayangkannya
gugatan. Maka keberhasilan gugatan class action tidak dapat
dinikmatinya, Sebab putusan hakim class action hanya berlaku bagi
merekayang masuk sebagaianggota kelompok

c. Pada prosedur opt out, maka pihak-pihak yang memiliki kepentingan
yang sama dengan kelompok pengqugat, akan terikat dengan
konsekuensi yang dijatuhkan hakim. Ini sangat merugikan, ketika
yang terjadi adalah gugatan kalah, atau gugat balik, sehingga pihak-
pihaktersebutjuga harus menanggung akibatnya.

d. Di sisi tergugat, jumlah ganti kerugian class action yang besar
dapat mengakibatkan kebangkurtan bagi tergugat apabila gugatan
dikabulkan sepenuhnya. Kebrangkutan ini berasal dari ganti
kerugian atau adanya kewajiban melakukan tindakan tertentu yang

mengkaitkan seluruhanggota kelompok yang jumlahnya besar.

e. Tingginya kemungkinan pemberitaan media massa akan adanya
gugatan class acfion dapat menyudutkan pihak tergugat, baik
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dalarh hal kedudukan maupun kekuasaan tergugat. Sehingga,
dalam menjalankan usahanya, publik menjadi mudah tidak percaya,

padahal mungkin tergugat sudah memperbaikidiri.

B.LegalStanding

Selain alternatif penyelesaian sengketa tersebut diatas, UUPK juga

mengatur tentang preses beracara yang dilakukan oleh lembaga

tertentu yang memiliki legal standing, yakni sebagai berikut:

Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapatdilakukanoleh 77

- Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang
memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan,
yang datam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa
tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan
perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai

dengananggaran dasarnya.

- Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat Yyang
memenuhi syarat yaitu berbentuk badan usaha atau Yyayasan,
yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa
tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan
perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai

dengananggaran dasarnya

- Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa
yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi

yang besar danfatau korbanyang tidak sedikit,

Berdasarkan Pasal 46 UU Perlindungan Konsumen ini, maka semakin

kuat tujuan dari UU untuk mendorong pe nyelesaian sengketa konsumen

¥ ndang-Undang Perlindungan Kensumen, Op. Cit., Pasal &é ayar 1]
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yang cepat, murah dan efisien. Hal ini .iidak hanya menguntungkan bagi
pihak konsumen, namun juga bagi pihak pengusaha. Adapun realisasi
dalam ketentuan di atas adalah dengan pemberian kuasa penyelesaian
sengketa kepada LSM, LPKSM dan pemerintah atau instansi tertentu.

Kecakapan LSM untuk tampil di muka pengadilan, didasarkan pada satu
asumsi bahwa LSM tersebut bertindak sebagai “wali” (guardian] dari
konsumen. Pendekatan “perwalian” inilah dinilai para pengamat hukum
dapat mencegah banjirnya gugatan, karena sebagai wali organisasi
tersebut harus memahami secara dalam mengenai obyek yang di bawa
perwalj*annya. Sehingga tidak dapat sebuah organisasi 5ertar~erta
bertindak sebagai penggugat. Diterimanya anggapan LSM sebaghi wali
adalah berdasarkan faktor-faktor berikut ¢
- Faktor kepentingan masyarakat luas
Beberapa kasus seperti perlindungan konsumen dan pelestarian
daya dukung lingkungan merupakan kasus yang menyangkut
kepentingan masyarakat luas. Banyaknya kasus pubiik ini telah
mendorong munculnya organisasi-organisasi advokasi seperti
Sierra Club Defense Fund di Amerika Serikat, Pollution Probe di
Kanada, Environmental Defenders Office di Australia, Yayasan
Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI], Yayasan Lembaga
Konsumen Indonesia (YLKI} dan Wahana Lingkungan Hidup
Indonesia IWALHI). Di samping untuk memperjuangkan kepentingan
masyarakat, organisasi-organisasi tersebut terbukti sangat efektif
dalam mendorong pembaharuankebijaksanaandan perubahan sikap
serta perilaku birokrasi, dan kalang:a.n pengusaha melalui tekanan-
tekanan. Dalam memperjuangkan misinya, organisasi tersebut tidak
memiliki kepentingan hukum [kepentingan kepemilikan] maupun
kepentingan ekonomis. Namun yang diinginkan adalah pengakuan
hukum yang memberikan peluang bagi suatu organisasi dalam

0. 4t Halirn B ah, Hukum Perlindungan Konsumen, Op, Cit,, him 155-156
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mendajukan gugatan.

- Faktorpenguasaannegara
Faktor ini khusus mengenai kasus-kasus yang menyangkut sumber
daya alam, yang secara konstitusional dikuasai oleh negara.
Penguasaan oleh negara mengandung konsekuensi, aktivisme dan
keberanian pemerintah sebagai aparatur negara. Akan tetapi dalam
prakteknya, negara seringkali mengikari kewajibannya. Keadaan
ini menuntut keberadaan LSM untuk melakukan tindakan korektif
dengan tindakan efektif ke pengadilan melaltii sebuah rumusan

legal standing.

Untuk memiliki legal standing, LPKSM yang menjadi wakil konsumen

harus tidak bertindak sebagai korban dalam perkara yang diajukan.

Dalam sejarah peradilan di Indonesia, Wahana Lingkungan Hidup
Indonesia [WALHI] merupakan LSM yang banyak mengajukan’
gugatan atas dasar NGO's legal standing. Pada 1988 WALH! berhasil

memantapkan posisi legal standing, walaupun dalam pokok perkaranya

WALH! dikalahkan (yang digugat adalah BKPM, Gubernur Sumatra
Utara, Menteri Perindustrian, Menteri Negara Lingkungan Hidup,
Menteri Perhutanan, dan PT Indorayon di Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat). Atau empat kategori yang berpasitas sebagai penggugat adalah

individu, kelompok konsumen, LSM dan pemerintah.
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LAMPIRAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMORBTAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA
PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA,

Menimbang:

a.

bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan
suatumasyarakat adil dan makmuryang merata material dan
spiritual dalam erademokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945;

bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi
harus dapat mendukung, tumbuhnya dunia usaha sehinggamampu
menghasilkan beraneka barang dan/ataujasayang, memiliki
kandungan teknologi yangdapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas
barang dan /ataujasa yangdiperoleh dari perdagangan tanpa
mengakibatkan kerugian konsumen:

bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari
proses globilisasiekonomiha rustetap menjamin peningkatan
kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan
keamanan barang dan/atau jasayang diperolehnya di pasar:
bahwa untuk meningkatkan harkat danmartabat konsumen
perlumeningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian,
kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi

dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang

bertanggungjawab;



bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen
di Indenesia belum memadai;

bahwh berdasarkan pertimbangan tersebut diatas diperlukan
perangkatperaturan perundang-undangan untuk mewujudkan
keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku
usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat;

bahwa untuk itu perlu dibentuk Undang-undang tentang

Perlindungan Konsumen;

Mengingat:

Pasal5Ayat 1, Pasal 21 Ayat 1, Pasal 27, dan Pasal 33 Undang Undang

Dasar 1945;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasall

Dalam Undang-undang iniyang dimaksud dengan:

1.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin
adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada
konsumen,

Konsumen adalah setiaporang pemakaibarang dan/ataujasa
yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingandiri
sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan
tidak untuk diperdagangkan.

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan



usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan
hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan
dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri
maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan
kegiatan usahadalam berbagaibidang ekonomi.

4. Barangadalah setiap benda baik berwujud maupun tidak
berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan
maupun tidak dihabiskan, yang dapatuntuk diperdagangkan,
dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen. !

5. Jasaadalahsetiaplayananyang berbentuk pekerjaan atau
prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan
oleh konsumen. '

6. Promosiadalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan
informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli
konsumen terhadap barang dan/atau jasayang akandan sedang
diperdagangkan.

7. Impor barang adalah kegiatan memasu kkan barang ke dalam
daerah pabean.

8. Impor jasa adalahkegiatan penyediaan jasa asing untuk
digunakan didalam wilayah Republik Indonesia.

9. Lembaga Pertindungan Konsumen Swadaya Masyarakatadalah
lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakuioleh
Pemerintah yang mempunyai kegistan menangani perlindungan
konsumen.

10. Klausula Baku adalah setiap aturanatau ketentuan dansyarat-
syaratyang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu
secara sepihakoleh pelaku usahayang dituangkan dalamsuatu
dokumen dan/atau perjanjian yang.mengikat dan wajibdipenuhi
oleh konsumen.

11. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badanyang
bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku

usahadan konsumen.



12. BadanPerlindungan Konsumen Nasional adalah badanyang
dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan
kondumen.

13. Menteriadalah menteriyang ruang lingkup tugas dan tanggung

jawabnya meliputi bidang perdagangan.

BABII
ASAS DAN TUJUAN
Pasal2

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan,
keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta

kepastian hukum.

Pasal3

Pertindungan konsumen bertujuan:

a. meningkatkan kesadaran, kemampuandan kemandirian kensumen
untuk melindungi diri;

b.mengangkat harkatdan martabat konsumen dengancara
menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau
jasa;

c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih,
menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

d.menciptakansistem perlindungan konsumen yang mengandung
unsurkepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses
untuk mendapatkaninformasi;

e.menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan
bertanggung jawab dalam berusaha;

f. meningkatkan kualitas barang dan/ataujasayang, menjamin
kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan,

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.



BAB I
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Pertama

Hak dan Kewajiban Konsumen
Pasal 4

Hak konsumen adalah:

hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam
mengkonsurnsi barang dan/atau jasa;

hak untuk memilih barang dan/ataujasa serta mendapatkan
barang dan/ataujasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan
kondisi serta jaminanyang dijanjikan;

hak atasinformasiyang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi
danjaminanbarang dan/atau jasa;

hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/
atau jasa yang digunakan;

hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya
penyelesaiansengketa perlindungan konsumen secara patut;
hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

hak untuk dipertakukan atau dilayanisecara benardan jujurserta
tidak diskriminatif;

hak untuk mendapatkan komnpensasi, ganti rugi dan/atau
penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak
sesuaidengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan lainnya.

Pasal$§

Kewajiban konsumen adalah:

a.

membaca atau mengikuti petunjukinformasi dan prosedur
pemakaian ataupemanfaatan barang dan/atau jasa, demi



keamanan dan keselamatan;

b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/
atad jase;
membayar sesuai dengan nilai tukaryang d isepakati;

d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan

konsumen secara patut.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha
Pasal é

Hak pelaku usaha adalah:

a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan
mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasayang
diperdagangkan;

b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen
yang beritikad tidak baik;

¢. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam
penyelesaian hukum sengketa konsumen;

d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum
bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau
jasayangdiperdagangkan;

e.hak-hakyang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan lainnya.

Pasal7

Kewajiban pelaku usahaadalah:

a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

b, memberikaninformasiyangbenar, jelasdan jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta membe ri
penjelasan pcnggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

¢. memperlakukanatau melayani konsumensecara benardan jujur



serta tidak diskriminatif;

menjamin mutu barang dan/ataujasayang diproduksi dan/atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/
ataujasayang berlaku;

memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/

atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi
jaminandan/ataugaransiatas barangyang dibuat dan/atauyang
diperdagangkan;

memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas
kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang
dan/atau jasayang diperdagangkan;

memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau'penggantianapabila
barangdan/ataujasayang diterima atau dimanfaatkan tidak

sesuaidengan perjanjian.

BABIV
PERDUATAN YANG DILARANG
BAG! PELAKU USAHA
Pasal8

Pelakuusahadilarang memproduksidan/atau memperdagangkan

barangdan/ataujasayang:

a.tidakmemenuhi atau tidak sesuai dengan standaryang
dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. tidak sesuai dengan berat bersih, isibersih atau netto, dan
jumlah dalam hitungansebagaimanayang dinyatakan dalam
label atau etiket barang tersebut;

c. tidak sesuaidengan ukuran, takaran, timbangandan jumlah
dalam hitungan menurutukuranyang sebenarnya;

d.tidak sesuaidengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau
kemanjuransebagaimanadinyatakan dalam label, etiket atau
keterangan barang dan/atau jasa tersebut,

e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses



pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu
sebagaimana dinyatakan dalam label atauketerangan barang
dbn/ataujasatersebut;

f. tidak sesuaidengan janjiyang dinyatakan dalam label, etiket,
keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa
tersebut;

g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu
penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang
tersebut;

h.tidak mengikuti ketentuan berproduksisecara halal,
sebagaimana pernyataan "halal’ yang dicantumkan dalam
label:

i. tidak memasanglabelatau membuatpenjelasan barangyang
memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto,
komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan,
namadanalamat pelaku usahaserta keterangan lain untuk
penggunaanyang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;

j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan
barang dalambahasalndonesia sesuaidengan ketentuan
perundang-undanganyang berlaku.

Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang, rusak,

cacatataubekas, dantercemartanpa memberikan informasi

secaralengkap dan benaratas barangdimaksud.

Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasidan

panganyang rusak, cacatatau bekas dan tercemar, denganatau

tanparnemberikaninformasisecaralengkapdan benar.

Pelakuusahayang melakukan pelanggaran pada ayat 1 danayat2

dilarang memperdagangkan barangdan/ataujasatersebutserta

wajib menariknya dari peredaran,

Pasal ¢
. Pelakuusahadilarang menawarkan, mempromosikan,
mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/



atau seolah-olah:
a.barangtersebuttelah memenuhi dan/atau memiliki potongan
harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode
tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
b.barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
c. barangdan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/
atau memiliki sponsor persetujuan, perlengkapan tertentu,
keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu;
d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaanyang
mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
e. barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
f. barangtersebuttidak mengandung cacattersembunyi:
9. barangtersebut rnerupakan kelengkapan dari barang tertentu;
h.barang tersebutberasal daridaerahtertenty;
i. secaralangsung atautidak langsung merendahkan barang dan/
atau jasalain; |
i menggunakan kata-katayang berlebihan, sepertiaman tidak
berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa
keterangan yang lengkap:
k. menawarkansesuatuyang mengandung janjiyang belum pasti.
2. Barangdan/atau jasa sebagaimanadimaksud pada ayat 1dilarang
untuk diperdagangkan.
3. Pelakuusahayang melakukan pelanggaran terhadap ayat 1
dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan
barang dan/ataujasatersebut.

Pasal 10

Pelaku usaha dalam menawarkan barangdan/atau jasa yang ditujukan
untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan.
mengiklankan atau membuat pernyataanyangtidak benar atau

menyesatkan mengenai:



a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;

b.kegunaan suatu barang dan/atau jasa;

c. kondlsi, tanggungan, jaminan, hak atau gantirugiatas suatu
barang dan/atau jasa;

d.tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;

e.bahwa penggunaan barang dan/ataujasa.
Pasal 11

Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral

atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan:

a.menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah
memenuhistandar mututertentu;

b. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak
mengandung cacat tersembunyi;

c. tidak berniatuntuk menjual barangyang ditawarkan melainkan
dengan maksud untuk menjual barang lain;

d. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu danfatau jumlah
yang cukup dengan maksud menjual barang yang Lain;

e.tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam
jumlah cukup dengan maksud menjual jasayang lain;

f. menaikkan harga atau tarif barang dan/ataujasa sebelum

melakukan obral,

Pasal 12

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau
mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif
khusus dalamwaktu danjumlahtertentu, jika pelaku usaha tersebut
tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuaidengan waktu dan

jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.



Pasal 13

1. Pelakuusahadilarang menawarkan, mempromosikan, atau
mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara
menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain
secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau
memberikan tidak sebagaimanayang dijanjikannya.

2. Pelakuusahadilarang menawarkan, mempromosikan atau
mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat
kesehatan, danjasa pelayanan kesehatandengan cara menjanjikan

pemberian hadiah berupabarang dan/atau jasa lain,

‘Pasal 14

Pelakuusaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang,
ditujukanuntuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui
cara undian, dilarang untuk:
a. tidak melakukanpenarikanhadiah setelah batas waktuyang
dijanjikan;
b. mengumumkan hasilnya tidak melalui media masa;
memberikan hadiah tidak sesuaidenganyang dijanjikan;
d. menggantihadiahyang tidak setaradengan nilai hadiahyang

dijanjikan;
Pasal 15

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang
melakukan dengan carapemaksaan atau caralainyang dapat
menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikisterhadap konsumen,



Pasal 16

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui

pesanandilarang untuk:

a. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian
sesuaidenganyang dijanjikan;

b. tidakmenepatijanji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

Pasal 17

1. Pelakuusaha periklanan dilarang memproduksiiklan yang:

a. mengelabui konsumen mengenal kualitas, kuantitas, bahan,
kegunaandan harga barang danfatau tarifjasa serta ketepatan
waktu penerimaan barang dan/atau jasa;

b. mengelabui jaminan/garansiterhadap barang dan/atau jasa;

¢. memuatinformasiyang keliru, salah, atau tidak tepat
mengenai barang dan/ataujasa;

d.tidak memuat informasi mengenairisike pemakaian barang
dan/ataujasa;

e.mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin
yang berwenang atau persetujuanyang bersangkutan;

f. melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai periklanan,

2, Pelakuusahaperiklanandilarangmelanjutkan peredaraniklan
yang telah melanggar ketentuan pada ayat 1.

BABYV
KETENTUAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU
Pasal 18

1. Pelakuusahadalam menawarkanbarangdan/ataujasayang
ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau

mencantumkan klausulabaku pada setiap dokumen dan/atau



perjanjian apabila:

a.menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha;

b. menyatakan bahwa pelakuusaha berhak menolak penyerahan
kembalibarang yang dibeli konsumen:

¢. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan
kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/ataujasa yang
dibeli oleh konsumen;

d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku
usaha baik secara langsung, maupun tidak langsung untuk
melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan
barangyang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

e.mengatur perihal pembuktianatas hilangnya kegunaan barang
atau pemanfaatan jasayang dibelioleh konsumen;

f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat
jasaatau mengurangi harta kekayaan konsumenyang me njadi
obyek jual beli jasa;

9. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturanyang
berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan
lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa
kensumen memanfaatkan jasayang dibelinya;

h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku
usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atauhak
jaminan terhadap barang yang dibeliolch konsumen secara
angsuran.

2. Pelakuusaha dilarang mencantumkan klausula bakuyang letak
ataubentuknya sulitterlihat atau tidak dapatdibaca secara jelas, atay
yang pengungkapannya sulit dimengerti.

3. Setiapklausula baku yangtelah ditetapkan oleh pelaku usaha
padadokumen atau perjanjian yang memenuhiketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2dinyatakan batal demi hukum.

4. Pelakuusaha wajib menyesuaikan klausula baku yang

bertentangan dengan Undang-undangini.



BABYI .
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA
* Pasal1?

1. Pelaku usahabertanggung jawab memberikan gantirugiatas
kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumenakibat -
mengkonsumsi barang dan/ataujasayang dihasitkan atau
diperdagangkan.

2. Gantirugisebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa
pengembalian uang atau peng gantian barang dan/atau jasayang
sejenisatausetara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau
pemberian santunanyang sesuai dengan ketentuan pe raturan
perundang-undanganyang berlaku.

3. Pemberian gantirugidilaksanakan dalam tenggang waktu 7 {tujuhl
hari setelah tanggal transaksi.

4. Pemberian gantirugisebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan
ayat 2 tidak meng hapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana
berdasarkan pembuktianlebih lanjut mengenai adanya unsur
kesalahan.

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat | dan ayat 2
tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa
kesalahan tersebutmerupakan kesalahankonsumen.

Pasal 20

Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklanyang
diproduksi dan segala akibatyang ditimbulkan oleh iklan tersebut.

Pasal 21
1. Importirbarang bertanggung jawabsebagai pembuat barang yang

diimporapabilaimportasibarang tersebut tidak dilakukanoleh

agen atau perwakilan produsen luar negeri.



2. Importirjasa bertanggung jawab sebagai penyediajasa asing
apabila penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukanoleh agen

atau perwakilan penyediajasa asing.
Pasal 22

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 4, Pasal 20, dan
Pasal21 merupakan beban dari tanggung jawab pelaku usahatanpa
menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.

Pasal 23

Pelaku usahayang menolak dan/atau tidak memberi tanggapandan/
_atautidak memenuhiganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat 1, eyat 2, ayat 3, dan ayat 4, dapat
digugat melaluibadan penyelesaian sengketa konsumen atau
mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Pasal 24

1. Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku
usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan gantirugidan/atau
gugatan konsumen apabila:

a. pelakuusahaLainmenjualkepadakonsumenlanpamelakukan
perubahan apa pun atas barang dan/ataujasatersebut;

b. pelakuusahalain‘didaiamtransaksijuathelilidak
mengetahui adanya perubahan barang dan/ataujasayang
dilakukanolehpelakuusahaatautidaksasuaidenganconloh.
mutu, dan komposisi.

2. Pelaku usaha sebagaimanadimaksud pada ayat 1 dibebaskan
dari tanggung jawab atas tuntutan gantirugidan/ataugugatan
konsumen apabila pelaku usahalainyangmembelibarangdani



ataujasamenjual kembali kepada konsumen dengan melakukan

perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.
L]

Pasal 25

1. Pelakuusahayang memproduksibarang yang pemanfaatannya
berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu)
tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna
jual danwajib memenuhijaminan atau garansisesuaidenganyang
diperjanjikan,

2. Pelakuusaha sebagaimana dimaksud pada ayat l bertanggung
jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila
pelakuusaha tersebut:

a.tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/
ataufasilitas perbaikan;
b. tidak memenuhi atau gagal memenuhijaminan atau garansi

yang diperjanjikan.
Pasal 26

Pelakuusaha yang memperdagangkanjasa wajib memenuhijaminan

dan/atau garansi yang disepakatidan/atau yang diperjanjikan.
Pasal 27

Pelaku usahayang memproduksibarang dibebaskan daritanggung

jawab atas kerugianyang diderita konsumen, apabila:

a. barangtersebutterbuktiseharusnyatidak diedarkan atau tidak
dimaksudkan unluk diedarkan;

b. cacatbarangtimbul pada kemudian hari;

c. cacattimbulakibatditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi

barang;



d. kelalaianyangdiakibatkanoleh konsumen;
e. lewalnya jangkawaktu penuntutan & (empat) tahun sejak barang

dibelj atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.
Pasal 28

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalamgugatan
ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal

23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

BABVII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Pertama
Pembinaan
Pasal 29

1. Pemerintah bertanggung jawab atas pemhbinaan penyelenggaraan
perlindungan konsumenyang menjamin diperolehnya hak
konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban
konsumen dan pelaku usaha.
2. Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan
konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat ! dilaksanakan oleh
Menteri dan/atau menteriteknis terkait.
3. Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat 2 melakukan kosrdinasi
atas penyelenggaraan perlindungan konsumen.
4. Pembinaan penyelenggaraan perlindungankonsumen sebagaimana
dimaksud pada ayat 2 meliputi upaya untuk: ,
a. terciptanyaiklimusaha dantimbulnya hubungan yangsehat
antara pelaku usahadan konsumen;

b. berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya
masyarakat;

¢. meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta



meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang
perlindungan konsumen.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan
perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 30

1. Pengawasanterhadappenyelenggaraan perlindungan konsumen
serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya
diselenggarakanoleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga
perlindungan konsumen swadaya masyara kat.

2. Pengawasanoleh pemerintahsebagaimana dimaksud pada ayat |
dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.

3. Pengawasan oleh masyarakatdan lembaga perlindungan
konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/
atau jasayang beredar dipasar.

4. Apabila hasil pengawasansebagaimana dimaksud padaayat3
ternyata menyimpangdariperaturan perundang-undanganyang
berlaku dan membahayakan konsumen, Menteri dan/atau menteri
teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

5. Hasil pengawasanyang diselenggarakan masyarakatdan lembaga
perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebartuaskan
kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan
rnenteri teknis.

4. Ketentuanpelaksanaantugas pengawasan sebagaimana dimaksud
padaayatl, ayat2,danayat3 ditetapkan dengan Peraturan

Pemerintah.



BAB VIl
BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL
Bagian Pertama
Nama, Kedudukan, Fungsi, dan Tugas
Pasal 31

Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen
dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal32

Badan Perlindungan Konsumen Nasional berkedudukan dilbu Kota
Negara Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 33

Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai fungsi
memberikan sarandan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya
mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.

Pasal 34

1. Untuk menjalankan fungsi sebaéaima na dimaksud dalam Pasal 33,
Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas:

a. memberikan sarandan rekomendasi kepada pemerintah dalam
rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan
konsumen;

b. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan
konsumen;

c. melakukan penelitianterhadap barang dan/atau jasayang
menyangkut keselamatan konsumen;

d. mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen



swadaya masyarakat;

e.menyebarluaskaninformasi melaluimedia mengenai
pErlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap
keberpihakan kepada konsumen;

f. menerima pengaduantentang perlindungan kensumen dari
masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya
masyarakat, atau pelaku usaha;

g. melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

1, Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat bekerja sama

denganorganisasi konsumen internasional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi dan Keanggotaan
Pasal 35

BadanPerlindungan Konsumen Nasionalterdiri atas seorang
ketua merangkap anggota, seorangwakil ketua merangkap
anggota, serta sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang dan
sebanyak-banyaknya 25 [dua puluhlima) orang anggota yang
mewakili semua unsur. '

Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional diangkat
dandiberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri, setelah
dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia.

Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan
Konsumen Nasional selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat
kembaliuntuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya.

Ketua danwakil ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional

dipiliholehanggota.



Pasal 346

Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas unsur:
a. pemerintah;

b. pelakuusaha;

c. Lembagaperlindungan konsumen swadaya masyarakat;

d. akademisi;dan

e. tenagaahli

Pasal 37

Persyaratan keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional
adalah:a. warga negara Republik Indonesia; b. berbadan sehat:

¢. berkelakuan baik; d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;
e.memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan
konsumen; danf. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga putuh) tahun.

Pasal 38

Keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional berhenti
karena:

meninggal dunia;

mengundurkandiri atas permintaan sendiri;

bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia;
sakitsecaraterus menerus;

berakhir masajabatan sebagai anggota; atau

diberhentikan,
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Pasal 39

1. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan
Konsumen Nasional dibantu oleh sekretariat.

2. Sekretariat sebagaimanadimaksud pada ayat 1 dipimpinaleh:
seorang sekretaris yang diangkat oleh Ketua Badan Perlindungan

Konsumen Nasfonal.



3. Fung.'-.i, tugas, dan tatakerja sekretariat sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 diatur dalam keputusan Ketua Badan Perlindungan

Kons'urnan Nasional.

Pasal 40

1. Apabiladiperlukan BadanPerlindungan Konsumen Nasional dapat
membentuk perwakilan (bu Kota Daerah Tingkat| untuk membantu
pelaksanaan tugasnya.

2. Pembentukan perwakilansebagaimana dimaksud pada ayat
1 ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Ketua Badan
Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 41

Dalam pelaksanaantugas, Badan Pertindungan Konsumen Nasional
berkerja berdasarkan tata kerjayang diatur dengan keputusan Ketua
Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 42

Biaya untuk pelaksanaan tugas Badan Perlindungan Konsumen
Nasional dibebankan kepadaanggaran pendapatandan belanja negara
dan sumber lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Pasal 43
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Perlindungan

Konsumen Nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah.



BAB IX
LEMBAGA PFRLINDUNGAN KONSUMEN
SWADAYA MASYARAKAT
Pasal 44

1. Pemerintah mengakuilembaga perlindungan konsumen swadaya
masyarakatyang memenuhisyarat,
2. Lernbagaperlindungan konsumen swadaya masyarakat
memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan
perlindungan konsumen.
3. Tugaslembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat
meliputi kegiatan: ¥
a. menyebarkaninformasidalamrangka meningkatkan kesadaran
atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam
mengkonsumsi barang dan/ataujasa;
b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
¢. bekerjasamadenganinstansiterkaitdalam upaya mewujudkan
perlindungan konsumen;
d. membantukensumen dalam memperjuangkan haknya,
termasuk menerima keluhan atau pangaduan konsumen;
e. melakukanpengawasanbersamapemerintah dan muyerakﬁl
terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenaitugas lembaga perlindungan
konsumen swadaya masyarakat sebagaimanadimaksud pada ayat3
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BABX
MENYELESAIAN SENGKETA
Bagian Pertama
Umum
Pasal 45

1. Setiapkonsumenyangdirugikan dapat menggugat pelakuusaha



melaluilembagayang bertugas menyelesaikan sengketa antara
konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di
lingk'ungan peradilan umum.

Penyelesaian sengketa konsumen dapatditempuh melalui
pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela
parapihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana
dimaksud pada ayat 2 tidak menhilangkan tanggung jawab pidana
sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

Apabila telah dipilih upaya penyelesaiansengketa konsumen
diluarpengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat
ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh
salah satu pihak atau oleh para pihak yang, bersengketa.

Pasal 46

Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:

a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang
bersangkutan;

b. sekelempok konsumen yang mempunyai kepentinyanyang
sama;

¢. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang
memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan,
yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas
bahwa tujuandidirikannya organisasi tersebut adalah untuk
kepentingan perlindungan konsumen dantelah melaksanakan
kegiatan sesuai dengan anggarandasarnya;

d. pemerintah dan/atauinstansiterkaitapabilabarangdan/
ataujasayangdikonsumsiatau dimanfaatkan mengakibatkan
kerugian materi yang besar dan/atau kerban yang tidak sedikit.

Gugatanyang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga

perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah



sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hurufb, huruf ¢, atau hurufd
diajukan kepada peradilan umum,

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materiyang besar dan/
atau korbanyang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat 1
hurufddiatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan
Pasal47

Penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan diselenggarakan
untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti
rugi dan/stau mengenaitindakan tertentu untuk menjamin tidak

akan terjadi kembaliatau tidak akan terulang kembali kerugian yang
diderita oleh konsumen.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan
Pasal 48
Penyelesaiansengketa konsumen melalui pengadilan mengacu
pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan
memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45,

BABXI
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
Pasal 49

1. Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di
Daerah Tingkatll untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar
pengadilan.

2. Untuk, dapat diangkat menjadianggota badan penyelesaian
sengketa konsumen, seseorang harus memenuhi syarat sebagai

berikut:



3.

4.

warga negara Republik Indonesia;

berbadan sehat;

berkelakuanbaik;

tidak pernah dihukum karena kejahatan;

memiliki pengetahuan dan pengalaman dibidang perlindungan
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konsumen;
§  berusia sekurang-kurangnya 30 [tiga puluh] tahun.
Anggota sebagairnana dimaksud pada ayat 2 terdiriatas unsur
pemerintah, unsur kensumen, dan unsur pelaku usaha.
Anggota setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat3
berjumlah sedikit-dikitnya 3 ftiga)orang, dan sebanyak-banyaknya
5 [lima) orang.
Pengangkatandan pemberhentiananggota badan penyelesaian
sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 50

Badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 49 ayat 1 terdiri atas:

a.
b.

{ oo

ketua merangksp anggota;
wakil ketua merangkap anggota;

anggota.

Pasal5l

Badan penyelesaian sengketa konsumen dalam menjalankan
tugasnyadibantu oleh sekretariat.

Sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen terdiriatas
kepala sekretariatdananggota sekretariat.

Pengangkatandan pemberhentian kepala sekretariat dananggota
sekretariat badan penyelesaiansengketa konsumen ditetapkan

oleh Menteri.



Pasal 52

Tugas dan wewenang badan penyelesaianse ngketa konsumen

meliputi:

a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen,
dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;

b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;

d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran
ketentuan dalam Undang-undang ini;

. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari
konsumen tentang terjadinya pelanggaran te rhadap perlindungan
konsumen;

f. melakukan penelitiandan pemeriksaan sengketa perlindungan
konsumen;

g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah mela kukan
pelanggaranterhadap perlindungan konsumen:

h.memanggil dan menghadirkan saksi, saksiahli dan/atau setiap
orang yangdianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-
undang ini;

i. memintabantuan penyidik untuk mengha dirkan pelaku usaha,
saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada
huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan
badan penyelesaian sengketa konsumen;

j. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat
bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;

k memutuskandanmenetapkan adaatau tidak adanyakerugiandi o
pihak konsumen;

| memberitahukan putusankepada pelakuusahayang melakukan
pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

m.menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usahayang

melanggar ketentuan Undang-undang ini.



Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang
badan penyelesaiansengketa konsumen Daerah Tingkat Il diatur

dalam surat keputusan menteri.

Pasal 54

1. Untuk menanganidan menyelesaikan sengketa konsumen, badan
penyelesaian sengketa konsumen membentuk majelis.

2. Jumlah anggota majelis sebagaimana dimaksud padaayat 1 harus
ganjildan sedikit-dikitnya 3 (tigal oraing, yang mewakili semua
unsursebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat 3, serta dibantu
oleh seorang panitera.

3. Putusan majelis bersifat final dan mengikat.

4. Ketentuanteknis lebih lanjut pelaksanaan tugas majelis diatur

dalam surat keputusan menteri.
Pasal 55

Badan penyelesaiansengketa konsumen wajib mengeluarkan putusan
paling lambat dalam waktu 21 {dua puluh satu] hari kerja setelah

gugatanditerima,
Pasal 56

1. Dalam waktu paling lambat 7 [tujuh] harikerjasejak menerima
putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 pelaku usaha wajib melaksanakan
putusantersebut.

2. Parapihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima
pemberitahuan putusantersebut.

3. Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka
waktusebagaimana dimaksud padaayat 2 dianggap menerima



putusan badan penyelesaian sengketa konsumen.

4. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat3

tidak dijalankan oleh pelaku usaha, badan penyelesaian sengketa
konsumen menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik unluk
melakukan penyidikan sesuaidengan ketentuan perundang-

undanganyang berlaku,

5. Putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana

dimaksud pada ayat 3 merupakan bukti permulaan yang cukup bagi
penyidik untuk melakukan penyidikan.

Pasal 57

Putusan majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal54 ayat 3
dimintakan penetapan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri di

tempat konsumen yang dirugikan.

A

Pasal 68

Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat 2 dalam waktu paling
lambat 21 [dua puluh satu) hari sejak diterimanya keberatan.
Terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada
ayat1, para pihak dalam waktu paling lambat 14 [empat belas] hari
dapatmengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib mengeluarkan putusan
dalam waktu paling lambat 30 [tiga puluh] hari sejak menerima

permohonan kasasi.

BABXII
PENYIDIKAN
Pasal 59

Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai



Negeri Sipil tertentu dilingkunganinstansi pemerintah yang
lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan
konstmen juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara
Pidana yang berlaku.

Penyidik Pejabat Pegawai NegeriSipil ,sebagaimana dimaksud

pada ayat 1 berwenang:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau
keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang
perlindungan konsumen;

b. melakukanpemeriksaanterhadaporang.atauhadanhukurn
yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan
konsumen;

¢. meminta keterangan dan bahan bukti dariorang atau badan
hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dibidang
perlindungan konsumen;

d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan. dan
dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang
perlindungan kensumen;

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga
terdapat bahan bukti serta melakukan penyitaan terhadap
barang hasil pelanggaranyang dapatdijadikan bukti dalam
perkara tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;

f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dibidang perlindungan konsumen.

Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimanadimaksud

padaayat 1 memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil

penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik
indonesia.

Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada

ayat 1 menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum

melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.



BABXII
SANKSI
Bagian Pertama
Sanksi Administratif
Pasal 60

Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan

eanksi administratif terhadap pelaku usahayang melanggar Pasal

19 ayat 2 dan ayat 3, Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.

Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud

pada ayat 1 diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-

undangan.

Bagian Kedua
Sanksi Pidana
Pasal 61

Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau

pengurusnya.

Pasal 42

1. Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8, Pasal ¢, Pasal 10, Pasal 13 ayat 2, Pasal 15, Pasal
1 ayat 1 hurufa, hurufb, hurufe, hurufc, ayat2, danPasal18
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 [lima) tahun atau
pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 [dua miliar
rupiahl.

2. Pelaku usaha yang, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

_dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13ayat 1, Pasal 14, Pasal 14, dan
Pasal 17 ayat 1 hurufddan huruf f dipidanadengan pidana penjara
paling lama 2 [dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp



500.000.000.00 (lima ratus juta rupizhl.
3.Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat,
cacaf!etap atau kematiandiberlakukan ketentuan pidana yang

berlaku,
Pasal 43

Terhadap sanksi pidanasebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat

dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

a. perampasan barang tertentu;

b. pengumuman keputusan hakim:

c. pembayaran ganti rugi;

d. perintah penghentian kegiatan tertentuyang menyebabkan
timbulnya kerugian konsumen;

e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau

f. pencabutanizinusaha.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 64

Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan
melindungi konsumen yang telah ada pada saat Undang-undang ini
diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara
khusus dan/atautidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-

undang ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 65

Undang-undanginiberlaku setelah 1 (satu] tahun sejak diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
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